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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas barokah dan rahmat-Nya kami
dapat menyelesaikan laporan akhir kajian yang berjudul Pengaruh Program Jaminan Kesehatan
Nasional terhadap Program Kesehatan Ibu dan Anak.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Indonesia Health Care Forum sebagai
bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) dari IDSMed yang merupakan penyandang dana
kajian, serta Yayasan PKMD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi tim
pelaksana kajian ini. Terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada Kepala Pusat Teknologi
Intervensi Kesehatan Masyarakat yang telah membantu mengatur pelaksanaan dan manajemen
penelitian serta kepada pihak dinas provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Banten yang telah
memberikan informasi berharga. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan andil baik secara langsung maupun tidak langsung bagi terlaksananya
kajianini.

Kami menyadari berbagai kekurangan dalam laporan akhir kajian, kami berharap hasil
yang diperoleh dapat memberi masukan bagi perbaikan program kesehatan ibu dan anak dalam
era JKN. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Selamat membaca laporan

akhir kajian ini.

Billahit taufig walhidayah wassalamu’alaikum wr. wb.

Ketua Pelaksana Kajian

Dr. dr. Trihono, MSc.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penurunan AKB di Indonesia terjadi secara lambat dalam 10 tahun terakhir. Pada
kurun waktu tahun 1991-2002 terjadi penurunan AKB yang cukup besar dari 97,4 ke 46 per
1000 kelahiran hidup, namun dalam kurun waktu 10 tahun berikutnya AKB hanya turun
mencapai 40 per 1000 kelahiran hidup (tahun 2012). Hal ini juga terjadi pada Angka
Kematian Neonatal (AKN) yang pada tahun 2002 mencapai 20 per 1000 kelahiran hidup
dan hanya turun menjadi 19 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Target
pembangunan kesehatan pada tahun 2019 adalah menurunkan AKB menjadi 24 per 1000
kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI) justru meningkat tajam pada periode 2008-2012
menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup, terutama bila dibandingkan dengan periode
1998-2002 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup dan periode 2003-2007 sebesar 228 per
100.000 kelahiran hidup. Hal ini sangat kontras bila dibandingkan dengan peningkatan
cakupan pelayanan kesehatan ibu yang terus meningkat pada periode yang sama. Target
pembangunan kesehatan pada tahun 2019 adalah menurunkan AKI menjadi 306 per
100.000 kelahiran hidup.

Salah satu bagian dari SISN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) adalah Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diterapkan pada tahun 2014. JKN
merupakan program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian
jaminan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif
dan sejahtera. Manfaat program JKN diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan
perorangan secara komperehensif mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
termasuk obat dan alat kesehatan dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu
dan biaya. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau dibayar oleh
pemerintah. Pelayanan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau
swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS Kesehatan).

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator
penting baik buruknya status kesehatan suatu negara, akan tetapi telah terjadi stagnasi
penurunan AKI| dan AKB dalam 10 tahun terakhir. Program JKN yang bertujuan
memberikan jaminan kesehatan pada seluruh penduduk Indonesia dikhawatirkan dapat
menyebabkan SDM di puskesmas lebih terfokus pada pelayanan kuratif. Dengan demikian
perlu dikaji perubahan pada kondisi program pelayanan KIA di puskesmas sebelum dan
sesudah penerapan program JKN untuk melihat bagaimana pengaruh program JKN
terhadap program KIA.

Kajian telah dilakukan pada bulan April-September 2015 di seluruh kabupaten/kota
di Provinsi Banten yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten
Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang
Selatan. Di setiap kabupaten/kota dipilih satu puskesmas mampu PONED dan satu
puskesmas non PONED. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam
mengenai program JKN dan program KIA kepada Kepala Dinas Kesehatan atau bidang
Kesehatan Keluarga dan Kepala Puskesmas. Selain itu dilakukan pengumpulan data
sekunder mengenai pendanaan di kabupaten/kota dan puskesmas serta cakupan program
KIA. Ringkasan hasil kajian sebagai berikut :

Xii



Tidak adanya kecenderungan perbedaan cakupan indikator kesehatan ibu dan anak
antara sebelum dan sesudah JKN

Pengamatan terhadap data indikator Jampersal, seperti Cakupan K1, Cakupan Kg,
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, Cakupan
penanganan komplikasi kebidanan, Cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1), Cakupan
kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap) dalam studi ini tidak menunjukkan adanya
kecenderungan tertentu antara sebelum pemberlakuan JKN (tahun 2013) dan sesudah
pemberlakukan JKN (tahun 2014).

Kondisi ini dapat disebabkan karena sesuangguhnya kebijakan untuk pelayanan KIA
pada era JKN tidak jauh berbeda dengan sebelum JKN, khususnya terkait keberadaan
Program Jampersal. Beberapa perubahan diperkirakan tidak terlalu berdampak pada
indikator KIA, seperti pelayanan KB dan pemeriksaan IVA gratis untuk peserta JKN yang
dilakukan di dalam dan di luar gedung.

Kunjungan untuk KIA misalnya, secara umum tidak menunjukkan kecenderungan
tertentu. Salah satu alasannya diduga karena puskesmas dari dulu sudah melayani peserta
jamkesmas (yang juga peserta PBI) yang pada umumnya lebih banyak datang ke
puskesmas daripada klinik swasta. Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon yang sudah
menerapkan pelayanan gratis dengan KTP juga cenderung tidak mengalami kenaikan
signifikan dalam kunjungan KIA. Diakui oleh salah seorang informan, perbedaan justru
dirasakan apabila dibuat perbandingan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan
Jampersal. Dengan adanya jampersal, terjadi peningkatan persalinan oleh tenaga
kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di era JKN juga dinilai tidak lebih menjanjikan
daripada era Jampersal. Kelambatan pencairan dana non kapitasi pelayanan kesehatan ibu
dan anak dirasakan memberatkan pelaksana. Di beberapa kabupaten/kota pencairan
tersebut memerlukan waktu 3 bulan sampai 1 tahun, alur yang panjang menjadi penyebab
utama lamanya pencairan tersebut. Kadang ada persalinan yang tidak bisa dibayarkan
klaimnya karena peserta mandiri hanya membayar satu bulan, dan ketika diklaim ternyata
kepesertaannya sudah tidak aktif. Ada beberapa bidan yang menyatakan bahwa sistem
pembayaran jasa persalinan lebih mudah pada saat jampersal. Pada era JKN, Bidan Praktek
Mandiri (BPM) dan Bidan Praktek Swasta (BPS) tidak dapat mengklaim langsung ke BPJS
Kesehatan tetapi harus melalui FKTP Swasta, dan bila masuk ke rekening puskesmas maka
membutuhkan waktu yang lama dikarenakan harus masuk dulu dalam DPA.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diperkirakan juga memiliki kontribusi
yang besar dalam pencapaian cakupan indikator kesehatan ibu dan anak. BOK banyak
digunakan untuk menunjang program MDGs khususnya Kesehatan |Ibu dan Anak , serta
kegiatan gizi. Pada umumnya KIA mendapat porsi paling besar dari dana BOK yang
digunakan K1, K4, kunjungan rumah untuk deteksi dini faktor resiko, PNC dan penjaringan
Bumil risti, neonatus risti, IVA tes, penjaringan anak usia sekolah, kelas balita, kelas ibu
hamil, perjalanan posyandu, PMT gizi buruk.

Hasil kualitatif studi ini menunjukkan telah terjadi pergeseran prioritas, yaitu upaya
kesehatan perorangan lebih menyita perhatian, waktu dan tenaga dibandingkan dengan
upaya kesehatan masyarakat.
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Kekurangan Sumber Daya Manusia Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas

Sebagian besar kabupaten/kota mengeluhkan kekurangan SDM, khususnya terkait
dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pada umumnya rekrutmen SDM
terutama PNS mengandalkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah (khususnya Badan
Kepegawaian Daerah), sehingga dinas kesehatan hanya bisa mengajukan kebutuhan.
Beberapa kabupaten/kota melakukan rekrutmen Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) dan
tenaga honorer untuk menutupi kekurangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Jenis SDM yang diperlukan pada umumnya berlatar belakang kesehatan seperti
tenaga medis dokter dan perawat, bidan, apoteker serta analis. Beberapa kabupaten/kota
juga membutuhkan SDM non kesehatan, khususnya untuk menjadi bendahara atau
pengelola keuangan JKN. Kondisi kekurangan tenaga pengelola keuangan ini
menyebabkan banyak bidan dan SDM puskesmas lainnya yang merangkap jabatan menjadi
bendahara, sehingga beban kerja menjadi lebih berat.

Beberapa dinas kesehatan mengeluhkan banyaknya tenaga medis dan paramedis
seperti dokter, perawat dan bidan yang ingin pindah ke puskesmas karena adanya jasa
pelayanan di puskesmas, sedangkan di dinas kesehatan tidak ada.

Rendahnya Penyerapan Dana Operasional Kapitasi JKN

Sebagian besar kabupaten/kota tidak mengalami kesulitan dalam pencairan dan
pemanfaatan dana kapitasi untuk jasa pelayanan. Kesulitan timbul dalam pemanfaatan
dana operasional. Berbagai keluhan tentang alokasi dana operasional tersebut antara lain
tidak adanya petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan/prosedur yang jelas tentang
ketentuan penggunaannya, menu penggunaan kurang fleksibel, perbedaan persepsi di
tingkat Pusat antara Kemenkes, Kemendagri, BPK, dan LKPP.

Di sisi lain pendanaan kegiatan tidak boleh ada yang ganda. Hal ini yang
menyebabkan sebagian kabupaten/kota baru bisa menggunakan dana untuk jasa
pelayanan, sedangkan operasionalnya banyak yang belum terserap. Kabupaten/kota dan
puskesmas berusaha menghindari terjadinya pengganggaran kegiatan yang tumpang
tindih antara dana BOK dan dana JKN maupun APBD. Dana APBD pada umumnya
digunakan untuk operasional yang tidak dapat dibiayai oleh BOK dan JKN seperti
pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor, pembiayaan fasilitas-fasilitas kantor
seperti listrik, air, internet, bensin.

Ada kekhawatiran salah penggunaan dana operasional bisa menjadi temuan,
sehingga beberapa puskesmas di kabupaten/kota cenderung membiarkan keberadaan
dana tersebut.

Kesenjangan jasa pelayanan antara tenaga kesehatan

Secara umum keberadaan dana kapitasi khususnya yang berupa jasa pelayanan
telah meningkatkan semangat kerja SDM yang ada di puskesmas, pegawai menjadi rajin
datang dan enggan untuk ijin apalagi bolos mengingat potongan dana yang cukup besar.
Kendati demikian dijumpai adanya kecemburuan terhadap jasa pelayanan yang diterima
oleh jenis tenaga kesehatan lain, khususnya terhadap tingginya jasa pelayanan yang
diterima oleh dokter. Kondisi ini diduga dikarenakan terjadinya kesenjangan antar poin
yang diatur oleh Kementerian Kesehatan.

Jumlah dokter yang sedikit di puskesmas membuat dokter sering tidak ada di
tempat karena menghadiri undangan rapat, atau mengikuti seminar. Pada kondisi
ketiadaan dokter tersebut, tugas memeriksa pasien seringkali diambil alih oleh tenaga

XV



kesehatan lain, seperti bidan atau perawat. Poin yang tinggi untuk dokter ini membuat
terjadinya kecemburuan antara tenaga kesehatan.

Kecenderungan Turunnya Biaya Operasional Puskesmas (BOP)

Pengamatan terhadap keberadaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Biaya Operasional Puskesmas (BOP)
menunjukkan fenomena menarik. Sebagian besar puskesmas mengalami penurunan BOP
ketika terdapat dana BOK dan kapitasi JKN. Hal ini dapat disebabkan karena berbagai
kegiatan yang semula dialokasikan dalam BOP digeser oleh BOK dan dana kapitasi JKN.
Dana BOK banyak digunakan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan Upaya Kesehatan
Masyarakat, khususnya terkait kegiatan promotif dan preventif terutama posyandu.
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BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam 20 tahun terakhir, angka kematian balita di dunia menurun cukup tajam dari
12 juta pada 1990 menjadi berkisar 7,6 juta pada 2010 atau dari 88 per 1.000 kelahiran
hidup menjadi 57 per 1.000 kelahiran hidup), tetapi angka kematian bayi (AKB) menurun
dengan lambat. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dimana penurunan AKB terjadi
secara lambat dalam 10 tahun terakhir. Pada kurun waktu tahun 1991-2002 terjadi
penurunan AKB yang cukup besar dari 97,4 ke 46 per 1000 kelahiran hidup, namun dalam
kurun waktu 10 tahun berikutnya AKB hanya turun mencapai 40 per 1000 kelahiran hidup
(tahun 2012). Hal ini juga terjadi pada Angka Kematian Neonatal (AKN) yang pada tahun
2002 mencapai 20 per 1000 kelahiran hidup dan hanya turun menjadi 19 per 1000 kelahiran
hidup pada tahun 2012. Target pembangunan kesehatan pada tahun 2019 adalah
menurunkan AKB menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup.

Data SDKI juga menunjukkan masih tingginya total fertility rate (TFR) yaitu 2,6 pada
tahun 2008-2012, dimana data menunjukkan tidak adanya perbaikan dalam kurun waktu
tersebut. Data yang sama juga memperlihatkan masih memprihatinkannya angka kematian
ibu (AKI) yang justru meningkat tajam pada periode 2008-2012 menjadi 359 per 100.000
kelahiran hidup, terutama bila dibandingkan dengan periode 1998-2002 sebesar 307 per
100.000 kelahiran hidup dan periode 2003-2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup.
Hal ini sangat kontras bila dibandingkan dengan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
ibu yang terus meningkat pada periode yang sama. Target pembangunan kesehatan pada
tahun 2019 adalah menurunkan AKI menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ibu dan bayi tertinggi di Indonesia berada di 6 provinsi dengan
jumlah penduduk yang terbesar. Keenam provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Banten. Program Expanding Maternal
and Newborn Survival (EMAS) yang didanai USAID telah dicanangkan di enam provinsi
tersebut untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Program difokuskan pada
pembinaan tenaga kesehatan di 23 rumah sakit dan 94 puskesmas untuk menangani kasus-
kasus bayi dan neonatus.

Salah satu bagian dari SISN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) adalah Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diterapkan pada tahun 2014. JKN merupakan
program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan yang
menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
Pogram JKN akan mencakup semua penduduk Indonesia baik pekerja sektor formal dan
informal, pekerja di sektor pemerintah, swasta maupun wiraswasta, termasuk orang asing
yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.
Program JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas (UU no.40 tahun 2004 pasal 4). Dalam peta jalan Jaminan kesehatan semesta
(Universal Health Coverage/UHC) ditargetkan bahwa pada tahun 2019 seluruh penduduk
Indonesia akan menjadi peserta JKN.

Manfaat program JKN diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan
secara komperehensif mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat
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dan alat kesehatan dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya. Peserta

adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau dibayar oleh pemerintah. Pelayanan

diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin
kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Sampai dengan Bulan Maret 2015, jumlah peserta JKN mencapai 139.007.646 orang.
Adapun fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang telah bekerjasama yaitu Puskesmas
(9.805), Klinik TNI (751), Klinik POLRI (569), Dokter Praktek (2.569), Dokter Gigi (1.011).

Dalam JKN, cakupan pelayanan kebidanan dan neonatal serta pembiayaannya adalah
sebagai berikut :

1. Pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatalcare (ANC), dilakukan oleh bidan di
dalam gedung atau menggunakan sarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan oleh
dokter praktek dengan cara pembiayaan berdasarkan kapitasi; dan oleh bidan jejaring
dengan cara pembayaran melalui fee for service maksimal 4 kali;

2. Persalinan. Pelayanan Persalinan dan Kebidanan lainnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, cara pembayaran dilakukan secara
klaim oleh faskes. Besaran tarif berupa paket misalnya untuk persalinan normal sebesar
600 ribu;

3. Pemeriksaan bayi baru lahir dan pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care (PNC)
dilakukan oleh bidan di dalam gedung atau menggunakan sarana Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan dokter praktek dengan cara pembayaran menggunakan
kapitasi. Pemeriksaan bayi baru lahir dan pemeriksaan pasca persalinan ini juga dapat
dilakukan oleh bidan jejaring diluar gedung atau tidak menggunakan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama serta oleh bidan jejaring dokter praktek melalui fee for service
maksimal 4 kali.

Puskesmas sebagai unit pemerintah merupakan FKTP yang ditunjuk langsung untuk
melaksanakan program JKN sehingga merupakan jenis faskes terbanyak dibandingkan FKTP
lain. Diterapkannya program JKN menyebabkan SDM dan waktu puskesmas lebih terfokus
pada fungsinya sebagai pusat pelayanan kesehatan perorangan yang cenderung lebih
berorientasi pada aspek kuratif. Dari sisi pembiayaan puskesmas, dana yang dialokasikan
secara kapitasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan terkait Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP) adalah sekitar 6,12 Triliun Rupiah sedangkan dana dari Pusat melalui Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) yang dapat digunakan untuk memperkuat kegiatan terkait
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) hanya sekitar 1,2 Triliun Rupiah.

1.2. Rumusan Masalah

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator
penting baik buruknya status kesehatan suatu negara, akan tetapi telah terjadi stagnasi
penurunan AKI dan AKB dalam 10 tahun terakhir. Program JKN yang bertujuan memberikan
jaminan kesehatan pada seluruh penduduk Indonesia dikhawatirkan dapat menyebabkan
SDM di puskesmas lebih terfokus pada pelayanan kuratif. Dengan demikian perlu dikaji
perubahan pada kondisi program pelayanan KIA di puskesmas sebelum dan sesudah
penerapan program JKN untuk melihat bagaimana pengaruh program JKN terhadap
program KIA.
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1.3. Tujuan Kajian
1.3.1. Tujuan umum

Menilai pengaruh program JKN terhadap program pelayanan Kesehatan lbu dan
Anak (KIA) di puskesmas

1.3.2. Tujuan khusus:

a. Mengetahui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas

b. Mengetahui pelaksanaan sistem pembayaran model kapitasi dan klaim untuk pelayanan
KIA di puskesmas

c. Mengetahui cakupan pelayanan KIA di puskesmas
Menganalisis dampak JKN pada pelayanan KIA di puskesmas
Merekomendasikan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya cakupan
kesehatan masyarakat

1.4. Manfaat
Diketahui besarnya pengaruh penerapan JKN terhadap cakupan pelayanan KIA

b. Dirumuskannya upaya perbaikan yang harus dilakukan agar cakupan upaya kesehatan
masyarakat tetap tinggi
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BAB 2.
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jaminan Kesehatan

Dasar hukum pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yaitu Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran
atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta Jaminan
Kesehatan meliputi PBI Jaminan Kesehatan; dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI
Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir
miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas Pekerja Penerima Upah dan anggota
keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, dan bukan pekerja
dan anggota keluarganya.

Pekerja Penerima Upah terdiri atas pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri,
pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, dan sebagainya.
Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja
mandiri, dan lainnya. Bukan Pekerja terdiri atas investor, pemberi Kerja, penerima pensiun,
veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis
kemerdekaan, dan lain-lain.

Dikategorikan sebagai Penerima pensiun antara lain Pegawai Negeri Sipil yang
berhenti dengan hak pensiun; Anggota TNl dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak
pensiun; Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; dan janda, duda, atau anak
yatim piatu dari penerima pensiun. Termasuk pekerja adalah warga negara asing yang
bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Anggota keluarga meliputi istri atau suami yang sah dari peserta, anak kandung, anak
tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah dari Peserta, sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah
dengan kriteria tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun
yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga
yang lain. Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu,
dan mertua.

2.1.1. Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk
Indonesia. Kepesertaan Jaminan Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 paling sedikit
meliputi; PBI Jaminan Kesehatan, Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
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Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Polri dan anggota keluarganya, Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero
(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya, Peserta Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya.

Ditetapkan kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan, bagi
Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha
kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015, Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat
tanggal 1 Januari 2016, dan Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat
tanggal 1 Januari 2019. BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 tetap berkewajiban
menerima pendaftaran kepesertaan yang diajukan oleh Pemberi Kerja serta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan bukan Pekerja.

Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat
diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah
daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap memperoleh hak
Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar
iuran. Peserta yang telah bekerja kembali wajib memperpanjang status kepesertaannya
dengan membayar iuran. Dalam hal Peserta tersebut tidak bekerja kembali dan tidak
mampu, berhak menjadi Peserta PBIl Jaminan Kesehatan.

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami Cacat Total Tetap dan tidak
mampu, berhak menjadi Peserta PBl Jaminan Kesehatan. Penetapan Cacat Total Tetap
dilakukan oleh dokter yang berwenang.

Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi bukan
Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan melalui pendaftaran ke BPJS Kesehatan dengan
membayar iuran pertama. Perubahan status kepesertaan tidak mengakibatkan terputusnya
manfaat jaminan kesehatan.

2.1.2. Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Kepesertaan

Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta
Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Dalam hal Pemberi
Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja
yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan. Dalam
hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab
pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota
keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan
pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Setiap orang bukan Pekerja wajib
mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada
BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh
Pemerintah. luran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah. luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan
Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 19.225,00
(sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan.
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luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. luran
sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi
Kerja, dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Pemerintah berkewajiban memenuhi Iluran Jaminan Kesehatan bagi
Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi luran
Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri Daerah.

luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
bukan Pekerja:

a. Sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas IIl.

b. Sebesar Rp.42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

c. Sebesar Rp. 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Besaran luran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari
Pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran
tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
Keterlambatan pembayaran luran Jaminan Kesehatan oleh Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan
dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan
bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Dalam hal
keterlambatan pembayaran luran Jaminan Kesehatan lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan
dapat diberhentikan sementara.

luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
bukan Pekerja dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada BPIJS
Kesehatan. luran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang
dilakukan di awal. Keterlambatan pembayaran luran Jaminan Kesehatan dikenakan denda
keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling
banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang
tertunggak. Dalam hal keterlambatan pembayaran luran Jaminan Kesehatan lebih dari 6
(enam) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara.

BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan luran Jaminan Kesehatan
sesuai dengan Gaji atau Upah Pekerja. Perhitungan kelebihan atau kekurangan luran
Jaminan Kesehatan sebagaimana didasarkan pada daftar Gaji atau Upah Pekerja. Dalam hal
terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan
secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan
dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan
identitas Peserta. Identitas Peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas
Peserta. Nomor identitas Peserta merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk
semua program jaminan sosial. Peserta Pekerja Penerima Upah wajib menyampaikan
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perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja. Pemberi Kerja wajib melaporkan
perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan. Dalam hal Pemberi Kerja tidak
melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja vyang
bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS
Kesehatan.

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja wajib menyampaikan
perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan. Peserta yang pindah kerja wajib
melaporkan data kepesertaannya dan identitas Pemberi Kerja yang baru kepada BPJS
Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta.

2.1.3. Manfaat Jaminan Kesehatan

Setiap Peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat
pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
kebutuhan medis yang diperlukan.

Manfaat jaminan kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis.
Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis
meliputi manfaat akomodasi dan ambulans. Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan
skala besaran iuran yang dibayarkan. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari
fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

a. Penyuluhan kesehatan perorangan (paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan
faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat)

b. Imunisasi dasar (BCG, Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan
Campak.

c. Keluarga berencana (konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi) bekerja
sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.

d. Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko
penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.

Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik

yang mencakup:

. Administrasi pelayanan

. Pelayanan promotif dan preventif

. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis

. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama

. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

0O NO UL B WN K

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan,
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi pelayanan kesehatan yang
mencakup:
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1. rawat jalan yang meliputi:
a) administrasi pelayanan
b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan
subspesialis
c) tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
e) pelayanan alat kesehatan implan
f) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
g) rehabilitasi medis
h) pelayanan darah
i) pelayanan kedokteran forensik
j) pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan

2. rawat inap, meliputi:
a) Perawatan inap non intensif
b) Perawatan inap di ruang intensif.

c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Dalam hal pelayanan kesehatan lain telah ditanggung dalam program pemerintah,
maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin. Dalam hal diperlukan, selain
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud, peserta juga berhak mendapatkan pelayanan
berupa alat bantu kesehatan. Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan sebagaimana
dimaksud ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Manfaat akomodasi berupa layanan rawat inap sebagai berikut:

a. Ruang perawatan kelas Il bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas
Il

b. Ruang perawatan kelas Il bagi:

1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang | dan
golongan ruang |l beserta anggota keluarganya.

2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang | dan golongan ruang Il beserta anggota keluarganya.

3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang | dan golongan ruang Il beserta anggota keluarganya.

4, Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan
gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan tidak kena pajak
dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya.

5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk
manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

c. Ruang perawatan kelas | bagi:

1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya

2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang lll

dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri

Sipil golongan ruang Il dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya
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Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang lll dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya

Janda, duda atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan.

Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
dengan Gaji atau upah di atas 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kali
penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak,
beserta anggota keluarganya.

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk
manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya,

dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau
membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang
harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

S ommotho

BPJS

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur
dalam peraturan yang berlaku.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.

Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja
terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja.
pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas
yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan
lalu lintas.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.

Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.

Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.

Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).

Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan
hobi yang membahayakan diri sendiri.

Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,
shinshe, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian
teknologi  kesehatan (health technology assessment).

Pengobatan dan tindakan medis vyang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen).

. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.

Perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian
luar biasa/wabah;

Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat
dicegah (preventable adverse events)

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan
kesehatan yang diberikan.

Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.
Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan dapat
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melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang
memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.

2.1.4. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Untuk pertama kali setiap peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat
rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam jangka waktu paling sedikit
3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
yang diinginkan. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama tempat peserta terdaftar.

Dalam keadaan tertentu, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta yang berada
di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau dalam
keadaan kegawatdaruratan medis. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan
tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan.

Fasilitas kesehatan wajib menjamin peserta yang dirawat inap mendapatkan obat
dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis. Fasilitas
kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring
dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis
habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan.

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta jaminan kesehatan pada
fasilitas kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Daftar dan harga obat dan bahan medis habis
pakai ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh
pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat
daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat
guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan
kompensasi yang dapat berupa :

a. Penggantian uang tunai (biaya pelayanan kesehatan)
b. Pengiriman tenaga kesehatan; atau
c. Penyediaan fasilitas kesehatan tertentu.

2.1.5. Fasilitas Kesehatan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas
kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada
swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang
menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan. Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin
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kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kerjasama dilaksanakan dengan membuat perjanjian
tertulis.

Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan
kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan
mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada
kesepakatan atas besaran pembayaran, Menteri Kesehatan memutuskan besaran
pembayaran atas program jaminan kesehatan yang diberikan.

BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada
peserta paling lambat tiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan bagi fasilitas
kesehatan tingkat pertama yang menggunakan cara pembayaran praupaya berdasarkan
kapitasi dan 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap bagi fasilitas
kesehatan rujukan tingkat lanjutan. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada
fasilitas kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah
peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam hal fasilitas kesehatan
tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi,
BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme
lain yang lebih berhasil guna. BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada fasilitas
kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu)
bulan keterlambatan.

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat
lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INACBG’s). Besaran kapitasi dan
Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun
sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Dalam hal fasilitas kesehatan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka
mekanisme penjaminannya disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dan asuransi
kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya.

Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk peserta jaminan
kesehatan pada fasilitas kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sebelum
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, daftar dan harga obat, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai disusun secara transparan dan akuntabel oleh komite nasional yang terdiri atas
unsur Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPJS Kesehatan,
asosiasi profesi, perguruan tinggi dan tenaga ahli. Daftar obat, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai dituangkan dalam Formularium Nasional dan Kompendium Alat
Kesehatan.

Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin
kerjasama dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan penggantian biaya. BPJS Kesehatan
memberikan pembayaran kepada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud setara dengan
tarif yang berlaku di wilayah tersebut. Fasilitas kesehatan tersebut tidak diperkenankan
menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta.

Menteri Kesehatan menetapkan standar tarif pelayanan kesehatan yang menjadi
acuan bagi penyelenggaraan jaminan kesehatan. Penetapan standar tarif pelayanan
kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan, indeks
harga konsumen, dan indeks kemahalan daerah.

Pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan
mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian
dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Penerapan sistem kendali mutu pelayanan
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jaminan kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu
fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang
ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta.

Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri Kesehatan bertanggung
jawab untuk:
a. Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment)
b. Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan manfaat jaminan kesehatan
c. Perhitungan standar tarif
d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan.

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan
dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Dewan Jaminan Sosial Nasional sesuai kewenangan
masing-masing.

2.2. Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan

Aturan mengenai Penerima Bantuan luran ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran
Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dibentuk dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh
bagi seluruh rakyat. Undang-undang menentukan 5 (lima) jenis program jaminan sosial,
yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan
jaminan kematian bagi seluruh penduduk. Kepesertaan program jaminan sosial tersebut
baru mencakup sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat belum
memperoleh jaminan sosial yang memadai.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
menentukan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara
secara bertahap dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas, serta memberikan manfaat
yang lebih baik bagi setiap peserta. Melalui pelaksanaan program jaminan sosial yang
semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak, termasuk mereka yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional menentukan bahwa, “Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima
bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Kemudian
dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan bahwa, “luran program jaminan sosial bagi fakir miskin
dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”. Pada ayat (5) ditentukan bahwa,
“Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah
untuk program jaminan kesehatan”. Selanjutnya pada ayat (6) ditentukan bahwa,
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 21 ayat
(1), luran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar
oleh Pemerintah.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran
atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. luran didefinisikan sebagai sejumlah uang yang
dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
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Bantuan iuran jaminan kesehatan merupakan iuran program jaminan kesehatan
bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah. Berdasarkan hal
tersebut, maka penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBl Jaminan Kesehatan) adalah
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Fakir
miskin merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian
dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian,
gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak
mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

2.2.1. Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah
berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Kriteria fakir miskin dan
orang tidak mampu ini menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan
pendataan. Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut diverifikasi dan
divalidasi oleh Menteri untuk dijadikan data terpadu.

Data fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi
sebelum ditetapkan sebagai data terpadu oleh Menteri Sosial, dikoordinasikan terlebih
dahulu dengan Menteri Keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Data
terpadu menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.

Data terpadu disampaikan oleh Menteri Sosial kepada Menteri Kesehatan dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yakni dewan yang berfungsi untuk membantu
Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem
jaminan sosial nasional. Selanjutnya Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI
Jaminan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai peserta program jaminan kesehatan
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang
kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab
kepada Presiden. BPJS kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada
peserta jaminan kesehatan yang telah didaftarkan oleh Menteri Kesehatan.

Dewan Jaminan Sosial Nasional menyampaikan usulan anggaran jaminan kesehatan
bagi PBl Jaminan Kesehatan kepada Menteri Kesehatan. Kemudian, Menteri Kesehatan
menyampaikan usulan anggaran jaminan kesehatan bagi PBlI Jaminan Kesehatan kepada
Menteri Keuangan berdasarkan usulan DJSN.

Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan dilakukan dengan: penghapusan data fakir
miskin dan orang tidak mampu yang tercantum sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena tidak
lagi memenuhi kriteria; dan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk
dicantumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria fakir miskin dan
orang tidak mampu. Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan diverifikasi dan divalidasi oleh
Menteri Sosial. Perubahan data ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi
dengan Menteri Keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Verifikasi dan
validasi terhadap perubahan data PBI Jaminan Kesehatan dilakukan setiap 6 (enam) bulan
dalam tahun anggaran berjalan.
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2.3. Tarif Kapitasi dan Non Kapitasi

Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi Tarif Kapitasi dan Tarif Non Kapitasi.
Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPIS
Kesehatan kepada fasilitas Kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas
kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

2.3.1. Tarif Kapitasi
Tarif Kapitasi diberlakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang
melakukan pelayanan:
a. Administrasi pelayanan;
. Pelayanan promotif dan preventif;
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;

. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan kondom untuk pelayanan
keluarga berencana;
Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.

Besaran tarif kapitasi ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensialing yang
dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup
pelayanan, dan komitmen pelayanan. Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilakukan
berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama.

Standar Tarif Kapitasi di FKTP ditetapkan sebagai berikut:

a. Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
sampai dengan Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);

b. Rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang
setara sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);

c. Praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

m oo o

bl

2.3.2. Non Kapitasi
Tarif Non Kapitasi diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di
luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi:
a. Pelayanan ambulans;
b. Pelayanan obat rujuk balik;
c. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapikrio untuk kanker leher
rahim;
e. Rawat inap tingkat pertama;
f. Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai
kompetensi dan kewenangannya;
Pelayanan keluarga berencana berupa MOP/vasektomi;
. Kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
i. Pelayanan darah; dan/atau
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j. Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPIJS
Kesehatan.

Penggantian biaya pelayanan ambulans diberikan pada pelayanan ambulans darat
dan air bagi pasien dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan. Penggantian biaya
pelayanan ambulans sesuai dengan standar biaya ambulans yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah. Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulans yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah, tarif ditetapkan dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku pada
daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah.

Pelayanan obat program rujuk balik diberikan oleh ruang farmasi Puskesmas dan
apotek atau instalasi farmasi klinik pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Dalam hal ruang farmasi Puskesmas belum dapat melakukan pelayanan obat program rujuk
balik maka pelayanan obat program rujuk balik di Puskesmas obatnya disediakan oleh
apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Obat program rujuk balik diberikan untuk
penyakit diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis
(PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan sistemik lupus eritematosus
(SLE) dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama organisasi
profesi terkait. Peresepan obat program rujuk balik harus sesuai dengan obat rujuk balik
yang tercantum dalam Formularium Nasional. Harga obat program rujuk balik yang
ditagihkan kepada BPJS Kesehatan mengacu pada harga dasar obat sesuai E-catalogue
ditambah biaya pelayanan kefarmasian.

2.4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana yang dilakukan oleh
bidan atau dokter ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4
(empat) kali pemeriksaan, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

b. Persalinan pervaginam normal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED
sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Pemeriksaan PNC/neonatus sesuai standar dilaksanakan dengan 2 (dua) kali
kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu)
kali kunjungan neonatus ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga
(KF3), sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kunjungan dan
diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan;

e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED, sebesar Rp175.000
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

g. Pelayanan KB:

1. Pemasangan atau pencabutan IUD/implan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah);

2. Pelayanan suntik KB sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali suntik;

3. Penanganan komplikasi KB sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu
rupiah);

4. Pelayanan KB MOP/vasektomi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah).
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Pemeriksaan ANC sesuai standar meliputi:

a. Pemeriksaan ANC sekurang-kurangnya dilakukan 4 (empat) kali, dengan distribusi
waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama kehamilan, 1 (satu) kali pada trimester
kedua kehamilan, dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga kehamilan.

b. Pemeriksaan ANC berupa pengukuran tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan
tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pemeriksaan tinggi fundus uteri,
pemeriksaan denyut jantung janin dan posisi janin, skrining status dan pemberian
imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah dan asam folat, serta
temu wicara.

c. Pemeriksaan ANC diberikan sesuai usia kehamilan ibu.

d. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium rutin meliputi pemeriksaan
kadar hemoglobin dan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil wajib dilakukan
oleh pemberi pelayanan antenatal yang memiliki alat pemeriksaan laboratorium
tersebut.

e. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium lainnya dilakukan atas indikasi
ibu hamil oleh pemberi pelayanan antenatal yang memiliki alat pemeriksaan
laboratorium tersebut.

Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED
meliputi penatalaksanaan untuk mengatasi kegawatdaruratan medik, perdarahan pada
kehamilan muda (abortus), preeklamsia, eklamsia, dan persalinan macet (distosia).

Pemeriksaan PNC/neonatus sesuai standar terdiri dari Pelayanan ibu nifas; dan
pelayanan neonatal. Pelayanan ibu nifas meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi,
respirasi dan suhu; pemeriksaan tinggi fundus uteri; pemeriksaan lokhia dan pengeluaran
pervaginam lainnya; pemeriksaan payudara dan dukungan pemberian ASI eksklusif;
pemberian vitamin A; pelayanan keluarga berencana pasca persalinan; konseling dan
edukasi perawatan kesehatan; serta penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada ibu nifas.
Pelayanan ibu nifas diberikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan distribusi waktu pada
6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan (KF1), pada hari keempat sampai dengan
hari kedua puluh delapan pasca persalinan (KF2), dan pada hari kedua puluh sembilan
sampai dengan hari keempat puluh dua pasca persalinan (KF3).

Pelayanan neonatal meliputi pelayanan neonatus dengan menggunakan form
Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), memastikan pemberian vitamin K1, salep mata
antibiotika dan imunisasi hepatitis BO, perawatan tali pusat serta konseling terkait dengan
pemberian ASI eksklusif, perawatan tali pusat, deteksi dini tanda bahaya dan pencegahan
infeksi. Pelayanan neonatal diberikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai standar
dengan distribusi waktu pada 6 jam sampai dengan empat puluh delapan jam pasca
kelahiran (KN1), pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh pasca kelahiran (KN2), dan
pada hari kedelapan sampai dengan hari kedua puluh delapan pasca kelahiran (KN3).

Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED meliputi penatalaksanaan
untuk mengatasi kegawatdaruratan medik, perdarahan pasca persalinan, preeklamsi,
eklamsi, dan infeksi nifas.

Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal terdiri dari:

a. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan;
b. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi neonatal; dan
c. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.

Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal dilaksanakan di

FKTP/primer. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal meliputi;
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Tindakan untuk menjamin kelancaran jalan nafas, pemulihan sistem respirasi, dan sirkulasi;
Tindakan untuk menghentikan sumber perdarahan atau infeksi; Tindakan untuk mengganti
cairan tubuh yang hilang; Tindakan untuk mengatasi rasa nyeri atau gelisah; dan/atau
Tindakan pemberian obat/medikamentosa sesuai indikasi.

Hasil pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana dicatat pada Kartu Ibu
dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA). Buku KIA wajib dibawa oleh peserta jaminan
kesehatan pada tiap kunjungan untuk mendapatkan pelayanan kebidanan, neonatal, dan
keluarga berencana.

Tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama pada daerah terpencil dan kepulauan
yang diberikan oleh dokter atau bidan/perawat, ditetapkan berdasarkan Tarif Kapitasi. Tarif
kapitasi bagi dokter sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per bulan. Tarif
kapitasi bagi bidan/perawat sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per jiwa per bulan.

Dalam hal jumlah peserta terdaftar pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat
pertama kurang dari 1000 jiwa, pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dibayar
sejumlah kapitasi untuk 1000 jiwa.

Tarif pelayanan darah disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing-masing daerah,
paling banyak sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong (bag).
Biaya bahan medis habis pakai pada pelayanan darah termasuk set tranfusi sudah termasuk
dalam paket rawat inap per hari.

2.4. Jaminan Persalinan (Jampersal)

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/X11/2011
tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan)

Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan adalah keterbatasan dan ketidak-tersediaan biaya sehingga diperlukan
kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan melalui kebijakan yang disebut Jaminan Persalinan. Jaminan Persalinan
dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan
jaminan persalinan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas
termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir.

Kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tiga
terlambat tersebut sehingga dapat mendorong akselerasi tujuan pencapaian MDGs 4 dan 5.
Disamping itu penjarangan kehamilan dan pembatasan kehamilan menjadi bagian yang
penting yang tidak terpisahkan dari Jaminan Persalinan sehingga pengaturan mengenai
keluarga berencana di lakukan dengan lebih mendetil.

Pada dasarnya Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas
dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima
manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru
lahir dan KB pasca persalinan.

Sesuai dengan tujuan Jaminan Persalinan yakni untuk menurunkan AKI dan AKB,
maka sasaran Jaminan Persalinan adalah:

1. Ibu hamil

2. lbu bersalin

3. Ibu nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan)
4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)
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Sasaran yang dimaksud diatas adalah kelompok sasaran yang berhak mendapat
pelayanan yang berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan baik normal maupun
dengan komplikasi atau resiko tinggi untuk mencegah AKI dan AKB dari suatu proses
persalinan.

Penerima manfaat Jaminan Persalinan mencakup seluruh sasaran yang belum
memiliki jaminan persalinan. Penerima manfaat Jaminan Persalinan didorong untuk
mengikuti program KB pasca persalinan (Dengan membuat surat pernyataan)

Penerima manfaat Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh
fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan jaringannya) dan swasta
serta fasilitas kesehatan  tingkat lanjutan (Rumah Sakit) pemerintah dan swasta
(berdasarkan rujukan) di rawat inap kelas Il

Fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta seperti Bidan Praktik Mandiri, Klinik
Bersalin, Dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini harus mempunyai
perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola
Jamkesmas dan BOK atas nama Pemerintah Daerah setempat yang mengeluarkan ijin
praktiknya. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan baik pemerintah maupun
swasta harus mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota yang diketahui
oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Provinsi.

Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan
Kesehatan lbu dan Anak (KIA). Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan
dengan cara klaim.

Pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani sasaran Jaminan
Persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepada Tim Pengelola/Dinas
Kesehatan setempat dan bukan pada daerah asal sasaran Jaminan Persalinan tersebut.

Bidan Desa dalam wilayah kerja Puskesmas yang melayani Jaminan Persalinan diluar
jam kerja Puskesmas yang berlaku di wilayahnya, dapat menjadi Bidan Praktik Mandiri
sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat ljin Praktik dan mempunyai Perjanjian
Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Jamkesmas dan
BOK atas nama Pemerintah Daerah.

Pelayanan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan pelayanan terstruktur
berjenjang berdasarkan rujukan dan prinsip portabilitas dengan demikian jaminan
persalinan tidak mengenal batas wilayah. Untuk menjamin kesinambungan dan pemerataan
pelayanan, Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dapat melakukan realokasi dana antar
kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan penyerapan dan kebutuhan daerah serta
disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada secara nasional.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah jaminan perlindungan untuk
pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif,
preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi
masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.

Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB
pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan. Jaminan Persalinan merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi
proses kehamilan, persalinan, paska persalinan, dan pelayanan KB paska salin serta
komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, KB paska salin, sehingga
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manfaatnya terbatas dan tidak dimaksudkan untuk melindungi semua masalah kesehatan
individu.

Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan
rujukan. Adapun ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri dari:

a. Pelayanan persalinan tingkat pertama

Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter
atau bidan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan KB pasca
salin, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan
pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB
paska salin) tingkat pertama.

Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED (untuk
kasus-kasus tertentu), serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas
kesehatan swasta (bidan, dokter, klinik, rumah bersalin) yang memiliki Perjanjian Kerja Sama
(PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi:
. Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;
. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir
. Pertolongan persalinan normal;

A W N R

. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam
yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED.

5. Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA
dengan frekuensi 4 kali;

6. Pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya.
7. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.

Penatalaksanaan rujukan kasus ibu dan bayi baru lahir dengan komplikasi dilakukan
sesuai standar pelayanan KIA. Pelayanan pemeriksaan kehamilan dengan komplikasi atau
pelayanan nifas dengan komplikasi yang dirujuk ke Puskesmas PONED maupun Rumah Sakit
sesuai dengan indikasi medis, maka klaim Jaminan Persalinan dapat dilakukan sesuai dengan
frekuensi pelayanan yang diberikan sesuai standar tata laksana penyakit/komplikasi
tersebut.

Besaran pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud diatas pada
Puskesmas PONED mengikuti Pola Tarif Puskesmas PONED yang berlaku, sedangkan pada RS
sesuai dengan tarif INA-CBGs

b. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan

Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan spesialistik untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu hamil,
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau dengan komplikasi yang
tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama vyang dilaksanakan
berdasarkan rujukan atas indikasi medis. Pada kondisi kegawatdaruratan kebidanan dan
neonatal tidak diperlukan surat rujukan.

Pelayanan tingkat lanjutan menyediakan pelayanan terencana atas indikasi ibu dan
janin/bayinya. Pelayanan tingkat lanjutan untuk rawat jalan diberikan di poliklinik spesialis

Kajian Pengaruh Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Program Kesehatan |bu dan Anak

19



Rumah Sakit, sedangkan rawat inap diberikan di fasilitas perawatan kelas Ill di Rumah Sakit
Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola
Kabupaten/Kota.
Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:
1. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti)
2. Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di
pelayanan tingkat pertama.
3. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan.
4. Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti).
5. Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKIJP) atau
kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi.

2.4.1. Paket Manfaat dan Tata Laksana Pelayanan Jaminan Persalinan

Manfaat yang diterima oleh penerima Jaminan Persalinan sebagaimana diuraikan
dibawah ini, sedangkan pada peserta Jamkesmas dijamin berbagai kelainan dan penyakit.

Manfaat pelayanan jaminan persalinan meliputi:

1. Pemeriksaan kehamilan (ANC)

Pemeriksaan kehamilan yang dibiayai oleh program ini mengacu pada buku
Pedoman KIA, dimana selama hamil, ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali disertai konseling
KB dengan frekuensi:

a. 1 kali pada triwulan pertama

b. 1 kali pada triwulan kedua

c. 2 kali pada triwulan ketiga

Pemeriksaan kehamilan yang jumlahnya melebihi frekuensi diatas pada tiap-tiap triwulan
tidak dibiayai oleh program ini.

Penyediaan obat-obatan, reagensia dan bahan habis pakai yang diperuntukkan bagi
pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas, dan KB pasca salin serta komplikasi yang
mencakup seluruh sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir menjadi tanggung
jawab Pemda/Dinas Kesehatan Kab/ Kota.

Pada Jaminan Persalinan dijamin penatalaksanaan komplikasi kehamilan antara lain:

. Penatalaksanaan abortus imminen, abortus inkompletus dan missed abortion
. Penatalaksanaan mola hidatidosa

Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum
. Penanganan kehamilan ektopik terganggu
. Hipertensi dalam kehamilan, pre eklamsi dan eklamsi
Perdarahan pada masa kehamilan
. Decompensatio cordis pada kehamilan

> D o 0 T o

. Pertumbuhan janin terhambat (PJT): tinggi fundus tidak sesuai usia kehamilan
Penyakit lain sebagai komplikasi kehamilan yang mengancam nyawa.

2. Penatalaksanaan Persalinan

a. Persalinan per vaginam
1) Persalinan per vaginam normal
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2) Persalinan per vaginam melalui induksi

3) Persalinan per vaginam dengan tindakan
4) Persalinan per vaginam dengan komplikasi
5) Persalinan per vaginam dengan kondisi bayi kembar.

Persalinan per vaginam dengan induksi, dengan tindakan, dengan komplikasi serta
pada bayi kembar dilakukan di Puskesmas PONED dan/atau RS.

b. Persalinan per abdominam
1) Seksio sesarea elektif (terencana), atas indikasi medis
2) Seksio sesarea segera (emergensi), atas indikasi medis

3) Seksio sesarea dengan komplikasi (perdarahan, robekan jalan lahir, perlukaan
jaringan sekitar rahim, dan sesarean histerektomi).

c. Penatalaksanaan Komplikasi Persalinan
1) Perdarahan
2) Eklamsi
3) Retensio plasenta
4) Penyulit pada persalinan.
5) Infeksi
6) Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu bersalin

d. Penatalaksanaan bayi baru lahir
1) Perawatan esensial neonatus atau bayi baru lahir

2) Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi (asfiksia, BBLR, Infeksi,
ikterus, kejang, respiratory distress syndrome/ RDS)

e. Lama hari inap minimal di fasilitas kesehatan
1) Persalinan normal dirawat inap minimal 1 (satu) hari
2) Persalinan per vaginam dengan tindakan dirawat inap minimal 2 (dua) hari
3) Persalinan dengan penyulit post sectio-caesaria dirawat inap minimal 3 (tiga) hari

3. Pelayanan nifas (Post Natal Care)

a. Tatalaksana pelayanan
Pelayanan nifas (PNC) sesuai standar yang dibiayai oleh program ini ditujukan pada
ibu dan bayi baru lahir yang meliputi pelayanan ibu nifas, pelayanan bayi baru lahir, dan
pelayanan KB pasca salin. Pelayanan nifas diintegrasikan antara pelayanan ibu nifas, bayi
baru lahir dan pelayanan KB pasca salin. Tatalaksana asuhan PNC merupakan pelayanan ibu
dan bayi baru lahir sesuai dengan Buku Pedoman KIA. Pelayanan bayi baru lahir dilakukan
pada saat lahir dan kunjungan neonatal.
Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan 4 kali, masing-masing 1 kali
pada:
1) Kunjungan pertama untuk Kfl dan KN1 (6 jam s/d hari ke-2)
2) Kunjungan kedua untuk KN2 (hari ke-3 s/d hari ke-7)
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3) Kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 s/d hari ke-28)
4) Kunjungan keempat untuk Kf3 (hari ke-29 s/d hari ke-42)

Pelayanan KB pasca persalinan dilakukan hingga 42 hari pasca persalinan. Pada
Jaminan Persalinan dijamin penatalaksanaan komplikasi nifas antara lain :

1) Perdarahan

2) Sepsis

3) Eklamsi
4) Asfiksia

5) Ikterus
6) BBLR
7) Kejang

8) Abses/Infeksi diakibatkan oleh komplikasi pemasangan alat kontrasepsi.

9) Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu dan bayi baru lahir sebagai komplikasi
persalinan

Pelayanan nifas dijamin sebanyak 4 kali, terkecuali pelayanan nifas dengan
komplikasi yang dirujuk ke rumah sakit, maka pelayanan nifas dilakukan sesuai pedoman
pelayanan nifas dengan komplikasi tersebut.

b. Keluarga Berencana (KB)

1) Jenis Pelayanan KB

Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin antara lain;

a) Kontrasepsi mantap (Kontap);

b) IUD,

implant, dan

c) Suntik.
2) Pelayanan Keluarga Berencana

Tatalaksana pelayanan KB dan ketersediaan alokon sebagai upaya untuk

pengendalian jumlah penduduk dan keterkaitannya dengan Jaminan Persalinan, maka
pelayanan KB pada masa nifas perlu mendapatkan perhatian. Tatalaksana pelayanan
KB mengacu kepada Pedoman Pelayanan KB dan KIA yang diarahkan pada Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Kontrasepsi Mantap (Kontap ) sedangkan
ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) KB ditempuh dengan prosedur
sebagai berikut;

a) Pelayanan KB di fasilitas kesehatan dasar:

(1)

(2)

(3)

Alat dan obat kontrasepsi (alokon) disediakan oleh BKKBN terdiri dari 1UD,
implant, dan suntik.

Puskesmas membuat rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang
diperlukan untuk pelayanan KB di Puskesmas maupun dokter/bidan praktik
mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan. Selanjutnya daftar kebutuhan
tersebut dikirimkan ke SKPD yang mengelola program keluarga berencana di
Kabupaten/Kota setempat.

Dokter dan bidan praktik mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan
membuat rencana kebutuhan alokon untuk pelayanan keluarga berencana
dan kemudian diajukan permintaan ke Puskesmas yang ada di wilayahnya.
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(4) Puskesmas setelah mendapatkan alokon dari SKPD Kabupaten/Kota yang
mengelola program KB selanjutnya mendistribusikan alokon ke dokter dan bidan
praktik mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan sesuai usulannya.

(5) Besaran jasa pelayanan KB diklaimkan pada program Jaminan Persalinan.

b) Pelayanan KB di fasilitas kesehatan lanjutan:
(1) Alat dan obat kontrasepsi (alokon) disediakan oleh BKKBN.

(2) Rumah Sakit yang melayani Jaminan Persalinan membuat rencana kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi yang diperlukan untuk pelayanan keluarga
berencana (KB) di Rumah Sakit tersebut dan selanjutnya daftar kebutuhan
tersebut dikirimkan ke SKPD yang mengelola program keluarga berencana di
Kabupaten/Kota setempat.

Jasa pelayanan KB di pelayanan kesehatan lanjutan menjadi bagian dari penerimaan
menurut tarif INA CBG's.

Agar pelayanan KB dalam Jaminan Persalinan dapat berjalan dengan baik, perlu
dilakukan koordinasi yang sebaik-baiknya antara petugas lapangan KB (PLKB), fasilitas
kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit), Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola serta SKPD
Kabupaten/Kota yang menangani program keluarga berencana serta BKKBN Provinsi.

Pemberi pelayanan Jaminan Persalinan yang melakukan pelayanan KB pasca salin
wajib membuat pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi yang diterima dan
digunakan sesuai format pencatatan dan pelaporan dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan
Kab/Kota, dan SKPD yang mengelola program keluarga berencana di Kabupaten/Kota
setempat

2.4.2. Pendanaan Jaminan Persalinan

Pendanaan Jaminan Persalinan merupakan bagian integral dari pendanaan
Jamkesmas, sehingga pengelolaannya pada Tim Pengelola/Dinas Kesehatan Kab/Kota tidak
dilakukan secara terpisah baik untuk pelayanan tingkat pertama/ pelayanan dasar maupun
untuk pelayanan tingkat lanjutan/ rujukan.

Pengelolaan dana Jamkesmas di pelayanan tingkat pertama/ pelayanan dasar
dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota
sedangkan pelayanan tingkat lanjutan/ rujukan dilakukan oleh RS.

a. Ketentuan Umum Pendanaan

1. Pendanaan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan dasar dan pelayanan rujukan
merupakan belanja bantuan sosial (bansos) bersumber APBN yang dimaksudkan
untuk mendorong pencapaian program, percepatan pencapaian MDG’s 2015 serta
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga
kesehatan di fasilitas kesehatan.

2. Dana belanja bantuan sosial adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan
kesehatan dan rujukan pelayanan dasar peserta Jamkesmas, pelayanan persalinan
serta rujukan risti persalinan peserta Jamkesmas dan masyarakat sasaran yang
belum memiliki jaminan persalinan sebagai penerima manfaat jaminan.

3. Dana Jampersal di pelayanan kesehatan dasar disalurkan ke rekening Dinas
kesehatan kabupaten/kota, terintegrasi (menjadi satu kesatuan) dengan dana
Jamkesmas.
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4. Setelah dana tersebut disalurkan Kementerian Kesehatan ke rekening Dinas
Kesehatan sebagai penanggung jawab program (melalui SP2D) dan rekening
Rumah Sakit, maka status dana tersebut berubah menjadi dana peserta
Jamkesmas dan masyarakat  penerima manfaat Jaminan Persalinan.

5. Dana Jamkesmas dan Jampersal yang disalurkan sebagaimana di atas, bukan bagian

dari dana transfer daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penggunaan
dana tersebut tidak melalui Kas Daerah (Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-
21/PB/2011).

Setelah hasil verifikasi klaim dibayarkan sebagai penggantian pelayanan kesehatan,
maka status dana menjadi pendapatan fasilitas kesehatan untuk daerah yang belum
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), sedangkan bagi fasilitas
kesehatan daerah yang sudah menerapkan PPK-BLUD, pendapatan tersebut merupakan
pendapatan lain-lain PAD yang sah, selanjutnya pemanfaatannya mengikuti ketentuan
Peraturan perundang undangan.

Pembayaran pelayanan persalinan dan KB bagi peserta Jamkesmas maupun
penerima manfaat Jaminan Persalinan di pelayanan dasar dan di pelayanan rujukan oleh
fasilitas kesehatan dilakukan dengan mekanisme “Klaim“. Jasa pelayanan KB di pelayanan
dasar di klaimkan pada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK di Dinas Kesehatan sesuai
besaran yang ditetapkan, sedangkan jasa pelayanan KB di pelayanan lanjutan mengikuti pola
pembayaran INA-CBG’s. Transport rujukan risti, komplikasi kebidanan dan komplikasi
neonatal pasca persalinan bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan di pelayanan
kesehatan dasar dibiayai dengan dana dalam program ini, mengacu pada Standar Biaya
Umum (SBU) APBN, standar biaya transportasi yang berlaku di daerah.

Sisa dana pada rekening Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota yang tidak
digunakan dan/atau tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran harus disetorkan
ke Kas Negara dan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Apabila terjadi
kekurangan dana pelayanan persalinan atau pelayanan persalinan yang sudah diberikan
akan tetapi belum diklaimkan/belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, maka
kekurangan atas pelayanan yang belum diklaimkan/terbayarkan tersebut akan
diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-
bukti yang sah.

Pemanfaatan dana jaminan persalinan pada pelayanan lanjutan mengikuti
mekanisme pengelolaan pendapatan fungsional fasilitas kesehatan dan berlaku sesuai status
rumah sakit tersebut BLU/BLU(D) atau PNBP.

b. Sumber dana

Dana Jaminan Persalinan bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang
dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya
Kesehatan Kementerian Kesehatan.

c. Alokasi Dana Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/Dasar.

Alokasi dana Jamkesmas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten/Kota diperoleh
atas perhitungan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai sasaran Jamkesmas.
Sedangkan alokasi dana Jaminan Persalinan di Kabupaten/Kota diperhitungkan berdasarkan
estimasi proyeksi jumlah bumil peserta Jamkesmas dan sasaran bumil penerima manfaat
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Jaminan Persalinan yang belum memiliki jaminan persalinan di daerah tersebut dikalikan
total besaran biaya paket pelayanan persalinan tingkat pertama.

d. Alokasi Dana Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan.

Alokasi dana Jaminan Persalinan di PPK Tingkat Lanjutan/Rujukan diperhitungkan
berdasarkan perkiraan jumlah bumil peserta Jamkesmas dan sasaran bumil penerima
manfaat Jaminan Persalinan yang belum memiliki jaminan persalinan dengan resiko
tinggi/dengan komplikasi yang perlu mendapatkan penanganan di PPK Lanjutan/Rujukan di
daerah tersebut dikalikan rata-rata besaran biaya paket pelayanan persalinan resiko
tinggi/dengan komplikasi menurut INA CBGs

e. Penyaluran Dana

Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan yang menjadi satu kesatuan secara utuh
untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan lanjutan di Rumah
Sakit/Balkesmas, disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke:

- Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab program
a/n Institusi dan dikelola Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota untuk pelayanan
kesehatan dasar dan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

- Rekening Rumah Sakit/Balai Kesehatan untuk pelayanan persalinan di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan yang menjadi satu kesatuan dengan dana pelayanan rujukan yang sudah
berjalan selama ini.

1. Penyaluran Dana Ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

1.1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota baru yang akan ikut menyelenggarakan
Jamkesmas dan Jaminan Persalinan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab program,
membuka rekening khusus Jamkesmas dalam bentuk giro bank, atas nama Dinas Kesehatan
(institusi) untuk menerima dana Jamkesmas pelayanan dasar dan dana Jaminan Persalinan,
dan selanjutnya nomor rekening tersebut dikirim ke Pusat.

Pengiriman nomor rekening melalui surat resmi di tandatangan Kepala Dinas
Kesehatan dan menyertakan nomor telepon yang langsung dapat dihubungi. Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota yang pada tahun sebelumnya telah menyelenggarakan dan
mempunyai rekening penerimana dana Jamkesmas, maka rekening tersebut dapat tetap
digunakan untuk penyelenggaraan Jamkesmas tahun berikutnya.

Menteri Kesehatan membuat Surat Keputusan tentang penerima dana
penyelenggaraan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk tiap
Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Penyaluran dana
dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan serta penyerapan
kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat edaran ke Puskesmas
untuk:

1) Membuat Plan of Action (POA) tahunan dan bulanan untuk pelayanan Jamkesmas dan

Jaminan Persalinan sebagai dasar perkiraan kebutuhan dana Puskesmas untuk
pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan.
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2) Plan of Action (POA) sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari POA Puskesmas
secara keseluruhan dan dihasilkan dari dalam lokakarya mini Puskesmas.

1.2. Bagi Dinas Kesehatan Kab/Kota yang sudah menyelenggarakan Jaminan Persalinan
pada tahun sebelumnya

Bila sudah mempunyai rekening Jamkesmas/Jaminan Persalinan pelayanan tingkat
pertama/dasar, maka rekening tersebut dapat dilanjutkan penggunaannya untuk menerima
dana luncuran pada tahun anggaran berjalan.

1.3. Penyaluran Dana Ke Rumah Sakit

Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan untuk Pelayanan Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui KPPN
ke rekening Fasilitas Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bertahap sesuai
kebutuhan. Penyaluran Dana Pelayanan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl yang mencantumkan nama PPK Lanjutan dan
besaran dana luncuran yang diterima. Perkiraan besaran penyaluran dana pelayanan
kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan RS vyang diperhitungan dari laporan
pertanggungjawaban dana PPK Lanjutan

e. Pengelolaan Dana

Agar penyelenggaraan Jamkesmas termasuk Jaminan Persalinan terlaksana secara
baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan
merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

1) Pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar.

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pengelola Jamkesmas
tingkat Kabupaten/Kota. Tim ini berfungsi dan bertanggung dalam pelaksanaan
penyelenggaraan Jamkesmas di wilayahnya. Salah satu tugas dari Tim Pengelola
Jamkesmas adalah melaksanakan pengelolaan keuangan Jamkesmas yang meliputi
penerimaan dana dari Pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran, dan pertanggungjawaban
klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan lainnya.

Langkah-langkah pengelolaan dilaksanakan sebagai berikut;

a) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
sebagai pengelola keuangan Jamkesmas pelayanan dasar dan Jaminan Persalinan.

b) Pengelola keuangan di Kabupaten/Kota harus memiliki buku catatan (buku kas umum)
dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan
keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain, dan pembukuan
terbuka bagi pengawas intern maupun ekstern setelah memperoleh ijin Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

c) TimPengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan pembayaran atas klaim dengan
langkah sebagai berikut:

(1) Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas: Pelayanan Persalinan (baik untuk
peserta Jamkesmas dan maupun penerima manfaat Jaminan Persalinan non
peserta Jamkesmas) mengacu pada tarif pelayanan jampersal yang ditetapkan
Menkes.
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(2) Klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukan fasilitas/tenaga kesehatan
swasta (Bidan praktik mandiri, Klinik Bersalin, dsb) yang telah memberikan
pelayanan persalinan, sesuai tarif.

(3) Pembayaran atas klaim-klaim dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang
dilakukan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.

(4) Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas klaim
mencakup:

(a) Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya.

(b) Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan
pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya.

(c) Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan
kondisi sebenarnya bila diperlukan.

(d) Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim
tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan
laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat.

2). Pengelolaan Dana Pada Fasilitas Kesehatan Lanjutan

Pengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan mulai dari

persiapan pencairan dana, pencairan dana, penerimaan dana, dan pertanggungjawaban
dana. Adapun pengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah sebagai
berikut;

a.

Dana pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan dipelayanan kesehatan lanjutan
disalurkan ke rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam satu kesatuan
(terintegrasi).

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit/Balai Kesehatan) membuat laporan
pertanggungjawaban/klaim dengan menggunakan INA-CBGs.

. Selanjutnya Laporan pertanggungan jawaban/klaim tersebut sebagaimana dimaksud

angka 3 (tiga) dilaksanakan sebagaimana pertanggungjawaban yang selama ini telah
berjalan di Rumah Sakit

. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, Jasa Giro/Bunga Bank harus

disetorkan oleh Rumah Sakit ke Kas Negara.

2.4.3. Kelengkapan Pertanggung Jawaban Klaim

2.4.3.1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan dari fasilitas kesehatan

tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota dilengkapi:

a.

Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan
bagi peserta jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu Jamkesmas.

Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk
pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB
pasca persalinan. Apabila peserta Jamkesmas atau penerima manfaat Jaminan Persalinan
non Jamkesmas tidak memiliki buku KIA pada daerah tertentu, dapat digunakan kartu ibu
atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu
hamil/bersalin dan petugas yang menangani. Untuk pemenuhan buku KIA di daerah, Tim
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Pengelola Kabupaten/Kota melakukan koordinasi kepada penanggung jawab program KIA
daerah maupun pusat (Ditjen Gizi dan KIA).

c. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk
Pertolongan persalinan. Pada kondisi tidak ada partograf dapat digunakan keterangan
lain yang menjelaskan tentang pelayanan persalinan yang diberikan.

d. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah
dilakukan di tandatangani oleh sasaran/keluarga.

Untuk kepentingan verifikasi, bila diperlukan dapat dilakukan uji petik verifikasi dengan
melihat kohort ibu dan bayi. Penyediaan kelengkapan form administrasi (kartu ibu, kartu
bayi, buku KIA, partograf, kohort ibu, kohort bayi, formulir MTBM, format pencatatan KB,
form pelaporan) menjadi tanggung jawab Pemda/Dinas Kesehatan Kab/Kota.

2.4.3.2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan di fasilitas kesehatan
lanjutan dilengkapi;
a. Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan
bagi peserta jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu Jamkesmas
b. Fotokopi/tembusan surat rujukan dari Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Swasta/Bidan
Praktik Mandiri di tandatangani oleh sasaran atau keluarga sasaran.

c. Bukti pelayanan untuk Rawat Jalan dan Resume Medis untuk rawat inap

2.4.4. Pemanfaatan Dana di Fasilitas Kesehatan

Yang dimaksud dengan pemanfaatan dana adalah penggunaan dana setelah menjadi
pendapatan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.
Pemanfaatan dana yang diterima oleh Dokter Praktik/Bidan Praktik Mandiri, sepenuhnya
menjadi hak Dokter Praktik/Bidan Praktik Mandiri.

Pemanfaatan dana di fasilitas kesehatan pemerintah baik fasilitas kesehatan tingkat
pertama/dasar maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan, mengikuti ketentuan
perundangan yang berlaku/tata kelola keuangan daerah dan pengaturannya bergantung
pada status fasilitas kesehatan tersebut; apakah BLU/BLUD atau non BLU/BLUD.

Untuk fasilitas kesehatan pemerintah/pemerintah daerah yang sudah menerapkan
PPK BLU(D), maka pemanfaatannya sesuai dengan pengelolaan keuangan fasilitas kesehatan
BLU(D), dimana penerimaan fungsional fasilitas kesehatan tersebut dapat dikelola langsung
dan tidak disetorkan ke kas Negara/daerah secara fisik. Namun demikian, untuk BLUD tetap
dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD) sebagai lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan pengaturan pemanfaatannya
sesuai RBA/DPA BLUD.

Untuk fasilitas kesehatan pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD,
maka penerimaan dari fasilitas kesehatan merupakan pendapatan daerah dan wajib
disetorkan ke kas daerah. Untuk itu, baik pendapatan maupun penggunaannya wajib masuk
dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
Agar bisa diperoleh pengembalian atas dana retribusi tersebut dengan cepat dari kas daerah
sehingga dapat digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berikutnya yang
memerlukan, yang di dalamnya termasuk jasa pelayanan yang dimaksudkan sebagai insentif
untuk mengakselerasi pencapaian MDGs, maka waktu penyetoran penerimaan ke kas
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daerah agar disertai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bersamaan. Untuk itu,
kepala daerah agar membuat regulasi berkaitan dengan pengaturan hal tersebut.

2.4.4.1. Pemanfaatan Dana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2.4.4.1.1. Puskesmas Dengan Status Non BLUD

1) Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang masuk dalam APBN
merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan
peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi sasaran yang membutuhkan.

2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas
Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah
menjadi dana masyarakat (sasaran).

3) Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang
bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari
Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadi
pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.

4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas)
sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), selanjutnya untuk penggunaan dan
pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Besaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) minimal
sebesar 75 % dibayarkan kepada pemberi pelayanan dengan memperhatikan maksud
pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama
pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin.

6) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatur melalui peraturan
Bupati/Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan yang didasari atas surat keputusan
Menteri Kesehatan tentang Petunjuk teknis pelaksanaan ini.

2.4.4.1.2. Puskesmas Dengan Status BLUD

1) Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang masuk dalam APBN
merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan
peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan.

2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas
Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah
menjadi dana masyarakat (sasaran).

3) Setelah Puskesmas dan jaringannya, melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan
pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota, maka status dana
tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan.

4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas BLUD)
sebagaimana dimaksud angka tiga 3 (tiga), maka pendapatan jasa layanan tersebut dapat
langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai RBA/DPA-BLUD yang telah
ditetapkan termasuk di dalamnya adalah jasa pelayanan.

5) Besaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud minimal sebesar 75 %
dibayarkan kepada pemberi pelayanan dengan memperhatikan maksud pemberian
insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian
penurunan angka kematian ibu bersalin.
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6) Pengaturan sebagaimana dimaksud diatur melalui peraturan Bupati/Walikota atas usulan

Kepala Dinas Kesehatan yang didasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan tentang
Petunjuk teknis pelaksanaan ini.

2.4.4.1.3. Bidan Praktik Mandiri, Fasilitas Kesehatan Swasta

1)

2)

3)

4)

Dana jaminan persalinan (Jampersal) dalam APBN merupakan dana belanja bantuan
sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang
membutuhkan.

Dana tersebut setelah disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas
Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah
menjadi dana masyarakat (sasaran).

Setelah Bidan Praktik Mandiri, Dokter Praktik, Klinik Bersalin dan fasilitas kesehatan
lainnya (yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan), melakukan pelayanan
kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas
Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan
tenaga atau fasilitas kesehatan swasta tersebut.

Dana yang telah menjadi pendapatan tenaga atau fasilitas kesehatan swasta tersebut

(yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan) sepenuhnya menjadi pendapatan
fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung.

2.4.4.2. Pemanfaatan Dana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

2.4.4.2.1. Rumah Sakit Daerah Yang Belum Menerapkan PPK BLUD

1)

2)

3)

4)

5)

Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang dalam APBN
merupakan dana belanja bantuan sosial dan diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan
peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan.

Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Rumah Sakit
sebagai penanggung jawab dan pelaksanan pelayanan jamkesmas, maka status dana
tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran).

Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit)
sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), selanjutnya pengelolaan serta penggunaan dan
pemanfaatannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit)
sebagaimana dimaksud maka selanjutnya pengelolaan serta penggunaan dan
pemanfaatannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Besaran jasa pelayanan kesehatan (total) sebagaimana dimaksud angka 4 (empat)
ditetapkan oleh Kepala Daerah atas wusulan Direktur Rumah Sakit dengan
setinggitingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan.
Pengaturan mengenai jasa pelayanan/jasa medik tersebut dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai hal itu.
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2.4.4.2.2. Rumah Sakit Daerah Yang Sudah Menerapkan PPK BLUD

1) Dana Jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang dalam APBN
merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan
peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan.

2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Rumah Sakit
sebagai penanggung jawab dan pelaksanan pelayanan Jamkesmas, maka status dana
tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran).

3) Setelah Rumah Sakit (yang telah bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan,
mempertanggungjawabkan klaim serta mendapatkan pembayaran klaim, maka status
dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan.

4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan (Rumah Sakit/Balkesmas
BLUD) sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), maka pendapatan jasa layanan tersebut
dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan sesuai RBA/DPA-BLUD, termasuk di
dalamnya adalah jasa pelayanan.

5) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dibayarkan
kepada pemberi pelayanan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar
terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan
angka kematian ibu bersalin.

6) Biaya Jasa pelayanan kesehatan (total) sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala
daerah atas usulan Direktur Rumah Sakit dengan setinggi-tingginya 44% atas biaya
pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Pengaturan mengenai jasa pelayanan/jasa
medik tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai hal
tersebut.

2.4.4.2.3. Rumabh Sakit Swasta

1) Dana Jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang dari APBN
merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan
peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan.

2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Rumah Sakit
sebagai penanggung jawab dan pelaksanan pelayanan Jamkesmas, maka status dana
tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran).

3) Setelah Rumah Sakit (yang telah bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan,
mempertanggungjawabkan klaim serta mendapatkan pembayaran klaim, maka status
dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan.

4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit yang
telah bekerja sama) sebagaimana dimaksud sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas
tersebut dan dapat digunakan langsung sesuai ketentuan yang mengatur pemanfaatan
penerimaan fasilitas kesehatan tersebut, termasuk di dalamnya adalah jasa pelayanan

5) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dibayarkan
setinggi-tingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan dengan
memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan
tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin.
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Gambar 2.1
Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas
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BAB 3.
METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir

Sebelum JKN APBD Setelah JKN

Tahun 2013 BOK Tahun 2014
JKN

Cakupan KIA di Cakupan KIA di

puskesmas : puskesmas :

K1 . K1

Ka Pembiayaan Ka

Linakes Linakes

KN1, KN 3 KN1, KN 3

Linfaskes Linfaskes

Gambar 3.1 Kerangka Pikir

3.2. Desain Penelitian
Desain penelitian ini adalah potong lintang (cross sectional), dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

3.3. Tempat dan Waktu

Lokasi kajian di Provinsi Banten, yakni di empat kabupaten dan empat kota di
Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon .
Waktu kajian dari Mei sampai Agustus 2015

3.4. Populasi dan Sampel
Populasi kajian adalah seluruh puskesmas di 8 kabupaten/kota. Sampelnya adalah 2
puskesmas di setiap kabupaten yang terdiri dari puskesmas mampu PONED dan non PONED.

3.5. Variabel

Variabel kesehatan ibu meliputi cakupan K1, cakupan K4, cakupan persalinan oleh
tenaga kesehatan, dan cakupan persalinan pada fasilitas kesehatan. Variabel kesehatan
anak meliputi cakupan KN 1 dan KN 3 dan imunisasi.

3.6. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut :
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Tabel 3.1.

Jenis data, Sumber Informasi, dan Cara Pengumpulan Data

Jenis Data

Sumber Informasi

Cara Pengumpulan

Cakupan seluruh variabel KIA

pada tahun 2013, 2014

Laporan puskesmas
Kepala puskesmas

e Pengumpulan data
sekunder

e Konfirmasi dengan
wawancara kepala
puskesmas

Pelaksanaan JKN dan sistem

kapitasi serta alokasi dana BOK

Kepala puskesmas
Bendahara BPJS

Wawancara dan
pengumpulan data
sekunder

Pelaksanaan pelayanan KIA

Kepala puskesmas
Bidan koordinator
Bidan desa

Wawancara dan
pengumpulan data
sekunder

Data kapitasi puskesmas

Pengelolan Program JKN
atau BPJS Kesehatan

Wawancara dan
pengumpulan data
sekunder

Data BOK puskesmas

Laporan BOK

Wawancara dan
pengumpulan data
sekunder

Alokasi dana BOK, BOP dan
kapitasi

Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Wawancara dan
pengumpulan data
sekunder

Dinas kesehatan provinsi

Informasi implementasi JKN

lingkup provinsi

Wawancara dan
pengumpulan data
sekunder

3.7. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian ini meliputi :

Persiapan : pembuatan proposal, pertemuan dengan program, finalisasi protokol

Pengurusan ljin etik ke Komisi Etik Kesehatan

Perijinan ke daerah dan sosialisasi

Pengumpulan data : Data sekunder dan wawancara

TSm0 o0 T o

Analisis Data

Pembuatan laporan awal
Temu Pakar

Final report

Diseminasi Hasil Kajian

3.8. Manajemen dan Analisis Data

Data kualitatif hasil wawancara akan diolah secara naratif, sedangkan data sekunder

akan dianalisis untuk menghasilkan data deskriptif.
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3.9. Etik Penelitian

ljin etik diajukan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Badan Litbangkes. (Terlampir)

3.10. Susunan Tim
Susunan tim adalah sebagai berikut :

Penasehat : Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS
Ketua pelaksana : Dr. dr. Trihono, MSc
Anggota : Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes

dr. Teti Tejayanti, M.Kes
Heny Lestary, SKM, MKM
Yuyun Yuniar, Ssi, Apt, MA
dr. Anton Suryatma

Drs. Sugiharto, Mkes

Drg. Sri Pangastuti, MPPM
Rosita, SKM

Anita, SKM
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BAB 4.
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sumber Pendanaan di Kabupaten/Kota

Sumber dana yang digunakan di kabupaten/kota pada umumnya berasal dari APBD
(APBD provinsi dan kabupaten/kota) dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK). Dengan
dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sejak 2014 terjadi penambahan
sumber dana kesehatan di kabupaten/kota yang berasal dari dana kapitasi dan non kapitasi
yang dibayarkan melalui BPJS Kesehatan.

4.1.1. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Dana kapitasi merupakan dana hasil pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh

BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta
yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan
dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan,
pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan
kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah.
Dasar hukum tentang dana kapitasi antara yaitu :

Perpres 32/2014

Permenkes 19/2014

SE Mendagri No. 37/2014

Keputusan Kepala Daerah tentang pemanfaatan dana

PwWwnNe

4.1.1.1. Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Beberapa
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Dana kapitasi digunakan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan (jaspel) dan
operasional. Jaspel meliputi jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan sedangkan operasional pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat
kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa
yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan,
konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. Operasional pelayanan
kesehatan adalah penyediaan kelengkapan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
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Tabel 4.1
Beberapa Peraturan Mengenai Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi

No | Kabupaten/kota Peraturan Kapitasi
Jaspel Operasional
1. Kab. Pandeglang PerBup No. 12 tahun 2014 75% 25%
PerBup No. 41 tahun 2014 60% 40%
2. Kabupaten Lebak | Perbup no.19 tahun 2014 60% 40%
Perbup no. 4 tahun 2015
Proses pengusulan 2015 80% 20%
3. | Kab. Tangerang PerBup No. 44 tahun 2014 60% 40%
Kep. Bup No. 903/Kep.36-Huk/2015 obat, alkes, dan BMHP 18%
operasional lain 22%
4. Kab. Serang Perbup no.28 tahun 2014 70% 30%
Perbup no 35 tahun 2015 60% 40%
5. | Kota Tangerang Per Wali No. 41 tahun 2014 60% 40%
6. | Kota Cilegon Kep Wali no.440/Kep.342/Dinkes/2014 | 60% 40%
7. Kota Serang Kep Wali No. 440/Kep.119-Huk/2014 80% 20%
obat, alkes, BMHP 5%
operasional lain 15%
Kep Wali No. 440/Kep.7-Huk/2015 60% 40%
8. Kota Tangerang Per Wali No. 33 tahun 2014 60% 40%
Selatan Kep Wali No. 905/Kep.180—Huk 2014 obat, alkes, BMHP 10%
operasional lain untuk UKP
30%

a. Kabupaten Padeglang

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk Bulan Januari sampai dengan Bulan April
Tahun 2014 di Kabupaten Pandeglang. Hal ini mengacu pada lampiran Permenkes Nomor
28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang
menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi mulai Bulan Januari
sampai dengan Bulan April 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk pemanfaatannya dinas
kesehatan mengusulkan Peraturan Kepala Daerah. Dana kapitasi dimanfaatkan untuk jasa
pelayanan kesehatan sebesar 60% dan operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%.

Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada pegawai puskesmas
meliputi : manajemen, medis (profesional), tenaga kesehatan lain, administrasi, tenaga
penunjang. Pemanfaatan operasional pelayanan kesehatan meliputi obat-obatan dan bahan
habis pakai kesehatan, alat-alat kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas,
medical record (dokumen status kesehatan), makan dan minum pasien pada puskesmas
dengan pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), laundry, transport rujukan,
akomodasi piket, perjalanan dinas terkait JKN Kapitasi (pendampingan pasien rujukan,
puskesmas keliling, konsultansi teknis dan kunjungan rumabh).
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Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor 12 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Peraturan Bupati ini
ditetapkan dana kapitasi dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 75% dan
operasional pelayanan kesehatan sebesar 25%. Pemanfaatan operasional pelayanan
kesehatan digunakan untuk :

a. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di
bidang upaya kesehatan perorangan (upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya; kunjungan rumah dalam rangka
upaya kesehatan perorangan; operasional untuk puskesmas keliling; bahan cetak atau
alat tulis kantor; administrasi keuangan dan sistem informasi)

Ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
Nomor 830/Kep.109/Dinkes-/2014 tentang Rincian Kegiatan Pemanfaatan dana Operasional
Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang mengatur penggunaan dana
kapitasi untuk perjalanan dinas (kunjungan rumah, sweeping, puskesmas keliling, biaya
ambulans, bahan cetak, administrasi keuangan, sistem informasi, akomodasi makan pasien,
pemeliharaan barang alat kesehatan dan non kesehatan serta pemeliharaan ringan
kendaraan operasional puskesmas dan laundry.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang menetapkan Kep Nomor
830/Kep.109/Dinkes/2014 tentang Rincian Kegiatan Pemanfaatan Dana Operasional Kapitasi
dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Kunjungan rumah (KK rawan
kesehatan : gizi buruk, ibu hamil resti, Tb mangkir, rujuk balik), Sweeping, Puskesmas
keliling untuk desa yang tidak ada sarkes, ambulans, bahan cetak, administrasi keuangan,
system informasi, Akomodasi makan pasien, pemeliharaan barang.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, anggaran ini dialokasikan untuk kunjungan
rumah bufas dan neonatal, puskesmas keliling, kunjungan pasca rawat inap, sweeping
imunisasi, pembinaan penderita kusta, konsultasi teknis, kunjungan PHBS, kunjungan Tb
mangkir, konseling sanitasi, konseling balita gizi kurang, kunjungan rumah penyakit menular
dan tidak menular resti, kunjungan rumah balita risti., kunjungan rymah kasus psikiatri,
kinjungan rumah lansia risti, sweeping vitamin A.

Selanjutnya, Bupati Pandeglang juga telah menetapkan Keputusan Bupati
Pandeglang Nomor 990/Kep.382-Huk/2014 tentang Penunjukkan Bendahara Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten
Pandeglang Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.405-Huk/2014
tentang Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014.
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d. Kabupaten Tangerang

Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi JKN di Kabupaten
Tangerang, berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 903/Kep.36-Huk/2015 tentang
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015, ditetapkan bahwa alokasi dana kapitasi
untuk pembayaranjasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di
Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar 60% dan alokasi dana
kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Tangerang sebesar 40% dengan rincian untuk
obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 18% an kegiatan operasional
pelayanan kesehatan lainnya sebesar 22%.

Sebelumnya, pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor
44 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan PemanfaatanDana Kapitasidan dana Non
Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan peraturan ini, pembagian Jasa
Pelayanan Kesehatan diberikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang
melakukan pelayanan pada FKTP berdasarkan : jenis ketenagaan dan/atau jabatan,
kehadiran, dan variabel daerah. Variabel Jenis Ketenagaan meliputi Tenaga medis (nilai
150), Tenaga apoteker atau profesi keperawatan (nilai 100), Tenaga kesehatan setara S1/D4
(nilai 60), Tenaga non kesehatan minimal setara D3, atau tenaga kesehatan di bawah D3
dengan masa kerja lebih dari 10 tahun (nilai 40), Tenaga kesehatan di bawah D3 (nilai 25),
Tenaga non kesehatan di bawah D3 (nilai 15). Tenaga yang merangkap tugas administrative
sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan
nilai 30. Terkait variabel kehadiran, apabila hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 poin per hari
dan apabila terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai
dengan 7 jam dikurangi 1 poin. Variabel daerah meliputi beban kerja, masa kerja, dan status
kepegawaian.

c. Kota Tangerang

Pengelolaan dan pemanfaatan dana program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota
Tangerang Selatan diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 tahun
2014. Dana kapitasi baik untuk Bulan Januari sampai dengan April 2014 maupun Bulan Mei
sampai dengan Desember 2014 dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 60%
dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%. Berdasarkan Keputusan
Walikota Tangerang Selatan Nomor 905/Kep.180-Huk/2014 tentang Alokasi Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran
2014, dirinci penggunaan alokasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan terdiri
dari atas kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 10% dan
kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang
upaya kesehatan perorangan sebesar 30%.

Pemerintah Kota Tangerang menetapkan alokasi 60% dana kapitasi untuk jasa
pelayanan kesehatan dan 40% untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan (Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 tahun 2014). Besaran alokasi
ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai; kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target
kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan besar tunjangan yang telah diterima dari
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Pemerintah Daerah. Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan dimanfaatkan untuk pengadaan obat, alat kesehatan,dan bahan medis habis
pakai; dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. Termasuk dalam kegiatan
operasional pelayanan kesehatan lainnya antara lainkegiatan promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitative terkait Upaya Kesehatan Perorangan (makan minum, jasa profesi
narasumber, fotokopi bahan, service ringan alat kesehatan, perjalanan), kunjungan rumah
dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan (perjalanan, uang harian), operasional untuk
puskesmas keliling (bahan bakar minyak, penggantian oli, suku cadang kendaraan pusling),
bahan cetak atau alat tulis kantor, administrasi keuangan dan sistem informasi (perjalanan,
uang harian, foto kopi bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung
implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi).

d. Kota Serang

Kota Serang juga telah menetapkan Keputusan Walikota Serang Nomor
440/Kep.119-Huk/2014 tentang Alokasi dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Puskesmas di Wilayah Kota Serang. Berdasarkan keputusan ini, ditetapkan alokasi dana
kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas di wilayah Kota
Serang sebesar 80% (delapan puluh persen). Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada puskesmas di wilayah Kota Serang
ditetapkan sebagai berikut : obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 5%
(lima persen); kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 15% (lima belas
persen).

Selain itu telah ditetapkan pula Keputusan Walikota Serang Nomor 440/Kep.7-
Huk/2015 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di
Wilayah Kota Serang Tahun 2015, ditetapkan alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan pada puskesmas di Wilayah Kota Serang ditetapkan sebesar
60% (enam puluh persen). Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya
operasional pelayanan kesehatan pada puskesmas di wilayah Kota Serang ditetapkan
sebesar 40% (empat puluh persen) dengan pemanfaatannya sebagai berikut :Obat, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai; Kunjungan rumah; Operasional untuk puskesmas
keliling; Bahan cetak dan alat tulis kantor; Administrasi keuangan dan sistem.Pada
pelaksanaannya di puskesmas, dana JKN ini digunakan jugauntuk beberapa kegiatan
transport peserta senam lansia, program Tb paru, program gizi, penyuluhan HIV, program
STBM, PTM, jasa instruktur senam, dan kegiatan puskesmas keliling.

Pemanfaatan dana kapitasi untuk operasional pelayanan kesehatan di Kota Serang
meliputi :
® Upaya kesehatan perorangan : promotif, preventif, kuratif rehabilitatif (sweeping

Imunisasi, Vitamin A) : biaya makan minum, jasa profesi narasumber, fotokopi bahan,
perjalanan dinas

e Kunjungan rumah dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan (Keluarga rawan
kesehatan : gizi buruk, bumil Risti, Tb mangkir) : uang harian dan perjalanan dinas

® Operasional untuk puskesmas keliling (desa yang tidak memiliki sarana kesehatan),
bahan bakar minyak, penggantian oli, suku cadang kendaraan puskesmas keliling

® Bahan cetak atau alat tulis kantor (sesuai kebutuhan : buku register terpadu, family
folder dan status, stiker kunjungan rumah, form rujukan, kartu kunjungan pasien)
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® Administrasi keuangan (buku kas umum, buku pembantu pajak, buku kas tunai, buku
bank, buku Surat Setoran Pajak, pembelian materei) dan sistem informasi (paket
pemasangan WIFI, paket pembayaran internet) : perjalanan, uang harian, fotokopi
bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak, operasional sistem informasi

® Belanja pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan
® Belanja kalibrasi alat

® Belanja sarana dan prasarana penunjang pelayanan

4.1.1.2. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi

Ketentuan dalam alur pemanfaatan dana kapitasi yaitu Puskesmas harus membuat
rekening khusus Dana Kapitasi JKN sebagai bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah
(BUD). Pembuatan rekening tersebut dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kepada BUD
melalui kuasa BUD bidang perbendaharaan. Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan
membuat surat permohonan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening
dana Kapitasi JKN Puskesmas yang ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah (PPKD). Keputusan Bupati tentang Penetapan rekening Dana Kapitasi JKN
puskesmas tersebut disampaikan oleh Kepala Puskesmas kepada BPJS.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan fungsi pertanggungjawaban
pengelolaan Dana Kapitasi JKN di puskesmas, kepala dinas kesehatan menetapkan Kepala
Puskesmas sebagai Ketua Pengelola Dana Kapitasi JKN di Puskesmas. Kepala Puskesmas
selaku Ketua Pengelola mempunyai tugas : Menyusun rencana pendapatan dan belanja
Dana Kapitasi JKN Puskesmas; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas; Melaksanakan anggaran Dana
Kapitasi JKN Puskesmas; Melakukan pengujian atas kebutuhan dan memerintahkan
pembayaran; Mengelola barang milik daerah atas belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas;
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana Kapitasi JKN Puskesmas; Mengawasi
pelaksanaan anggaran Dana Kapitasi JKN puskesmas; Menyusun dan menyajikan laporan
barang inventaris.

Dalam rangka melaksanakan wewenang penatausahaan atas penggunaan Dana
Kapitasi JKN di Puskesmas, kepala dinas kesehatan menetapkan Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Puskesmas yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Dana Kapitasi JKN di
Puskesmas sebagai Penatausahaan Keuangan (Pj.PK) Dana Kapitasi JKN di Puskesmas.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pj. PK) Dana Kapitasi JKN Puskesmas mempunyai tugas :
Meneliti dan memuverifikasi penerimaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas yang ditransfer oleh
BPJS yang disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dana Kapitasi JKN; Meneliti dan memverifikasi kesesuaian pengajuan
kebutuhan belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas yang disesuaikan dengan dana transfer dan
DPA JKN; Meneliti dan memverifikasi kesesuaian pengajuan kebutuhan belanja Dana
Kapitasi JKN Puskesmas yang disesuaikan dengan ketentuan pemanfaatan jasa pelayanan
dan operasional dana kapitasi JKN Puskesmas; Meneliti dan memverifikasi laporan realisasi
pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN Puskesmas oleh bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas yang disesuaikan dengan dana transfer dan DPA Dana Kapitasi serta ketentuan
pemanfaatan jasa pelayanan dan operasional Dana Kapitasi JKN Puskesmas.
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Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada masing-
masing Puskesmas, Bupati mengangkat bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing

Puskesmas untuk setiap tahun anggaran. Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas
mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan dan belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas.
Pengangkatan bendahara Dana Kapitasi JKN diajukan melalui usulan Kepala Puskesmas
kepada Kepala Dinas Kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat
permohonan rancangan Keputusan Bupati Pandeglang tentang peneyapan bendahara dana
Kapitasi JKN yang ditujukan kepada Bupati melalui PPKD.

Kepala Puskesmas pada setiap tahun anggaran berjalan menyusun rencana pendapatan dan
belanja Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya. Kepala Puskesmas melakukan
penyusunan perhitungan rencana pendapatan dan belanja serta rencana penggunaan untuk
setiap bulan berdasarkan kebutuhan dan rencana penerimaan dari BPJS perbulan pada
setiap tahun anggaran. Kepala puskesmas selanjutnya menyampaikan rencana pendapatan
dan belanja Dana Kapitasi JKN kepada kepala dinas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan
melakukan verifikasi rencana pendapatan dan belanja dibantu oleh tim pengelola Dana
Kapitasi JKN dinas kesehatan. Kepala dinas kesehatan berdasarkan hasil verifikasi
menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN kepada Ketua TAPD
melalui Kepala Bappeda sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS. Kepala Dinas Kesehatan
berdasarkan KUA dan PPAS menyusun RKA-SKPD dinas kesehatan yang memuat rencana
pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, kepala dinas kesehatan
menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

Selanjutnya, BPJS mentransfer Dana Kapitasi JKN Puskesmas ke rekening Bendahara
Dana Kapitasi JKN Puskesmas. Bendahara Dana Kapitasi mencatat transfer Dana Kapitasi
sebagai realisasi pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas.

4.1.2. Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Beberapa
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Dana non kapitasi adalah dana hasil pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan.

Dasar hukum tentang dana non kapitasi yaitu :

UU No.17/2003

PP No. 58/2005

PERMENDAGRI No. 13/2006
PERMENDAGRI No. 37/2014
Perbup/Perwali tentang pemanfaatan dana

ua b WN -
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Tabel 4.2

Beberapa Peraturan Mengenai Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Non Kapitasi

No | Kabupaten/kota Peraturan Non !(apltaS|
Jaspel | Operasional (kas daerah)
1. | Kab. Pandeglang | PerBup No. 15 tahun 2014 : persalinan | 80% 20%
non persalinan (rawat inap, rujukan, | 50% 50%
protesa gigi)
2. | Kabupaten Lebak | Perbup no.19 tahun 2014 100% 0%
Perbup no. 4 tahun 2015
3. | Kab. Tangerang PerBup No. 44 tahun 2014 : persalinan | 75% | 25% (makan minum, barang
habis pakai, pemeliharaan)
rawat inap 25% | 75% (makan minum, barang
habis pakai, pemeliharaan)
4. | Kab. Serang Perbup no.28 tahun 2014 90% | 10% retribusi
5. | Kota Tangerang Belum ada peraturan
6. | Kota Cilegon Kep Wali no.440/Kep.498-Dinkes/2014 | 100% 0%
7. | Kota Serang Kep Wali No. 440/Kep.7-Huk/2015 90% 10% (kas daerah)
8. | Kota Tangerang | Per Wali No. 33 tahun 2014 75% 25% (kas daerah)
Selatan

Di Kabupaten Pandeglang. Dana non kapitasi JKN meliputi Dana Non Kapitasi Non
Persalinan dan Dana Non Kapitasi Persalinan. Pelayanan Non Persalinan dimanfaatkan untuk
jasa pelayanan kesehatan (50%) dan operasional pelayanan kesehatan (50%). Pelayanan
Persalinan dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan (80%) dan operasional pelayanan
kesehatan (20%). Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada pegawai di
puskesmas meliputi staf manajemen, medis (professional), tenaga kesehatan lain,
administrasi, dan tenaga penunjang. Pemanfatan operasional pelayanan kesehatan
digunakan untuk akomodasi piket petugas, makan dan minum pasien pada Puskesmas DTP,
laundry, pemeliharaan ringan kendaraan operasional puskesmas, pemeliharaan alat
kesehatan dan non alat kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 440/Kep.8-Huk/2015 tentang
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di
Kota Serang Tahun Anggaran 2015, ditetapkan bahwa pemanfaatan dana non kapitasi untuk
jasa persalinan dan rawat inap adalah 90%, sedangkan 10% sisanya disetor ke kas daerah
(tabel 4.3).
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Tabel 4.3.

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas

di Kota Serang

No | Uraian Tarif Jasa Pelayanan
1 | Paket rawat inap per hari termasuk perawatan pasca salin hari kedua 100.000,-
dan seterusnya apabila ada indikasi medis
2 | Paket persalinan pervaginam normal 600.000,-
3 | Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam 750.000,-
dengan tindakan emergensi dasar
4 | Pelayanan tindakan pasca persalinan (manual plasenta, KBI/BE) 175.000,-
5 | Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal 125.000,-
6 | Penanganan komplikasi KB pasca persalinan 125.000,-
7 | Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
a. Penambalan gigi :
Tambal sementara/Fletcher 5.000,-
Perawatan endo manual 10.000,-
Pengisian perawatan endo 15.000,-
Pulp caping 7.500,-
Tambalan tetap amalgam 10.000,-
Tambalan glass ionomer dan komposit 17.500,-
Tambalan komposit dengan light curing 40.000,-
b. Biaya pencabutan gigi
Pencabutan gigi sulung 7.500,-
Pencabutan gigi tetap 12.500,-
Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi 20.000,-
c. Scalling/pembersihan karang gigi/rahang 60.000,-
d.Incisi abses intra oral 15.000,-

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 44 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tangerang juga mengatur mengenai ruang lingkup pelayanan kesehatan pada FKTP yang
dibayarkan BPJS Kesehatan melalui non kapitasi terdiri dari pelayanan persalinan, pelayanan
rawat inap tingkat pertama, dan pelayanan ambulans. Alokasi untuk pembayaran jasa
pelayanan persalinan dan jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan sebesar
75%, dan belanja operasional pelayanan persalinan dan belanja operasional rawat inap
tingkat pertama sebesar 25% (meliputi belanja makan dan minum, pengadaan barang habis
pakai, dan pemeliharaan).

Dana Non Kapitasi JKN atas pelayanan ambulan merupakan pengganti transport
dalam pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang
tidak dapat ditangani di FKTP. Besaran tariff pelayanan ambulan sebagai pengganti transport
perjalanan dalam merujuk pasien sesuai denagn ketentuan standar biaya perjalanan dinas
lokal. Pengelolaan dan pemanfaatan dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional di Kota Tangerang Selatan diatur juga dengan Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 33 tahun 2014. Berdasarkan peraturan walikota ini dana non kapitasi
dimanfaatkan untuk pebayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 75% dan setoran ke kas
daerah sebesar 25%.
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4.1.2.1. Pengelolaan keuangan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Berikut adalah salah satu contoh mekanisme pengelolaan keuangan Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 15 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non
Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama di Kabupaten Pandeglang.

4.1.2.1.1. Penganggaran

Kepala Puskesmas pada setiap tahun anggaran berjalan menyusun rencana
pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya dan melakukan
perhitungan rencana pendapatan dan belanja serta rencana penggunaan untuk setiap bulan
berdasarkan kebutuhan dan rencana penerimaan dari BPJS per bulan setiap tahun anggaran.
Rencana ini kemudian disampaikan kepada kepala dinas kesehatan yang selanjutnya dengan
dibantu oleh Tim Pengelola Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan melakukan verifikasi
rencana pendapatan dan belanja dimaksud.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kepala dinas kesehatan menyampaikan rencana
pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN kepada Ketua TAPD melalui Kepala Bappeda
sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS. Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan KUA dan
PPAS menyusun RKA-SKPD dinas kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja
dana non kapitasi JKN yang dianggarkan pada kelompok PAD pada jenis retribusi daerah
objek retribusi jasa umum rincian objek retribusi pelayanan kesehatan, uraian rincian objek
retribusi pelayanan kesehatan JKN.

RKA SKPD ini menjadi bahan penyusunan Pertauran Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Berdasarkan Perda dan Peraturan Bupati
tersebut, kepala dinas kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-
SKPD). Penganggaran dana non kapitasi dicantumkan dalam dalam APBD Kabupaten pada
setiap tahun anggaran.

4.1.2.1.2. Penatausahaan Penerimaan

Puskesmas mengajukan klaim dana non kapitasi JKN kepada BPJS berdasarkan
pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan. BPJS mentransfer dana non kapitasi ke
rekening khusus dana non kapitasi dinas kesehatan. Bendahara penerimaan mencatat setiap
penerimaan dana non kapitasi. Kemudian, kepala dinas kesehatan melalui bendahara
penerimaan dinas kesehatan menyetorkan dana non kapitasi ke Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD).

4.1.2.1.3. Mekanisme Pengajuan Belanja

Permohonan pengajuan belanja sebelum disetujui oleh kepala dinas kesehatan
terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh tim pengelola dana non kapitasi JKN dinas
kesehatan. Hasil verifikasi tim apabila dinyatakan lengkap dituangkan dalam berita acara
hasil verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh tim dan dilaporkan kepada kepala dinas
kesehatan serta ditembuskan kepada PPTK kegiatan JKN. Apabila dinyatakan tidak lengkap,
tim mengusulkan rekomendasi penolakan permohonan pengajuan belanja kepada
puskesmas yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan.
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Kepala dinas kesehatan berdasarkan rekomendasi tim verifikasi mendisposisi kepada
PPTK kegiatan JKN mengajukan NPD yang menjadi dasar kepala dinas kesehatan selaku

Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPP dan SPM. Selanjutnya, SPM beserta
kelengkapannya diajukan ke DPKPA melalui kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. Dana yang
telah masuk ke rekening dinas kesehatan, selanjutnya ditransfer ke rekening puskesmas
sejumlahpermohonan pengajuan belanja.

4.1.3. Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Secara umum terjadi peningkatan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
untuk puskesmas di kabupaten/kota di Provinsi Banten antara tahun 2012 f 2014. Di
beberapa kota di Provinsi Banten ( Kota Serang, Kota Tangerang Selatan) terjadi penurunan
alokasi anggaran BOK tahun 2015 bila dibandingkan tahun 2014. Sebaliknya, terjadi
peningkatan alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang cukup besar di
beberapa kabupaten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) pada tahun 2015 bila
dibandingkan anggaran BOK pada tahun 2014. (Tabel 4.4a., 4.4b, 4.4c, 4.4d., 4.4e, 4.4f,
4.4g.)

Tabel 4.4a.
Anggaran Bantuan Operasional Lesehatan (BOK) Puskesmas Kota Serang Tahun 2012 dan
2015
BOK 2012 BOK 2013 BOK 2014 BOK 2015

No|| Puskesmas (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Banten Girang 97.190.000,- 61.790.000,- 75.705.000,- 81.352.600,-
2 Ciracas 56.210.000,- 52.264.000,- 50.225.000,- 48.029.000,-
3 Curug 104.143.000,- 84.873.000,- 116.650.000,- 110.778.000,-
4 Kasemen 85.983.000,- 70.991.000,- 76.950.000,- 71.813.800,-
5 Kilasah 115.849.000,- 77.718.000,- 117.360.000,- 101.453.000,-
6 Rau 96.332.000,- 67.928.000,- 76.310.000,- 79.546.200,-
7 Serang Kota 96.216.000,- 106.910.000,- 88.755.000,- 91.186.600,-
8 Singandaru 63.260.000,- 56.338.000,- 63.905.000,- 62.779.000,-
9 Taktakan 100.008.000,- 104.728.000,- 109.905.000,- 99.501.800,-
10 | Walantaka 123.461.000,- 98.170.000,- 150.700.000,- 129.032.200,-
11 | Kalodran 88.841.000,- 68.180.000,- 89.350.000,- 82.256.200,-
12 | Banjar Agung 97.464.000,- 94.423.000,- 78.530.000,- 71.695.000,-
13 | Pancur 65.355.000,- 51.350.000,- 73.805.000,- 83.039.000,-
14 | Unyur 64.876.000,- 68.197.000,- 67.040.000,- 62.738.200,-
15 | Sawah Luhur * 27.737.000,- 28.420.000,- 31.367.000,-
16 | Cipocok Jaya * 32.362.000,- 32.355.000,- 33.549.400,-

Total 1.255.188.000,- 1.123.959.000,- 1.295.965.000,- 1.240.117.000,-

*: tahun 2012 masih bergabung dengan puskesmas induk
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Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kota Tangerang Tahun 2012-2014

Tabel 4.4b.

No Puskesmas BOK 2012 BOK 2013 BOK 2014
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Ciledug 82.500.000,- 90.000.000,- 100.000.000,-
2 Tajur 82.500.000,- 86.800.000,- 96.800.000,-
3 Larangan Utara 90.500.000,- 87.000.000,- 97.100.000.-
4 Cipadu 85.500.000,- 85.000.000,- 94.800.000,-
5 Pondok Bahar 47.500.000,- 43.400.000,- 48.300.000,-
6 Karang Tengah 71.500.000,- 73.160.000,- 81.500.000,-
7 Pedurenan 47.500.000,- 43.400.000,- 48.300.000,-
8 Cipondoh 83.500.000,- 88.040.000,- 98.000.000,-
9 Poris Plawad 68.500.000,- 69.440.000,- 77.400.000,-
10 | Ketapang 50.500.000,- 53.500.000,- 59.600.000,-
11 | Gondrong 51.500.000,- 53.500.000,- 59.600.000,-
12 | Kunciran 109.500.000,- 105.000.000,- 117.000.000,-
13 | Panunggangan 85.500.000,- 90.520.000,- 100.800.000,-
14 | Sukasari 107.500.000,- 76.000.000,- 84.700.000,-
15 | Tanah Tinggi 63.500.000,- 65.500.000,- 73.000.000,-
16 | Cikokol * 35.000.000,- 38.900.000,-
17 | Karawaci Baru 103.500.000,- 103.000.000,- 114.100.000,-
18 | Bugel 60.500.000,- 65.500.000,- 72.300.000,-
19 | Pabuaran Tumpeng 79.500.000,- 85.000.000,- 94.800.000,-
20 | Pasar Baru 42.500.000,- 37.200.000,- 41.400.000,-
21 | Jatiuwung 113.500.000,- 110.000.000,- 122.500.000,-
22 | Cibodasari 72.500.000,- 80.000.000,- 89.300.000,-
23 | Baja 96.500.000,- 104.160.000,- 116.100.000,-
24 | Periuk Jaya 75.500.000,- 65.000.000,- 73.300.000,-
25 | Gembor 69.500.000,- 70.700.000,- 78.800.000,-
26 | Sangiang * 26.000.000,- 28.900.000,-
27 | Batu Ceper 77.500.000,- 90.000.000,- 100.600.000,-
28 | Poris Gaga Lama 60.500.000,- 59.520.000,- 66.000.000,-
29 | Kedaung Wetan 72.500.000,- 80.000.000,- 89.100.000,-
30 | Neglasari 89.500.000,- 100.000.000,- 111.400.000,-
31 | Benda 47.500.000,- 43.400.000,- 49.500.000,-
32 | Jurumudi Baru 61.500.000,- 60.760.000,- 67.700.000,-
Total 2.250.000.000,- | 2.325.500.000,- 2.494.500.000,-

*: masih bergabung dengan puskesmas induk
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Tabel 4.4c.

Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kabupaten Pandeglang

Tahun 2014 - 2015

No Puskesmas BOK 2014 BOK 2015
(Rp) (Rp)
1 Cadasari 71.489.192,- 137.622.000,-
2 Bangkonol 58.553.175,- 132.992.000,-
3 Pagadungan 65.306.171,- 127.719.000,-
4 Pandeglang 49.957.818,- 105.594.000,-
5 Cikole 41.942.307,- 121.825.000,-
6 Banjar 82.270.473,- 141.221.000,-
7 Kaduhejo 74.751.835,- 142.529.000,-
8 Mandalawangi 101.558.235,- 173.841.000,-
9 Cimanuk 96.404.483,- 151.510.000,-
10 | Cipeucang 56.986.890,- 135.365.000,-
11 | Saketi 95.576.314,- 169.463.000,-
12 | Mekarjaya 55.444.189,- 116.312.000,-
13 | Majasari 74.045.292,- 143.013.000,-
14 | Bojong 68.173.805,- 137.544.000,-
15 | Picung 73.237.717,- 135.862.000,-
16 | Cisata 55.563.725,- 131.155.000,-
17 | Menes 96.071.266,- 152.113.000,-
18 | Jiput 80.824.301,- 148.954.000,-
19 | Cikedal 64.664.075,- 138.325.000,-
20 | Pagelaran 79.453.689,- 136.716.000,-
21 | Labuan 85.853.839,- 168.554.000,-
22 | Carita 78.876.513,- 135.762.000,-
23 | Angsana 82.364.900,- 129.836.000,-
24 | Patia 67.488.534,- 114.730.000,-
25 | Pulosari 79.290.440,- 137.757.000,-
26 | Munjul 83.203.353,- 119.782.000,-
27 | Panimbang 93.511.147,- 163.315.000,-
28 | Sobang 99.202.268,- 143.660.000,-
29 | Cigeulis 107.707.276,- 152.388.000,-
30 | Cikeusik 121.780.345,- 172.650.000,-
31 | Cibaliung 105.097.117,- 127.448.000,-
32 | Cibitung 88.957.780,- 140.616.000,-
33 | Sindangresmi 78.476.952,- 134.422.000,-
34 | Perdana 88.809.166,- 146.424.000,-
35 | Cimanggu 114.394.139,- 155.122.000,-
36 | Sumur 94.711.269,- 126.154.000,-
KABUPATEN 2.916.000.000,- 5.048.296.000,-
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Tabel 4.4d.

Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kabupaten Serang

Tahun 2012 - 2014

Nama Puskesmas 2012 2013 2014
Anyar 85,000,000 84,200,000 87,763,000
Bandung 62,000,000 61,200,000 64,763,000
Baros 83,000,000 82,200,000 85,200,000
Binuang 49,300,000 45,500,000 49,063,000
Bojonegara 70,600,000 69,800,000 72,800,000
Carenang 68,000,000 67,200,000 70,200,000
Cikande 96,820,000 96,020,000 99,583,000
Cikeusal 96,920,000 96,200,000 99,263,000
Cinangka 94,720,000 91,200,000 94,763,000
Ciomas 83,000,000 88,200,000 92,763,000
Ciruas 120,000,000 116,500,000 118,063,000
Gunung Sari 52,290,000 51,500,000 56,063,000
Jawilan 70,150,000 69,350,000 72,913,000
Kibin 69,690,000 68,890,000 72,453,000
Kragilan 62,000,000 61,200,000 63,763,000
Kramatwatu 111,000,000 107,000,000 110,063,000
Kopo 40,000,000 39,600,000 53,113,500
Mancak 83,000,000 82,400,000 85,463,000
Nyompok 40,000,000 45,200,000 49,763,000
Pabuaran 59,740,000 59,200,000 62,763,000
Padarincang 96,715,000 96,000,000 68,605,000
Pamarayan 76,800,000 76,200,000 79,763,000
Petir 90,000,000 86,200,000 89,263,000
Pematang 43,000,000 48,200,000 53,263,000
Pontang 98,660,000 98,140,000 101,703,000
Pulo Ampel 60,190,000 59,400,000 62,922,200
Tanara 71,500,000 70,900,000 73,963,000
Tirtayasa 73,000,000 72,200,000 76,563,000
Tunjung Teja 67,825,000 80,200,000 84,763,000
Waringin Kurung 75,000,000 80,000,000 85,563,000
Lebak Wangi 70,092,000
Total 2,249,920,000 2,250,000,000 2,407,044,700
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Tabel 4.4e.

Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kota Tangerang Selatan

Tahun 2013 - 2015

No Puskesmas BOK 2013 BOK 2014 BOK 2015
(Rp) (Rp) (Rp)

1 Bakti Jaya 57.040.000,- 76.200.000,- 56.650.000,-
2 Benda Baru 89.840.000,- 90.500.000,- 62.800.000.-
3 Ciputat 88.840.000,- 82.400.000,- 59.450.000,-
4 Ciputat Timur 84.430.000,- 83.600.000,- 61.150.000,-
5 Jombang 80.640.000,- 80.300.000,- 59.900.000,-
6 Jurangmangu 84.940.000,- 86.200.000,- 62.400.000,-
7 Kampung Sawah 79.640.000,- 81.400.000,- 60.500.000,-
8 Kranggan 62.440.000,- 77.950.000,- 59.000.000,-
9 Paku Alam 78.640.000,- 82.300.000,- 60.000.000,-
10 | Pamulang 89.040.000,- 97.500.000,- 64.000.000,-
11 | Parigi 73.440.000,- 77.700.000,- 58.900.000,-
12 | Pisangan 71.040.000,- 82.700.000,- 60.900.000,-
13 | Pondok Aren 89.340.000,- 80.150.000,- 59.400.000,-
14 | Pondok Benda 66.040.000,- 75.800.000,- 58.700.000,-
15 | Pondok Betung 84.040.000,- 85.950.000,- 62.400.000,-
16 | Pondok Jagung 80.040.000,- 85.100.000,- 59.500.000,-
17 | Pondok Kacang Timur 73.040.000,- 79.200.000,- 59.800.000,-
18 | Pondok Pucung 57.540.000,- 74.000.000,- 58.350.000,-
19 | Pondok Ranji 57.540.000,- 74.300.000,- 58.400.000,-
20 | Rawa Buntu 91.040.000,- 89.700.000,- 62.200.000,-
21 | Rengas 57.340.000,- 73.500.000,- 58.300.000,-
22 | Serpong | 74.940.000,- 77.700.000,- 58.500.000,-
23 | Serpong Il 73.640.000,- 80.300.000,- 59.250.000,-
24 | Setu 66.140.000,- 74.500.000,- 57.700.000,-
25 | Situ Gintung 64.440.000,- 76.050.000,- 59.500.000,-

KOTA 1.857.000.000,- 2.025.000.000,- 1.500.000.000,-
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Tabel 4.4f.

Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kabupaten Lebak, 2013 - 2015

No Puskesmas BOK 2013 (Rp) *) BOK 2014 (Rp) **) BOK 2015 (Rp) ***)
1 Rangkasbitung 105.800.000,- 108.845.000,- 191.622.000,-
2 Mandala 66.127.000,- 68.443.000,- 142.006.000,-
3 Kalanganyar 66.418.000,- 69.974.000,- 114.379.000,-
4 Mekarsari 47.870.000,- 55.302.000,- 80.002.000,-
5 Cibadak 64.470.000,- 69.760.000,- 130.416.000,-
6 Warunggunung 63.381.000,- 72.863.000,- 134.684.000,-
7 Baros 59.251.000,- 62.943.000,- 103.001.000,-
8 Cikulur 60.622.000,- 63.630.000,- 113.439.000,-
9 Cimarga 92.796.000,- 103.415.000,- 170.498.000,-
10 | Sarageni 61.314.000,- 66.936.000,- 133.866.000,-
11 Kolelet 46.145.000,- 50.943.000,- 75.276.000,-
12 Pamandegan 61.372.000,- 61.669.000,- 117.308.000,-
13 | Sajira 67.250.000,- 73.911.000,- 126.110.000,-
14 Pajagan 65.392.000,- 67.944.000,- 131.932.000,-
15 Cisimeut 83.768.000,- 76.885.000,- 118.110.000,-
16 DTP Maja 89.203.000,- 96.382.000,- 194.905.000,-
17 | Curugbitung 77.579.000,- 82.062.000,- 148.530.000,-
18 Leuwidamar 62.438.000,- 73.892.000,- 112.730.000,-
19 Bojongmanik 73.885.000,- 83.710.000,- 139.546.000,-
20 Lebakgedong 58.586.000,- 67.463.000,- 104.318.000,-
21 DTP Muncang 85.191.000,- 89.634.000,- 168.732.000,-
22 DTP Cipanas 99.619.000,- 105.972.000,- 183.233.000,-
23 DTP Cirinten 79.718.000,- 88.234.000,- 143.128.000,-
24 | Sobang 73.650.000,- 77.658.000,- 132.154.000,-
25 Cileles 61.986.000,- 68.633.000,- 109.882.000,-
26 Bojongjuruh 71.610.000,- 77.922.000,- 122/529.000,-
27 DTP Gunungkancana 97.048.000,- 104.190.000,- 170.673.000,-
28 DTP Banjarsari 79.605.000,- 83.331.000,- 140.618.000,-
29 DTP Prabugantungan 58.103.000,- 66.686.000,- 112.727.000,-
30 Parungsari 62.169.000,- 68.716.000,- 129.693.000,-
31 Binuangeun 64.830.000,- 68.328.000,- 112.664.000,-
32 Cijaku 79.076.000,- 87.333.000,- 168.046.000,-
33 DTP Cigemblong 67.283.000,- 77.907.000,- 168.046.000,-
34 DTP Malingping 100.788.000,- 72.388.000,- 222.448.000,-
35 Cipendey - 48.052.000,- Gabung Malingping
36 | Cihara 80.516.000,- 85.286.000,- 157.820.000,-
37 Panggarangan 95.860.000,- 100.868.000,- 176.561.000,-
38 | Cisungsang 76.640.000,- 83.501.000,- 148.008.000,-
39 Citorek - 49.116.000,- Gabung Cibeber
40 DTP Cilograng 77.812.000,- 85.382.000,- 136.206.000,-
41 DTP Cibeber 116.676.000,- 72.087.000,- 214.036.000,-
42 DTP Bayah 98.153.000,- 101.804.000,- 183.265.000,-
KABUPATEN 3.000.000.000,- 3.240.000.000,- 5.661.853.000,-

Keterangan :*) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 900/0010.1 dinkes/I/2013

**) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 900/250-dinkes/I11/2014

***) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 440/1225.1-DINKES/SK/1V/2015
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Tabel 4.4g.

Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kota Cilegon Tahun 2013 dan

2014
No BOK 2013 BOK 2014
(Rp) (Rp)
1 Cilegon 63.000.000,- 66.000.000,-
2 Cibeber 79.000.000,- 80.000.000,-
3 Citangkil 103.000.000,- 105.000.000,-
4 Ciwandan 80.000.000,- 80.000.000,-
5 Pulomerak 74.000.000,- 80.000.000,-
6 Purwakarta 61.000.000,- 77.000.000,-
7 Grogol 60.000.000,- 65.000.000,-
8 Jombang 80.000.000,- 95.000.000,-
Dinkes 87.000.000,- 97.900.000,-
Jumlah 691.200.000,- 745.900.000,-

4.1.4. Biaya Operasional Puskesmas (BOP)

Pengamatan terhadap kabupaten/kota menunjukkan fenomena menarik, terjadi
penurunan Biaya Operasional Puskesmas (BOP) pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun
2014, misalnya Kota Serang dan Tangerang Selatan. Apakah hal ini dikarenakan keberadaan
kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, memerlukan pengamatan lebih lanjut.Hal ini tidak

terjadi di Kabupaten Lebak.

Tabel 4.5a.
Biaya Operasional Puskesmas Kota Serang
No BOP 2014 BOP 2015
(Rp) (Rp)

1 Banten Girang 157.258.000,- 48.480.000,-
2 Ciracas 160.995.000,- 48.480.000,-
3 Curug 259.186.000,- 91.320.000,-
4 Kasemen 237.765.000,- 78.896.000,-
5 Kilasah 252.416.000,- 81.480.000,-
6 Rau 191.337.000,- 48.480.000,-
7 Serang Kota 371.445.000,- 170.208.000,-
8 Singandaru 269.193.000,- 81.480.000,-
9 Taktakan 172.362.000,- 54.480.000,-
10 | Walantaka 258.185.000,- 86.496.000,-
11 | Kalodran 195.096.000,- 48.480.000,-
12 | Banjar Agung 172.917.000,- 48.480.000,-
13 | Pancur 168.558.000,- 48.480.000,-
14 | Unyur 176.787.000,- 46.680.000,-
15 | Sawah Luhur 159.922.000,- 48.480.000,-
16 | Cipocok Jaya 166.388.000,- 45.480.000,-

Total 3.369.810.000,- 1.075.880.000,-
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Biaya Operasional Puskesmas Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.5b.

No Puskesmas BOP 2014 BOP 2015
(Rp) (Rp)

1 Bakti Jaya 349.018.500,- 337.491.000,-
2 Benda Baru 433.698.550,- 347.107.000,-
3 Ciputat 431.151.800,- 230.811.000,-
4 Ciputat Timur 314.604.590,- 321.126.000,-
5 Jombang 404.714.810,- 301.178.000,-
6 Jurangmangu 289.973.400,- 242.973.000,-
7 Kampung Sawah 326.705.000,- 343.068.000,-
8 Kranggan 431.218.450,- 320.884.000,-
9 Paku Alam 328.400.700,- 276.893.000,-
10 | Pamulang 618.553.150,- 336.577.100,-
11 | Parigi 349.584.710,- 224.662.000,-
12 | Pisangan 239.509.060,- 221.000.000,-
13 | Pondok Aren 521.113.400,- 333.648.000,-
14 | Pondok Benda 493.829.170,- 325.035.000,-
15 | Pondok Betung 376.712.266,- 216.724.000,-
16 | Pondok Jagung 400.513.200,- 327.956.000,-
17 | Pondok Kacang Timur 406.778.000,- 349.310.000,-
18 | Pondok Pucung 363.197.000,- 311.087.000,-
19 | Pondok Ranji 461.370.470,- 321.595.000,-
20 | Rawa Buntu 300.947.170,- 260.648.000,-
21 | Rengas 298.092.750,- 310.290.000,-
22 | Serpong | 453.423.190,- 324.851.000,-
23 | Serpong I 269.091.000,- 225.611.000,-
24 | Setu 219.936.100,- 199.449.000,-
25 | Situ Gintung 319.657.950,- 233.669.000,-

Total 9.401.794.386,- 7.243.643.100,-
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Tabel 4.5c.
Biaya Operasional Puskesmas Kabupaten Lebak

No Puskesmas BOP 2014 (Rp) BOP 2015 (Rp)
1 Rangkasbitung 53.791.524,- 64.038.762,-
2 Mandala 53.791.524,- 63.722.762,-
3 Kalanganyar 53.791.524,- 62.238.762,-
4 Mekarsari 53.791.524,- 57.738.762,-
5 Cibadak 50.191.524,- 64.422.762,-
6 Warunggunung 53.791.524,- 61.192.762,-
7 Baros 53.791.524,- 62.942.762,-
8 Cikulur 48.991.524,- 59.628.762,-
9 Cimarga 48.991.524,- 62.610.762,-
10 | Sarageni 48.991.524,- 59.110.762,-
11 Kolelet 48.991.524,- 57.938.762,-
12 Pamandegan 48.991.524,- 58.918.762,-
13 Sajira 51.847.524,- 63.162.762,-
14 Pajagan 51.847.524,- 62.462.762,-
15 Cisimeut 51.847.524,- 60.462.762,-
16 DTP Maja 54.247.524,- 67.830.762,-
17 Curugbitung 54.247.524,- 65.276.762,-
18 Leuwidamar 59.047.524,- 66.126.762,-
19 Bojongmanik 54.439.524,- 57.556.762,-
20 Lebakgedong 54.439.524,- 62.840.762,-
21 DTP Muncang 56.839.524,- 66.420.762,-
22 DTP Cipanas 58.039.524,- 73.526.762,-
23 DTP Cirinten 56.839.524,- 60.946.762,-
24 | Sobang 58.015.524,- 60.568.762,-
25 Cileles 58.015.524,- 65.006.762,-
26 Bojongjuruh 58.015.524,- 68.056.762,-
27 DTP Gunungkancana 60.415.524,- 70.664.762,-
28 DTP Banjarsari 60.415.524,- 71.136.762,-
29 DTP Prabugantungan 60.415.524,- 64.136.762,-
30 Parungsari 61.543.524,- 67.630.762,-
31 Binuangeun 61.543.524,- 74.030.762,-
32 Cijaku 61.543.524,- 64.644.762,-
33 DTP Cigemblong 63.943.524,- 67.354.762,-
34 DTP Malingping 65.143.524,- 76.778.762,-
35 Cipendey 61.543.524,- 64.248.762,-
36 Cihara 67.963.524,- 73.838.762,-
37 Panggarangan 67.963.524,- 78.402.762,-
38 Cisungsang 67.963.524,- 76.392.762,-
39 Citorek 67.963.524,- 74.292.762,-
40 DTP Cilograng 70.363.524,- 77.550.762,-
41 DTP Cibeber 70.363.524,- 83.772.762,-
42 DTP Bayah 70.363.524,- 83.084.762,-
Total 2.435.080.000,- 2.801.788.000,-
Keterangan :

*) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 900/250-dinkes/111/2014

**) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 440/1225.1-DINKES/SK/IV/2015
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4.1.5. Anggaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pengamatan pada anggaran kapitasi puskesmas di beberapa kabupaten/kota pada
tahun 2014, anggaran kapitasi JKN terendah adalah anggaran yang diterima oleh Puskesmas
Jalan Kutai (Kabupaten Tangerang) sebesar Rp. 74.460.000,- , dan yang tertinggi adalah

Puskesmas Serang Kota sebesar Rp. 1.848.828.000,-.

Tabel 4.6a.

Anggaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kota CilegonTahun 2014

No Puskesmas Kapitasi JKN 2014 (Rp)
1 Cilegon 921.697.500,-
2 Cibeber 1.101.140.000,-
3 Citangkil 1.175.341.500,-
4 Ciwandan 1.474.161.500,-
5 Pulomerak 1.002.193.500.-
6 Purwakarta 687.733.500,-
7 Grogol 675.799.500,-
8 Jombang 1.009.068.000,-
Dinkes 0
Jumlah 8.046.935.000,-

Tabel 4.6b.

Anggaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kota Serang Tahun 2014

No Puskesmas KapitasiJKN 2014 (Rp)
1 Banten Girang 912.840.000,-
2 Ciracas 117.335.000,-
3 Curug 1.271.544.000,-
4 Kasemen 1.356.047.500,-
5 Kilasah 962.976.000,-
6 Rau 645.456.000,-
7 Serang Kota 1.848.828.000,-
8 Singandaru 745.608.000,-
9 Taktakan 567.625.500,-
10 | Walantaka 1.067.574.000,-
11 Kalodran 341.302.500,-
12 | Banjar Agung 190.080.000,-
13 Pancur 241.980.000,-
14 | Unyur 342.080.000,-
15 | Sawah Luhur 299.029.500,-
16 Cipocok Jaya 76.441.500,-
Total 10.986.767.500,-
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Tabel 4.6c.

Anggaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kota Tangerang Selatan

Tahun 2014

No Puskesmas JK?R—;(;M
1 Bakti Jaya 106.938.000,-
2 Benda Baru 567.528.000,-
3 Ciputat 1.107.918.000,-
4 Ciputat Timur 312.048.000,-
5 Jombang 526.992.000,-
6 Jurangmangu 178.026.000,-
7 Kampung Sawah 245.646.000,-
8 Kranggan 304.608.000,-
9 Paku Alam 202.902.000,-
10 | Pamulang 1.586.778.000,-
11 | Parigi 433.668.000,-
12 | Pisangan 186.120.000,-
13 | Pondok Aren 827.214.000,-
14 | Pondok Benda 627.528.000,-
15 | Pondok Betung 272,898.000,-
16 | Pondok Jagung 351.012.000,-
17 | Pondok Kacang Timur 271.458.000,-
18 | Pondok Pucung 117.102.000,-
19 | Pondok Ranji 392.070.000,-
20 | Rawa Buntu 331.104.000,-
21 | Rengas 91.092.000,-
22 | Serpong | 743.886.000,-
23 | Serpong Il 136.674.000,-
24 | Setu 180.510.000,-
25 | Situ Gintung 327.186.000,-

Total 10.428.906.000,-

Pengamatan pada anggaran kapitasi puskesmas di Kabupaten Tangerang pada tahun
2015, anggaran kapitasi JKN terendah adalah anggaran yang diterima oleh Puskesmas Jalan
Kutai (Kabupaten Tangerang) sebesar Rp. 74.460.000,-, dan vyang tertinggi adalah

Puskesmas Kedaung Barat sebesar Rp. 2.939.118.000,-
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Tabel 4.7a.

Anggaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kabupaten Tangerang

Tahun 2015

No Puskesmas JKN 2015 (Rp)

1 Legok 1.327.512.000,-
2 Mekar Baru 1.968.336.000,-
3 Sukadiri 1.786.782.000,-
4 Cikupa 962.388.000,-
5 Sindang Jaya 2.137.440.000,-
6 Cikuya 2.751.054.000,-
7 Cisauk 728.808.000,-
8 Pasir Jaya 495.666.000,-
9 Sukawali 1.924.992.000,-
10 Sukamulya 2.116.308.000,-
11 Panongan 1.734.108.000,-
12 Balaraja 1.373.352.000,-
13 Mauk 3.514.884.000,-
14 | Sukatani 2.358.426.000,-
15 Rajeg 1.993.590.000,-
16 | Jambe 1.726.512.000,-
17 Gunung Kaler 2.542.152.000,-
18 Tegal Angus 2.080.272.000,-
19 Pakuhaji 2.642.008.164,-
20 | Teluknaga 2.521.818.000,-
21 Kosambi 1.508.124.000,-
22 Suradita 990.246.000,-
23 Kemeri 2.369.142.000,-
24 Kedaung Barat 2.939.118.000,-
25 Salembaran Jaya 1.348.212.000,-
26 | Pagedangan 1.787.940.000,-
27 Gembong 1.090.104.000,-
28 Kronio 2.576.952.000,-
29 Bojong Kamal 1.069.116.000,-
30 Caringin 207.168.000,-
31 Curug 1.638.954.000,-
32 Pasir Nangka 1.245.168.000,-
33 Binong 473.638.000,-
34 | Tigaraksa 2.083.464.000,-
35 Kresek 2.482.740.000,-
36 | Cisoka 2.800.620.000,-
37 Bojong Nangka 659.688.000,-
38 | Jayanti 1.669.704.000,-
39 | JI. Emas 595.356.000,-
40 | JI. Kutai 74.460.000,-
41 Kelapa Dua 594.942.000,-
42 Kutabumi 2.266.728.000,-
43 | Sepatan 2.353.146.000,-
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Tabel 4.7b.

Anggaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kota Tangerang Selatan

Tahun 2015

No Puskesmas JK?RZPTS
1 Bakti Jaya 268.776.000,-
2 Benda Baru 842.160.000,-
3 Ciputat 1.574.214.000,-
4 Ciputat Timur 607.998.000,-
5 Jombang 539.220.000,-
6 Jurangmangu 521.190.000,-
7 Kampung Sawah 394.560.000,-
8 Kranggan 324.102.000,-
9 Paku Alam 318.642.000,-
10 | Pamulang 2.192.460.000,-
11 | Parigi 601.986.000,-
12 | Pisangan 505.494.000,-
13 | Pondok Aren 1.133.532.000,-
14 | Pondok Benda 723.348.000,-
15 | Pondok Betung 442.182.000,-
16 | Pondok Jagung 499.374.000,-
17 | Pondok Kacang Timur 442.896.000,-
18 | Pondok Pucung 230.172.000,-
19 | Pondok Ranji 388.356.000,-
20 | Rawa Buntu 452.184.000,-
21 | Rengas 220.908.000,-
22 | Serpong | 951.594.000,-
23 | Serpong Il 179.310.000,-
24 | Setu 373.824.000,-
25 | Situ Gintung 391.518.000,-

Total 15.120.000.000,-

Secara umum, terdapat peningkatan anggaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

pada tahun 2015 daripada tahun 2014 di Kabupaten Pandeglang. Beberapa puskesmas

seperti Puskesmas Padarincang, Kragilan, Pontang, dan Carenang menunjukkan penurunan

anggaran kapitasi JKN.
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Tabel 4.7c.

Anggaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas di Kabupaten Serang
Tahun 2014 dan Tahun 2015

Kapitasi JKN Kapitasi JKN
No Puskesmas Ta:un 2014 Ta:un 2015
1 | Bandung 870,192,000 888,672,000
2 | Lebak Wangi 342,904,500 695,713,000
3 | Nyompok 303,720,000 450,753,000
4 | Pematang 331,020,000 533,979,000
5 | Ciruas 1,056,305,000 975,909,000
6 | Kramatwatu 1,520,700,000 1,622,424,000
7 | Bojonegara 797,746,000 901,471,000
8 | Mancak 1,072,305,000 1,098,447,000
9 | Cinangka 1,084,864,500 1,116,222,000
10 | Anyar 1,008,696,000 1,037,365,000
11 | Baros 1,407,255,000 1,445,048,000
12 | Ciomas 1,132,670,000 1,198,944,000
13 | Pabuaran 773,149,500 795,146,000
14 | Padarincang 1,434,245,000 1,317,216,000
15 | Petir 1,122,796,500 1,340,144,000
16 | Cikeusal 1,611,802,000 1,810,143,000
17 | Pamarayan 1,305,430,000 1,344,654,000
18 | Kopo 774,977,500 704,625,000
19 | Kragilan 633,987,000 327,756,000
20 | Cikande 1,619,440,500 1,903,668,000
21 | Pontang 795,565,000 692,449,000
22 | Tirtayasa 936,663,000 1,166,333,000
23 | Carenang 841,765,000 778,116,000
24 | Waringin Kurung 885,873,000 932,241,000
25 | Kibin 568,420,000 586,789,000
26 | Tanara 817,659,000 837,480,000
27 | Tunjung Teja 1,073,773,000 1,156,530,000
28 | Pulo Ampel 390,113,000 406,285,000
29 | Jawilan 1,090,125,000 1,120,009,000
30 | Binuang 545,750,000 558,807,000
31 | Gunung Sari 395,937,000 406,662,000
JUMLAH 28,545,849,000 30,150,000,000
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4.1.6. Perbandingan Anggaran Biaya Operasional Puskesmas (BOP) dan Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Kota Tangerang Selatan

Pengamatan terhadap anggaran Bantuan Operasional Puskesmas (BOP) dan Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 dan 2015
menunjukkan terdapat peningkatan anggaran kapitasi JKNyang disertai dengan penurunan
anggaran Biaya Operasional Puskesmas.

Tabel 4.8.

Perbandingan Anggaran Biaya Operasional Puskesmas (BOP) dan Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 dan 2015

o T BOP 2014 JKN 2014 BOP 2015 JKN 2015
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 | BaktiJaya 349.018.500,- 106.938.000,- | 337.491.000,- 268.776.000,-
2 | Benda Baru 433.698.550,- 567.528.000,- | 347.107.000,- 842.160.000,-
3 | Ciputat 431.151.800,- | 1.107.918.000,- | 230.811.000,- | 1.574.214.000,-
4 | Ciputat Timur 314.604.590,- 312.048.000,- | 321.126.000,- 607.998.000,-
5 | Jombang 404.714.810,- 526.992.000,- | 301.178.000,- 539.220.000,-
6 | Jurangmangu 289.973.400,- 178.026.000,- | 242.973.000,- 521.190.000,-
7 | Kampung Sawah 326.705.000,- 245.646.000,- | 343.068.000,- 394.560.000,-
8 | Kranggan 431.218.450,- 304.608.000,- | 320.884.000,- 324.102.000,-
9 | Paku Alam 328.400.700,- 202.902.000,- | 276.893.000,- 318.642.000,-
10 | Pamulang 618.553.150,- | 1.586.778.000,- | 336.577.100,- | 2.192.460.000,-
11 | Parigi 349.584.710,- 433.668.000,- | 224.662.000,- 601.986.000,-
12 | Pisangan 239.509.060,- 186.120.000,- | 221.000.000,- 505.494.000,-
13 | Pondok Aren 521.113.400,- 827.214.000,- | 333.648.000,- | 1.133.532.000,-
14 | Pondok Benda 493.829.170,- 627.528.000,- | 325.035.000,- 723.348.000,-
15 | Pondok Betung 376.712.266,- 272,898.000,- | 216.724.000,- 442.182.000,-
16 | Pondok Jagung 400.513.200,- 351.012.000,- | 327.956.000,- 499.374.000,-
17 | Pondok KacangTimur |  406.778.000,- 271.458.000,- | 349.310.000,- 442.896.000,-
18 | Pondok Pucung 363.197.000,- 117.102.000,- | 311.087.000,- 230.172.000,-
19 | Pondok Ranji 461.370.470,- 392.070.000,- | 321.595.000,- 388.356.000,-
20 | Rawa Buntu 300.947.170,- 331.104.000,- | 260.648.000,- 452.184.000,-
21 | Rengas 298.092.750,- 91.092.000,- | 310.290.000,- 220.908.000,-
22 | Serpong | 453.423.190,- 743.886.000,- | 324.851.000,- 951.594.000,-
23 | Serpong Il 269.091.000,- 136.674.000,- | 225.611.000,- 179.310.000,-
24 | Setu 219.936.100,- 180.510.000,- | 199.449.000,- 373.824.000,-
25 | Situ Gintung 319.657.950,- 327.186.000,- | 233.669.000,- 391.518.000,-

Total 9.401.794.386,- | 10.428.906.000,- | 7.243.643.100,- | 15.120.000.000,-
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4.1.7. Perbandingan Anggaran Bantuan Operasional Puskesmas (BOP) dan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Lebak

Pengamatan terhadap anggaran Bantuan Operasional Puskesmas (BOP) dan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Lebak pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan
terjadinya peningkatan anggaran BOK yang disertai dengan peningkatan anggaran Biaya
Operasional Puskesmas (BOP).

Tabel 4.9.
Perbandingan Anggaran Biaya Operasional Puskesmas (BOP) dan Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) Kabupaten Lebak Tahun 2014 dan 2015

No Puskesmas BOP 2014 (Rp) BOK 2014 (Rp) *) BOP 2015 (Rp) BOK 2015 (Rp) **)
1 Rangkasbitung 53.791.524,- 108.845.000,- 64.038.762,- 191.622.000,-
2 Mandala 53.791.524,- 68.443.000,- 63.722.762,- 142.006.000,-
3 Kalanganyar 53.791.524,- 69.974.000,- 62.238.762,- 114.379.000,-
4 Mekarsari 53.791.524,- 55.302.000,- 57.738.762,- 80.002.000,-
5 Cibadak 50.191.524,- 69.760.000,- 64.422.762,- 130.416.000,-
6 Warunggunung 53.791.524,- 72.863.000,- 61.192.762,- 134.684.000,-
7 Baros 53.791.524,- 62.943.000,- 62.942.762,- 103.001.000,-
8 Cikulur 48.991.524,- 63.630.000,- 59.628.762,- 113.439.000,-
9 Cimarga 48.991.524,- 103.415.000,- 62.610.762,- 170.498.000,-
10 | Sarageni 48.991.524,- 66.936.000,- 59.110.762,- 133.866.000,-
11 | Kolelet 48.991.524,- 50.943.000,- 57.938.762,- 75.276.000,-
12 | Pamandegan 48.991.524,- 61.669.000,- 58.918.762,- 117.308.000,-
13 | Sajira 51.847.524,- 73.911.000,- 63.162.762,- 126.110.000,-
14 Pajagan 51.847.524,- 67.944.000,- 62.462.762,- 131.932.000,-
15 | Cisimeut 51.847.524,- 76.885.000,- 60.462.762,- 118.110.000,-
16 | DTP Maja 54.247.524,- 96.382.000,- 67.830.762,- 194.905.000,-
17 | Curugbitung 54.247.524,- 82.062.000,- 65.276.762,- 148.530.000,-
18 Leuwidamar 59.047.524,- 73.892.000,- 66.126.762,- 112.730.000,-
19 | Bojongmanik 54.439.524,- 83.710.000,- 57.556.762,- 139.546.000,-
20 | Lebakgedong 54.439.524,- 67.463.000,- 62.840.762,- 104.318.000,-
21 | DTP Muncang 56.839.524,- 89.634.000,- 66.420.762,- 168.732.000,-
22 | DTP Cipanas 58.039.524,- 105.972.000,- 73.526.762,- 183.233.000,-
23 | DTP Cirinten 56.839.524,- 88.234.000,- 60.946.762,- 143.128.000,-
24 | Sobang 58.015.524,- 77.658.000,- 60.568.762,- 132.154.000,-
25 | Cileles 58.015.524,- 68.633.000,- 65.006.762,- 109.882.000,-
26 | Bojongjuruh 58.015.524,- 77.922.000,- 68.056.762,- 122/529.000,-
27 | DTP Gunungkancana 60.415.524,- 104.190.000,- 70.664.762,- 170.673.000,-
28 DTP Banjarsari 60.415.524,- 83.331.000,- 71.136.762,- 140.618.000,-
29 | DTP Prabugantungan 60.415.524,- 66.686.000,- 64.136.762,- 112.727.000,-
30 Parungsari 61.543.524,- 68.716.000,- 67.630.762,- 129.693.000,-
31 | Binuangeun 61.543.524,- 68.328.000,- 74.030.762,- 112.664.000,-
32 Cijaku 61.543.524,- 87.333.000,- 64.644.762,- 168.046.000,-
33 | DTP Cigemblong 63.943.524,- 77.907.000,- 67.354.762,- 168.046.000,-
34 | DTP Malingping 65.143.524,- 72.388.000,- 76.778.762,- 222.448.000,-
35 | Cipendey 61.543.524,- 48.052.000,- 64.248.762,- Gabung

Malingping
36 | Cihara 67.963.524,- 85.286.000,- 73.838.762,- 157.820.000,-
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Lanjutan Tabel 4.9. Perbandingan Anggaran Biaya Operasional Puskesmas (BOP) dan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Lebak Tahun 2014 dan 2015

No Puskesmas BOP 2014 (Rp) BOK 2014 (Rp) *) BOP 2015 (Rp) BOK 2015 (Rp) **)
37 | Panggarangan 67.963.524,- 100.868.000,- 78.402.762,- 176.561.000,-
38 | Cisungsang 67.963.524,- 83.501.000,- 76.392.762,- 148.008.000,-
39 | Citorek 67.963.524,- 49.116.000,- 74.292.762,- Gabung Cibeber
40 | DTP Cilograng 70.363.524,- 85.382.000,- 77.550.762,- 136.206.000,-
41 | DTP Cibeber 70.363.524,- 72.087.000,- 83.772.762,- 214.036.000,-
42 | DTP Bayah 70.363.524,- 101.804.000,- 83.084.762,- 183.265.000,-

KABUPATEN 2.435.080.000,- 3.240.000.000,- 2.801.788.000,- 5.661.853.000,-
Keterangan :

*) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 900/250-dinkes/111/2014
**) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 440/1225.1-DINKES/SK/1V/2015

4.1.8. Perbandingan Antara Dana Kapitasi Dengan Bantuan Operasional Kesehatan

4.4a dan Tabel 4.4.b).

Dari pengamatan terhadap data sekunder yang berasal dari Kota Cilegon dan Kota
Serang pada tahun 2014 diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) lebih kecil daripada kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), dengan persentase ada pada rentang 7,2% - 42,8%. Rata-rata persentase dana BOK
berbanding BOK di Kota Cilegon adalah 9,3%, sedangkan di Kota Serang adalah 11,8% (tabel

Tabel 4.10.
Perbandingan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Anggaran Kapitasi

Puskesmas di Kota Cilegon Tahun 2014

No Puskesmas KapitasiJKN BOK 2014 Kapitasi + BOK BOK : JKN2014
2014 (Rp) (Rp) 2014 (Rp) (%)

1 Cilegon 921.697.500,- 66.000.000,- 987.697.500,- 7,2
2 Cibeber 1.101.140.000,- 80.000.000,- 1.181.140.000,- 7,3
3 Citangkil 1.175.341.500,- | 105.000.000,- 1.280.341.500,- 9
4 Ciwandan 1.474.161.500,- 80.000.000,- 1.554.161.500,- 5,43
5 Pulomerak 1.002.193.500.- 80.000.000,- 1.082.193.500,- 8
6 Purwakarta 687.733.500,- 77.000.000,- 764.733.500,- 11,2
7 Grogol 675.799.500,- 65.000.000,- 740.799.500,- 9,6
8 Jombang 1.009.068.000,- 95.000.000,- 110.406.800,- 9,4

Dinkes 0 97.900.000,-

Jumlah 8.046.935.000,- | 745.900.000,- 8.792.835.000,- 9,3

Cilegon pada tahun 2014.

Anggaran kapitasi JKN puskesmas di Kota Cilegon pada tahun 2014 bervariasi antara
Rp. 675.799.500,- (Puskesmas Grogol) sampai Rp. 1.474.161.500,- (Puskesmas Ciwandan). Di
Kota Serang, anggaran kapitasi puskesmas memiliki rentang yang lebih lebar, yakni antara
Rp. 76.441.500,- (Puskesmas Cipocok Jaya) sampai Rp. 1.848.828.000,- (Puskesmas Serang
Kota). Tidak ada anggaran kapitasi JKN yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota
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Rentang anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas di Kota
Cilegon pada tahun 2014 bervariasi antara Rp. 66.000.000,- (Puskesmas Cilegon) Sampai
Rp. 105.000.000,- (Puskesmas Citangkil). Di Kota Serang, anggaran BOK puskesmas memiliki
rentang antara Rp. 28.420.000,- (Puskesmas Sawah Luhur) sampai Rp. 150.700.000,-
(Puskesmas Walantaka).

Tabel 4.11.
Perbandingan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Anggaran Kapitasi

Puskesmas di Kota Serang Tahun 2014

Kapitasi JKN BOK 2014 Kapitasi + BOK 2014 BOK : JKN
No Puskesmas
2014 (Rp) (Rp) (Rp) 2014 (%)

1 Banten Girang 912.840.000,- 75.705.000,- 988.545.000,- 8,3
2 Ciracas 117.335.000,- 50.225.000,- 167.560.000,- 42,8
3 Curug 1.271.544.000,- 116.650.000,- 1.388.194.000, - 9,2
4 Kasemen 1.356.047.500,- 76.950.000,- 1.432.997.500,- 5,7
5 Kilasah 962.976.000,- 117.360.000,- 1.080.336.000,- 12,2
6 Rau 645.456.000,- 76.310.000,- 721.766.000, - 11,8
7 Serang Kota 1.848.828.000,- 88.755.000,- 1.937.583.000,- 4,8
8 Singandaru 745.608.000,- 63.905.000,- 809.513.000,- 8,6
9 Taktakan 567.625.500,- 109.905.000,- 677.530.500,- 19,4
10 | Walantaka 1.067.574.000,- 150.700.000,- 1.218.274.000,- 14,11
11 | Kalodran 341.302.500,- 89.350.000,- 430.652.500,- 26,2
12 Banjar Agung 190.080.000,- 78.530.000,- 268.610.000,- 41,3
13 | Pancur 241.980.000,- 73.805.000,- 315.785.000,- 30,5
14 | Unyur 342.080.000,- 67.040.000,- 409.120.000,- 19,6
15 Sawah Luhur 299.029.500,- 28.420.000,- 327.449.500,- 9,5
16 Cipocok Jaya 76.441.500,- 32.355.000,- 108.796.500,- 42,3

Total 10.986.767.500,- | 1.295.965.000,- 12.282.712.500,- 11,8

4.1.9. Perbandingan Jasa Pelayanan dengan Total Anggaran Kapitasi Puskesmas

Hasil penilaian terhadap anggaran jasa pelayanan kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) beberapa puskesmas, terlihat Puskesmas Cipondoh dan Puskesmas Sukasari
di Kota Tangerang menunjukkan alokasi jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang
ditetapkan yakni sebesar 60% dari total kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima
puskesmas.

Tabel 4.12.
Perbandingan Jasa Pelayanan dengan Total Anggaran Kapitasi Puskesmas Serang Kota,
Cipondoh, dan Sukasari

No Puskesmas

Kapitasi JKN 2014
(Rp)

Jasa Pelayanan 2014
(Rp)

Jasa pelayanan:
kapitasi 2014 (%)

1 Kota Serang

1.1 | Serang Kota

1.848.828.000,-

1.531.421.393,-

82%

Kapitasi JKN 2015 Jasa Pelayanan 2015 Jasa pelayanan:
No Puskesmas .
(Rp) (Rp) kapitasi 2015 (%)
2 Kota Tangerang
2.1 | Cipondoh 1.489.724.400,- 893.834.640,- 60
2.2 | Sukasari 1.792.591.200,- 1.075.554.720,- 60

Kajian Pengaruh Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Program Kesehatan |bu dan Anak

63



4.1.10. Perbandingan Anggaran Biaya Operasional Puskesmas, Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional, dan Bantuan Operasional Kesehatan.

Data Kota Cilegon menunjukkan besarnya anggaran kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) baik yang dialokasikan untuk jasa pelayanan maupun dukungan biaya
operasional dibandingkan dengan Biaya Operasional Puskesmas dan Bantuan Operasional
Kesehatan pada tahun 2015. Kondisi ini semakin mengukuhkan kesenjangan antara
anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan Upaya Kesehatan Perorangan dibandingkan
untuk Upaya Kesehatan Masyarakat.

Tabel 4.13.

Perbandingan Anggaran Biaya Operasional Puskesmas, Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional, dan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kota Cilegon Tahun 2015

No Puskesmas D LA () BOK 2015
APBD (Rp) 60% 40%
1 Cilegon 184.000.000,- 781.000.000,- 520.000.000,- 64.000.000,-
2 Cibeber 121.000.000,- 934.800.000,- 632.200.000,- | 74.000.000,-
3 Citangkil 145.599.850,- 989.100.000,- 659.400.000,- | 70.000.000,-
4 Ciwandan 153.800.000,- | 1.275.000.000,- 850.000.000,- | 45.000.000,-
5 Pulomerak 213.800.000,- 850.000.000,- 560.200.000,- 95.000.000,-
6 Purwakarta 278.000.000,- 575.400.000,- 383.700.000,- | 93.000.000,-
7 Grogol 133.000.000,- 574.700.000,- 383.100.000,- | 79.000.000,-
8 Jombang 151.000.000,- 839.300.000,- 559.600.000,- 80.000.000,-
Jumlah 1.380.199.850,- | 6.810.000.000,- 4.549.000.000,- | 600.000.000,-

4.2. Hasil Kualitatif : Wawancara dengan Dinas kesehatan dan Puskesmas

Informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder diperkuat dengan
data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak dinas kesehatan dan kepala
puskesmas.

4.2.1. Kebijakan dan Alokasi Pembiayaan

Kebijakan untuk pelayanan KIA setelah era JKN tidak jauh berbeda dengan sebelum
JKN. Pada umumnya kebijakan pelayanan KIA mengacu pada program dari pusat dan tidak
ada kebijakan khusus di daerah. Ada beberapa penekanan terkait kepesertaan seperti pada
ibu hamil yang disarankan mendaftarkan bayi yang sedang dikandungnya. Kebijakan
pelayanan persalinan masih sama seperti jampersal tetapi diperlukan sosialisasi kepada
masyarakat terkait program BPJS. Ada beberapa perubahan dalam era JKN seperti adanya
pendanaan untuk bumil risti, pelayanan KB dan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat
(IVA) gratis untuk peserta BPJS yang dilakukan di dalam dan di luar gedung.

Kebijakan alokasi dana kapitasi sebagian besar mengacu pada Perpres no 32 tahun
2014 dengan ketentuan minimal alokasi jasa pelayanan adalah 60% dari dana kapitasi dan
40% sisanya untuk operasional. Hanya kabupaten Pandeglang yang mengambil kebijakan
75% untuk jasa pelayanan dan 25% untuk operasional sejak Mei 2014. Selain itu Kota Serang
juga pernah memiliki kebijakan penggunaan dana jaspel sebesar 80% pada tahun 2014
tetapi diubah pada tahun 2015 menjadi 60%.
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Dana non kapitasi untuk puskesmas dilakukan dengan sistem klaim dan diberikan
untuk pelayanan rawat inap di puskesmas serta pelayanan KIA yang meliputi pemeriksaan
kehamilan (ANC), persalinan, perawatan pasca bersalin (PNC) dan KB. Sebagian besar baru
menggunakan untuk pelayanan persalinan saja, tetapi sistem ini berbeda dengan program
jampersal. Pada umumnya dana non kapitasi tidak langsung dibayarkan tetapi melalui
proses pengajuan klaim dan dana melalui Kas daerah dulu baru bisa dibayarkan kepada
pemberi layanan terutama bidan. Pada umumnya hal ini menimbulkan kendala lambatnya
pencairan dana non kapitasi. Beberapa kabupaten/kota memiliki kebijakan tentang alokasi
dana non kapitasi tersebut untuk kas daerah dengan persentase tertentu sedangkan
kabupaten/kota lainnya menggunakan 100% dari dana tersebut untuk jasa pelayanan
tenaga kesehatan. Misalnya Kab. Serang menetapkan 10% dana masuk ke kas daerah,
sedangkan Kota Tangerang Selatan 25%.

Kebijakan dana BOK ditetapkan di tingkat pusat, sedangkan alokasi untuk puskesmas
pada umumnya ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan dengan beberapa pertimbangan
seperti luas wilayah dan jumlah posyandu. Sedangkan kebijakan dana APBD Il ditentukan
oleh daerah masing-masing, sudah ada PAGU nya, pencairan dilakukan melalui pengajuan
POA.

Tabel 4.14.
Hasil Wawancara mengenai Kebijakan dan Alokasi Pembiayaan

KEBIJAKAN TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kabupaten/Kota Hasil

Kota Cilegon Tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah JKN. Pada kehamilan
bulan ke-7 setiap pasien wajib menunjukkan kartu jaminan dan mendaftarkan
calon bayi

Puskesmas PONED : pelayanan tidak jauh berbeda dengan jampersal tapi perlu
sosialisasi ke masyarakat.

Puskesmas non PONED : tidak ada perbedaan signifikan karena mengacu pada
155 diagnosa, tidak akan dirujuk selama masih bisa dilayani puskesmas. Tidak

ada kebijakan khusus terkait KIA

Kota Tangerang | Belum ada kebijakan khusus ke arah KIA setelah JKN, hanya ada kegiatan
Selatan penyuluhan untuk UKP dengan menggunakan dana JKN yaitu untuk prolanis dan
home visit.

Puskesmas PONED : acuannya ke pusat. Untuk KIA karena lebih banyak kasus
kematian, maka buku KIA yang pink lebih ditekankan, pemeriksaan Hb tiap
bulan, penyuluhan lebih intensif dan teliti

Puskesmas non PONED : JKN belum ke arah KIA, KIA lebih ke BOK. Tidak
melayani persalinan karena tidak buka 24 jam, langsung dirujuk ke puskesmas
PONED

Kab Serang Untuk operasional program KIA lebih banyak menggunakan dana BOK, dana JKN
lebih banyak untuk UKP

Puskesmas PONED : tidak ada yang berubah karena kegiatan program KIA
seperti ibu hamil, posyandu lebih banyak menggunakan dana BOK

Kab. Lebak Puskesmas PONED : saat ini menjadi salah satu puskesmas satelit untuk
melayani rujukan dari puskesmas lain sebelum ke RS. Ada pelayanan USG gratis
untuk rujukan dari bidan (sejak era jampersal), sekarang ada pelayanan KB gratis
yang dituangkan dalam perbup no 4 tahun 2015

Puskesmas non PONED : sesuai kebijakan Permenkes dan Perpres yang
diturunkan dalam Perbup
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Lanjutan Tabel 4.14. Hasil Wawancara mengenai Kebijakan dan Alokasi Pembiayaan

Kab.
Pandeglang

Sejak 2015 kunjungan rumah dan UKP didanai JKN, UKM didanai BOK
Puskesmas PONED dan non PONED : tidak ada kebijakan khusus tentang KIA
sebelum dan sesudah JKN

Kab. Tangerang

Jamkesda sudah ada sebelum JKN, Jamkesda dalam bentuk kartu sehat dan
SKTM

Kota Serang

Tidak ada kebijakan yang spesifik terkait pelayanan KIA

Puskesmas PONED : semua peserta BPJS dilayani gratis baik ANC, imunisasi, KB,
persalinan.

Puskesmas PONED : Dana bumil risti sekarang masuk JKN, dulu di BOK
Puskesmas non PONED : ada atau tidak ada JKN KIA pasti berjalan. Klinik IVA
lebih baik setelah ada JKN karena bisa diklaim ke JKN, bahkan sampai jemput
bola ke desa karena bisa dilakukan di poskesdes.

Kota Tangerang

ada multiguna sejak 2009 pelayanan di puskesmas itu gratis itu untuk yang
punya KTP dan KK Kota Tangerang dan tidak dibatasi anak ke berapa. dulu waktu
ada jampersal, itu diperuntukkan bagi yang non penduduk Kota Tangerang

Salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan adalah desentralisasi yang kurang tepat
implementasinya. Menurut Kepala Dinkes provinsi seharusnya desentralisasi yang berada di
tempat memberikan pelayanan, tujuannya pengambilan keputusan untuk memberikan
pelayananan lebih tepat lagi tetapi kenyataannya masih sentralisasi yang dipindahkan ke
kabupaten. Terkait permasalahan pada kebijakan JKN salah satunya adalah regulasi yang

berubah-ubah.

“Regulasi yang dibuat dari BPJS banyak berubah-ubah, membingungkan teman-teman di
lapangan, salah satu tentang aktivasi kemaren bisa langsung, kemudian 7 hari lalu berubah 14
hari. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat teman-teman di puskesmas, akhirnya apa
yang di informasikan berubah-ubah masyarakat jadi tidak Dipercaya.” (kadinkes provinsi)

“Di daerah bingung dengan kewenangan BPJS dan kewenangan Kemenkes. Karena terkadang
BPIS mengeluarkan aturan tanpa koordinasi terlebih dahulu. Sebagai contoh: untuk rujukan
neonatal sudah ada perbub nya. Tapi kemudian BPJS mengeluarkan aturan rujukan neonatal
untuk semua rujukan diedarkan ke puskesmas-puskesmas tanpa melaui Dinkes... Ketika pasien
datang ke RS dan tidak bisa melayani, akhirnya Dinkes yang terkena marah dan pengaduan
pasien. Dinkes memfasilitasi pengaduan om line. FKTP dianggap seperti swasta, padahal FKTP
punya induk yaitu Dinkes.” (Dinkes Kab. Tangerang)
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Tabel 4.14.

Hasil Wawancara mengenai Kebijakan dan Alokasi Pembiayaan (Lanjutan)

KEBIJAKAN TERKAIT DANA KAPITASI

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Ada perwal tahun 2014 yang diperbarui tahun 2015. Kebijakan : 60% jaspel dan
40% operasional

Kota Tangerang
Selatan

peraturan walikota Tangerang Selatan no. 33 tahun 2014 : penggunaan dana
kapitasi 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk operasional. Keputusan
walikota no. 905 tahun 2014 : dari 40% digunakan untuk pembelian obat (10%)
dan operasional (30%). Selanjutnya akan diubah menjadi 20%-20% untuk
pembelian obat dan operasional

Kab Serang

Sesuai PMK 28 60% jaspel-40% operasional ditambah muatan lokal. Untuk
operasional dilakukan pelatihan pengadaan tapi hanya 6 orang yang lulus
sehingga dibuat sistem regionalisasi puskesmas untuk 30 puskesmas.Tahun 2015
ini belum melakukan pembelanjaan, tapi sudah dilakukan coring pembelanjaan
untuk diambil dari dana JKN yang sebelumnya menggunakan dana BOK. Dinkes
juga membentuk UPT Pembiayaan di bawah dinkes.

Kab. Lebak

Bahwa jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak
dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesedhatan puskesmas yang merupakan
badan layanan umum daerah (BLUD) tapi belum sepenuhnya murni melalui SK
Kepala Dinas Kesehatan kab. Lebak. Yang terdiri dari dana Kapitasi dan non
kapitasi.

Puskesmas PONED : arahan kepala puskesmas ada jasa pelayanan yang diberikan
pada dukun 50 ribu, kader 24 ribu dan kebutuhan obat-obatan seluruhnya.
Puskesmas : Sesuai perbup, permenkes dan perpres yaitu 60% untuk jaspel, 30%
untuk obat dan alkes, 10% untuk operasional.

Kab.
Pandeglang

Di awal tahun 2014 januari s/d april 2014 masih mengacu pada perpres : alokasi
dana JKN sebesar 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk operasional.

Mei 2014 berlaku perbup dengan alokasi dana JKN 75% untuk jasa pelayanan
dan 25% untuk operasional

Kab. Tangerang

Kapitasi mengikuti aturan pusat, 60% jaspel dan 40% operasional. Disamping
permenkes,ada kebijakan lokal, yaitu pengaturanan pembobotan jasa pelayanan

Kota Serang

Regulasi daerah salah satunya Peraturan Walikota Tentang Penetapan pedoman
JKN thn 2015, Keputusan Walikota Tentang Penetapan Pemanfaatan dana
Kapitasi dan non Kapitasi thn 2015, Keputusan Walikota Tentang Penetapan
bendaharan JKN, Keputusan Walikota tentang tim Koordinasi JKN. Dana kapitasi:
60% untuk jasa pelayanan kesehatan, 40% biaya pendukung operasional
kesehatan salah satunya preventif, promotif, pembelian obat dan alat kesehatan
yang erat kaitannya dengan program JKN.

Puskesmas non PONED :kebijakan kapitasi waktu 2014 karena dari pusat
peraturannya belum jelas dinas kesehatan membuat kesepakatan 80% : 20%.
yang diperkuat dengan SK walikota. Sejak tahun 2015 diubah menjadi 60%:40%.
Penentuan pembagian dana jaspel selain mengacu pada permenkes, juga ada
perwal nya.

Kota Tangerang

kebijakannya sama dengan perpres : 60% untuk jasa dan 40 % operasional
Dari yang 40%, 15% nya untuk alkes dan obat
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Tabel 4.14.

Hasil Wawancara mengenai Kebijakan dan Alokasi Pembiayaan (Lanjutan)

KEBIJAKAN TERKAIT DANA NON KAPITASI

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Melalui pembuatan RKA, pengesahan menjadi DPA lalu dana non kapitasi masuk
ke kas daerah dulu sebelum bisa dicairkan ke puskesmas. Digunakan 100% untuk
jasa pelayanan

Kota Tangerang
Selatan

Digunakan 75% untuk jasa pelayanan dan 25% masuk ke kas daerah. Untuk
sementara dana non kapitasi masih di kasda

Kab Serang

Digunakan seluruhnya (100%) untuk jasa pelayanan petugas yang melakukan
tindakan
Puskesmas non PONED : tidak ada klaim untuk non kapitasi

Kota Serang

kebijakan untuk non kapitasi 90% untuk jasa pelayanan ke Puskesmas, 10%
untuk retribusi yang disetor oleh Puskesmas ke kas daerah.

Kota Tangerang

Belum ada perwal tentang dana non kapitasi,multiguna masih berlaku tetapi
target tahun ini sudah ada perwal

Tabel 4.14.

Hasil Wawancara mengenai Kebijakan dan Alokasi Pembiayaan (Lanjutan)

KEBIJAKAN TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Kota Cilegon

Hasil

Kota Tangerang
Selatan

ditetapkan dengan SK kepala dinas yaitu SK Alokasi penerima dana BOK tahun
2015 no0.821/0524/kesga/2015. Baru tahun ini BOK dikelola di Kesga,
sebelumnya masih di Yankes.

Puskesmas non PONED : juknis BOK minimal 60% untuk KIA, tapi untuk tahun
2016 rencananya kami naikkan minimal ke 69% atau 79% untuk KIA

Kab Serang Untuk BOK, tiap puskesmas mengajukan rencana, lalu dibahas di dinas
kesehatan, setelah rencana disetujui, dibuat anggarannya
Puskesmas non PONED : puskesmas menentukan kegiatan lalu diverifikasi ke
dinkes, setiap seksi. BOK banyak untuk kegiatan luar gedung

Kab. BOK sesuai juknis, dari sekian menu disepakati program kegiatan yang prioritas

Pandeglang

Kab. Tangerang

BOK : jumlah besaran ditetapkan oleh Pusat /Kemenkes. Tapi jumlah besaran
tiap puskesmas ditetapkan sesuai POA yang diajukan oleh Puskesmas yang
kemudian dievaluasi oleh Dinkes, baru ditetapkan. Besaran tidak sama tiap-tiap
puskemas

Kota Serang

Untuk BOP (dana APBD) dan BOK ditentukan oleh kebijakan Kepala Dinas,
tergantung pada jumlah penduduk, jumlah posyandu, jumlah desa, dll di wilayah
kerja masing-masing Puskesmas.

Puskesmas PONED : sesuai PAGU dan tidak boleh bertabrakan antara JKN
dengan sumber dana lainnya. Kalau tidak ada dana JKN, diambilkan dari BOK
atau BOP untuk kegiatan seperti kunjungan risti atau gizi buruk

Kota Tangerang

BOK baru turun April, penggunaan sesuai dengan ketentuan dari kemenkes
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Tabel 4.14.
Hasil Wawancara mengenai Kebijakan dan Alokasi Pembiayaan (Lanjutan)

KEBIJAKAN TERKAIT BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS

Kabupaten/Kota Hasil

Kab Serang Ada BOP (bantuan operasional puskesmas) yang berasal dari APBD II, sudah ada
rambu-rambu penggunaannya

Puskesmas non PONED : dana BOP atau APBD Il kebanyakan untuk operasional
puskesmas, seperti air, listrik dan beberapa kegiatan program

Kab. Tangerang APBD : Puskemas mengajukan perencanaan melaui sistem DPA, di evaluasi dan
rapat bersama Dinkes dan Pemda, kemudian diputuskan oleh BPKAD

Kota Serang Dana BOP ditentukan melalui kebijakan dinas

Kota Tangerang | APBD digunakan sesuai prosedur yang ditetapkan Pemda

4.2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pelayanan
kesehatan. Dengan adanya program JKN diperlukan SDM khususnya tenaga kesehatan yang
memadai. Sebagian besar kabupaten/kota mengeluhkan kekurangan SDM kecuali kota
Cilegon dan Kab. Pandeglang yang menyatakan jumlah SDM cukup. Pada umumnya
rekrutmen SDM terutama PNS mengandalkan Pemda (BKD) sehingga dinas hanya bisa
mengajukan kebutuhan. Selain itu ada yang mengandalkan rekrutmen Tenaga Kesehatan
Sukarela (TKS) dari dinas kesehatan sementara ada juga kabupaten/kota yang menyatakan
pendanaan tenaga honorer tidak masalah, jadi bisa lebih leluasa merekrut tenaga baru.
Pada umumnya TKS di puskesmas mendapatkan jasa pelayanan dari dana kapitasi
sebagaimana tenaga kesehatan lain di puskesmas.

Jenis SDM vyang diperlukan pada umumnya berlatar belakang kesehatan seperti
tenaga medis dokter dan perawat, bidan, apoteker serta analis. Sedangkan SDM non
kesehatan justru dibutuhkan oleh sebagian besar kabupaten/kota khususnya untuk menjadi
bendahara atau pengelola keuangan JKN. Kondisi kekurangan tenaga keuangan ini
menyebabkan banyak bidan yang merangkap jabatan menjadi bendahara, SDM puskesmas
lain juga banyak yang memiliki tugas rangkap sehingga beban kerja lebih berat. Sebagian
Puskesmas PONED yang harus buka 24 jam dan ada 3 shift cenderung lebih mengalami
kekurangan tenaga kesehatan dibandingkan puskesmas non PONED (non perawatan).
Permasalahan SDM lainnya setelah adanya program JKN seperti dikeluhkan oleh beberapa
dinas kesehatan adalah banyaknya tenaga medis dokter, perawat dan bidan yang ingin
pindah ke puskesmas karena adanya jasa pelayanan di puskesmas, sedangkan di dinas
kesehatan tidak ada. Berikut pernyataan dari dinas kesehatan.

“Memang kenyataannya urusan BPJS menyita lebih dari 60% waktu yang ada di puskesmas
sehingga kegiatan-kegiatan yang lain relatif tersita. Setiap ketemu dengan teman-teman
puskesmas jawabannya seperti itu, karena bagi mereka menarik, ada duitnya. Kegiatan-
kegiatan banyak terfokus ke kuratif.” (kadinkes provinsi)

“Lebih banyak yang ingin ke puskesmas, berbondong-bondong inginnya ke puskesmas. Tapi
kita kan ada existing kebutuhan, jadi masing-masing tempat sudah diplot, kalau sudah cukup
ya harus di dinas.” (Informan Kota Tangerang Selatan)

“Mereka berpikir di dinas duitnya kecil, kerjaannya Banyak.” (Informan Kabupaten Serang)
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Tabel 4.15.
Hasil Wawancara tentang Sumber Daya Manusia

KECUKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

SDM secara umum tidak masalah, bahkan apoteker juga tidak kekurangan
Puskesmas non PONED : sangat kekurangan tenaga, tapi pengadaan TKS dari
Pemda dan bukan puskesmas yang membayar, jadi tidak bisa menentukan.

Kota Tangerang
Selatan

PNS rekrutmennya kurang, akhirnya membuka tenaga honorer sesuai kebutuhan
dan DPA per tahun
Puskesmas PONED :sebelum diberlakukan 3 shift sebenarnya masih cukup.

Kab Serang Tidak mengadakan honorer, penambahan SDM hanya berdasarkan usulan ke
BKD

Kab. Lebak

Kab. Setelah JKN ada penambahan tenaga kesehatan melalui TKS.

Pandeglang Puskesmas PONED :Bidan Desa bertambah,dari Tenaga Kesehatan Sukarela.

Karena sejak adanya era JKN jasa pelayanan dibayarkan sehinga bila ingin
menambah tenaga tidak bingung untuk mencarikan insentif.

Kab. Tangerang

Mengingat banyaknya jumlah puskesmas maka dibuat binwil untuk seluruh
puskesmas

Kota Serang

Tahun ini sudah ada moratorium sehingga tidak ada perpindahan SDM.
Puskesmas PONED : tenaga berkurang, bidan banyak yang berhenti

Kota Tangerang

Tidak ada penambahan SDM dan tidak ada tenaga bidan sukarelawan

SUMBER DAYA M

ANUSIA YANG BANYAK DIBUTUHKAN

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Kekurangan dokter karena jejaring puskesmas (pustu, pusling dan poskesdes)
diharapkan nanti akan dipegang langsung oleh dokter

Tenaga akuntansi professional

Puskesmas PONED : kekurang dokter dan bidan

Kota Tangerang
Selatan

Karena ada 21 puskesmas perawatan (puskesmas non DTP hanya 4) sehingga
harus buka 24 jam, kebutuhan lebih banyak tenaga medis dan perawat, kalau
bidan sudah banyak dan terpenuhi

Kab Serang Apoteker dan analis laboratorium

Kab. Lebak SDM belatar belakang administrasi pengelolaan pendanaan untuk mencegah
terjadinya kesalahan

Kab. Tenaga non kesehatan sebagai pengelola keuangan JKN

Pandeglang Puskesmas non PONED : tenaga khusus pengelola keuangan

Kab. Tangerang

SDM di puskesmas berlatar belakang kesehatan, padahal yang diperlukan adalah
ahli administrasi khususnya untuk pembuatan SPJ

Kota Serang

Bendahara puskesmas

Kota Tangerang

Kekurangan SDM honorer karena tidak diperbolehkan sejak JKN

MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Tidak ada masalah, justru dari RS yang banyak ingin pindah ke puskesmas.

Kota Tangerang
Selatan

lebih banyak yang ingin ke puskesmas, berbondong-bondong inginya ke
puskesmas.

Puskesmas PONED :Sekarang posbindu banyak tidak terlayani. Setiap hari kita
kurang 9 orang SDM yang terdiri dari 3 dokter, 3 perawat dan 3 bidan karena
ada yang baru lepas shift malam dan jaga. Posbindu yang dulunya tiap bulan,
sekarang menjadi 2 bulan sekali. timbul lagi masalah kalau ada rapat atau
kegiatan yang tidak terjadwal seperti yang sakit, ijin atau pelatihan jadi lebih

repot
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Lanjutan Tabel 4.15. Hasil Wawancara tentang Sumber Daya Manusia

MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA

Kabupaten/Kota Hasil

Kab Serang Ada yang pindah, tapi tidak banyak.

Kab. Pengelola keuangan JKN sebagian besar adalah tenaga fungsional senior yang
Pandeglang seharusnya jadi motivator. Perlu dipertimbangkan tenaga yang non kesehatan

untuk pengelola keuangan JKN apalagi jelang penerapan Puskesmas BLUD

Kab. Tangerang | Beberapa staf ingin pindah ke puskesmas karena jaspel dari dana kapitasi lebih
besar daripada dinkes

Kota Serang Bendahara di puskesmas sebagian besar bidan, sehingga program agak
terbengkalai dan kapasitas SDM terkait program KIA masih lemah

Puskesmas PONED : bidan berkurang, PTT tidak jelas perpanjangannya sehingga
tidak dapat gaji dan ditarik ke dinas. Kerja rangkap yang pemegang program dan
perawatan, ke lapangan, pagi dan sore.

Kota Tangerang | Baru ada 2 puskesmas yang melakukan persalinan, sehingga persalinan lebih
banyak ke BPS bahkan masih ada yang ke dukun bayi

4.2.3. Implementasi

Kunjungan untuk KIA setelah JKN secara umum di semua kabupaten/kota relatif
stabil, meskipun ada peningkatan tetapi tidak terlalu besar. Salah satu alasannya diduga
karena puskesmas dari dulu sudah melayani peserta jamkesmas atau PBI yang pada
umumnya lebih banyak datang ke puskesmas daripada klinik swasta. Untuk kota Tangerang
Selatan dan kota Cilegon yang sudah menerapkan pelayanan gratis dengan KTP juga
cenderung tidak mengalami kenaikan signifikan dalam kunjungan KIA. Hal ini berbeda
dengan kunjungan pasien umum yang cenderung meningkat dengan pelaksanaan JKN.
Dengan adanya jampersal sebelum JKN, ada peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan
karena tidak melalui K1 dan K4.

Dengan adanya program JKN ada harapan bahwa cakupan K1 dan K4 juga ikut
meningkat, dan kemudahan dalam merujuk ibu hamil. Demikian juga untuk program
imunisasi, sebagian besar puskesmas menyatakan tidak ada perubahan signifikan sebelum
dan sesudah JKN. Hanya ada satu puskesmas di Cilegon yang menyatakan pelayanan
imunisasi meningkat karena ada perpindahan pasien dari RS untuk mendapatkan imunisasi
di puskesmas.Untuk meningkatkan cakupan, salah satu puskesmas di Kota Tangerang
Selatan bekerjasama dengan RS dan Bidan praktek swasta dalam penyediaan vaksin dari
puskesmas dengan tetap melaporkan penggunaannya.

Dana JKN yang berupa kapitasi, khususnya alokasi dana operasional sebagian ada
yang menggunakan untuk program KIA seperti di Kota Cilegon. Pada umumnya dana
operasional sangat bervariasi penyerapannya, di beberapa kab/kota masih belum terserap
banyak seperti di Kota Tangerang Selatan. Penggunaan dana operasional dari kapitasi masih
ada yang ragu-ragu, tetapi ada yang sudah berani menetapkan seperti kab. Pandeglang, Kab.
Tangerang dan Kota Serang yang menggunakan untuk pembelian obat dan alkes bahkan ada
yang digunakan untuk biaya promotif preventif (perjalanan) dan ATK. Dana JKN yang
berkaitan langsung dengan program KIA adalah yang berasal dari dana non kapitasi
khususnya persalinan di puskesmas-puskemas PONED.

Dana BOK digunakan sesuai dengan ketentuan (juknis) yang ada dari pusat yang
diterjemahkan dalam menu yang ada di dinas kesehatan setempat. BOK digunakan untuk
menunjang program MDGs khususnya KIA, gizi dan kesehatan lingkungan. Pada umumnya
KIA mendapat porsi paling besar dari dana BOK yang digunakan K1, K4, kunjungan rumah
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untuk deteksi dini faktor resiko, PNC dan penjaringan Bumil risti, neonatus risti, IVA tes,
penjaringan anak usia sekolah, kelas balita, kelas ibu hamil, perjalanan posyandu, PMT gizi
buruk. Pada umumnya kabupaten/kota dan puskesmas berusaha menghindari terjadinya
pengganggaran kegiatan yang tumpang tindih antara dana BOK dan dana JKN maupun
APBD. Dana APBD pada umumnya digunakan untuk operasional yang tidak dapat dibiayai
oleh BOK dan JKN seperti pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor, pembiayaan
fasilitas-fasilitas kantor seperti listrik, air, internet, bensin.

Tabel 4.16

Hasil Wawancara tentang Pelayanan KIA dan Penggunaan Dana

KUNJUNGAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PERIODE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Masyarakat tidak terpengaruh karena menggunakan KTP masih gratis

Kota Tangerang
Selatan

Hampir sama baik pelayanan yang diberikan maupun masyarakat yang datang,
ke posyandu juga banyak. Dengan e-ktp masyarakat lebih mengarah ke
puskesmas

Kab Serang

Tidak meningkat secara signifikan

Kab. Lebak

Saat ini belum terlihat jelas peningkatan capaian terhadap pelayanan KIA.

Kab. Pandeglang

Ada kenaikan, tapi tidak terlalu besar. Output setelah JKN meningkat, tapi
kematian juga meningkat. Kemungkinan kendala internal seperti kemampuan
bidan memberikan pelayanan standar dan kendala eksternal yaitu akses, budaya
dan kekurangan dokter SpOG

Kab. Tangerang

Kunjungan KIA relatif stabil karena dari dulu melayani PBI. Penduduk yang jauh
dengan faskes memilih tidak pergi ke puskesmas, tapi lebih memilih ke bidan
praktek yang terdekat, karena biaya transportasi/ongkos yang dikeluarkan untuk
ke puskemas lebih besar.

Kota Serang

Cakupan hampir sama, tapi kalau dulu ada Jampersal itu agak meningkat, karena
tidak ada ketentuan harus melalui K1 dan K4 yang penting persalinan ditolong
oleh Nakes.Sekarang diharapkan K1 dan K4 juga meningkat.

Kota Tangerang

Untuk kunjungan sama saja karena disini sudah gratis

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Fokusnya jangan sampai terjadi apa-apa di saat persalinan. Untuk persalinan
normal pasien masih datang ke bidan dan tidak memakai jaminan BPJS.Saat ini
belum semua bidan bekerjasama dengan BPJS dan hanya 1 atau 2 bidan yang
sudah bekerjasama dengan klinik swasta.

Kota Tangerang
Selatan

Pelayanan sesuai dengan indikator yang ada. Rapat provinsi terkait KIA sudah
dilaksanakan di puskesmas: ibu, anak dan KB ditingkatkan untuk melayani
masyarakat. Kami di sini hp harus 24 jam, kadang ada sms komplain.

Kab Serang

Sama saja

Kab. Lebak

Dana sudah digunakan untuk peningkatan fasilitas di puskesmas seperti USG, lab
dan dental care. Sebagian besar untuk upaya kuratif

Kab. Pandeglang

Output setelah JKN meningkat, tapi kematian juga meningkat. Kemungkinan
kendala internal seperti kemampuan bidan memberikan pelayanan standar dan
kendala eksternal yaitu akses, budaya dan kekurangan dokter SpOG

Kab. Tangerang

Dengan adanya BPJS diharapkan peningkatan persalinan fasyankes untuk
mengurangi kematian ibu dan anak. Dengan adanya BPJS mempermudah
rujukan ibu hamil, dulu terkendala oleh 4 terlambat karena tidak ada dana

Kota Serang

Secara khusus untuk program KIA tidak ada, kalau bisa kita membuat pertemuan
tentang program yang di support oleh JKN di dinas.

Kota Tangerang

sama sebelum dan sesudah JKN, pelayanan biasa KIA. KB, Imunisasi.
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Lanjutan Tabel 4.16 Hasil Wawancara tentang Pelayanan KIA dan Penggunaan Dana

PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI DALAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Kapitasi : Sesuai SK Walikota ada 7 point promkes, kesling, gizi, KIA KB,
pengobatan, SIK dan Manajemen.

Non kapitasi sesuai manlak, untuk perawatan kalau yang puskesmas perawatan.
Kalau yang puskesmas tidak perawatan untuk ANC, PNC, pemeriksaan beberapa
laboratorium.

Kota Tangerang
Selatan

sesuai ketentuan untuk jaspel dan operasional, tapi untuk dana operasional
masih banyak belum terpakai.
Non kapitasi sesuai ketentuan, tapi masih di Kasda

Kab Serang

Untuk jasa pelayanan

Kab. Lebak

Puskesmas PONED : non kapitasi hanya dari persalinan dan sangat kecil,
persalinan bisa langsung merujuk ke RS dan banyak klinik swasta yang lebih
nyaman karena tidak melihat rujukan Pelayanan Kesehatan Dasarnya. Dana non
kapitasi sepenuhnya menjadi milik para bidan yang mengerjakan.

Kab. Pandeglang

Dana kapitasi dan non kapitasi sesuai dengan menu dalam perbup yang sudah
disederhanakan oleh dinas, lebih banyak ke UKP sehingga penyuluhan masih
kurang

Puskesmas PONED : 25% ada kegiatan seperti kunjungan rumah, pusling,
banyaknya dalam bentuk perjalanan, kemudian ada juga ATK, bahan habis pakai,
obat untuk alkes ada di perencanaan 2015

Kab. Tangerang

Kapitasi untuk jasa pelayanan (jaspel), pelatihan dll. Pemanfaatan jaspel 100%.
Sedangkan untuk yang 40% biasanya dipakai untuk kegiatan, atk, alkes,
pemeliharaan alat, kedokteran gigi, belanja obat-obat. Namun penyerapannya
bervariasi.

Non kapitasi tergantung klaim, digunakan untuk bidan terutama untuk yang
persalinan, ANC dan PNC, namun baru akan direalisasikan di agustus tahun ini

Kota Serang

Dana kapitasi 60% utk jasa pelayanan dan 40% untuk kegiatan preventif dan
promotif, pembelian obat bahan medis habis pakai dan alat kesehatan,
administrasi misalnya internet, speedy untuk mendukung operasional kesehatan
(IT).

Non kapitasi digunakan untuk jasa persalinan, jasa rawat inap, kunjungan ibu
hamil sampai PNC (pasca persalinan) dan tindakan lain misalnya KB.

Puskesmas non PONED :40 persen untuk kegiatan operasional. Itu untuk
kunjungan rumah, senam lansia 2 kali sebulan, penyuluhan kelompok, gizi
buruk-kurang, bank sampah, kunjungan kusta, cetak, ATK, bahan abis pakai,
obat.

Kota Tangerang

Sampai saat ini dana kapitasi hanya dimanfaatkan untuk yang jasa pelayanan,
sedikit untuk operasional seperti ATK. Untuk transport dan honor misalnya
honor sebagai pembicara kalau ada pertemuan itu tidak bisa. Bahkan kami
pernah mengadakan pertemuan untuk sosialisasi JKN ke penghuni lapas tapi
kemudian tdk diperkenankan, disarankan kalau mau buat kegiatan
narasumbernya dari luar puskesmas biar bisa diklaim anggarannya.
Penggunanaannya sesuai dengan aturan saja. Di Perwal PNS tidak berhak
mendapatkan transport, sehingga dalam pemanfaatan operasional JKN kami
tidak bisa memanfaatkan untuk kegiatan perjalanan (transport).
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Lanjutan Tabel 4.16 Hasil Wawancara tentang Pelayanan KIA dan Penggunaan Dana

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM KESEHATAN IBU DAN

ANAK

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Tangerang
Selatan

BOK terutama digunakan untuk KIA, untuk ibu, anak sekolah. Ada kunjungan
rumah untuk deteksi dini faktor resiko, PNC dan penjaringan Bumil risti,
neonatus risti, IVA tes, penjaringan anak usia sekolah, kelas balita, kelas ibu
hamil.

Puskesmas PONED : perjalanan posyandu, posbindu, penjaringan, kunjungan
bumil resti, PMT gizi buruk, TB, pembentukan PPKS, penyuluhan

Kab Serang

Untuk program

Kab. Lebak

Puskesmas PONED : Untuk alokasi dana BOK untuk kegiatan Promotif dan
Preventif (Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita, Kes Ling, Gizi)sesuai Juknis yang ada
kemudian di buat menjadi menu oleh Dinkes dan puskesmas tinggal
menggunakan mana menu yang sesuai

Puskesmas non PONED :sesuai dengan Instruksi untuk menunjang MDGs, maka
dikelompokkan menjadi Program Prioritas dan non Prioritas, Untuk yang
prioritas 80% dan Non Prioritas 20%.

Kab. Pandeglang

Sesuai juknis, ada kesepakatan menu prioritas

Kab. Tangerang

dalam rangka mencapai target MDG 1,4,5 : Untuk transport posyandu, kelas ibu
balita, kunjungan rumah pasien HIV, TB, PMT.

Puskesmas PONED : Penggunaan untuk kegiatan UKM, prioritas untuk KIA, Gizi,
Kesehatan Lingkungan

Kota Serang

BOK intinya di arahkan ke kegiatan UKM contohnya kunjungan K1 atau K4 atau
linakes, kelas ibu hamil, penyuluhan, immunisasi. Preventif dan promotifnya
dipilah dengan kegiatan yang dianggarkan JKN.

Kota Tangerang

Untuk dana operasional sesuai dengan juknis. Untuk kunjungan termasuk yang
KIA dicover dari dana Bok baik sebelum maupun setelah ada JKN.

PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS DALAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

APBD untuk operasional

Kota Tangerang
Selatan

Puskesmas PONED : APBD untuk operasional tapi lebih ke di dalam, misalnya
makanan pasien, petugas, alat kebersihan, pemeliharaan gedung, ATK, BMHP,
listrik, telepon, internet, kendaraan bermotor, service AC

Kab. Lebak

dana APBD untuk menunjang kegiatan administrasi dan operasional yang lain
Puskesmas non PONED :dana APBD lebih banyak untuk pemeliharaan gedung,
Listrik, Air dsb.

Kab. Pandeglang

APBD digunakan untuk kegiatan antara lain membangun puskesmas PONED

Kab. Tangerang

Penggunaan terbesar dana APBD untuk Jamkesda, kesga, ibu dan anak

Kota Serang

APBD diarahkan untuk kegiatan operasional Puskesmas, salah satunya BBM
Pusling, alat kebersihan, SPPD rapat dalam daerah (kegiatan intern didalam).

Kota Tangerang

Belum ada juknis, sehingga kesulitan atau khawatir bahwa kegiatan bisa
menggunakan dana JKN atau tidak. Belum bisa direalisasikan karena belum ada
Peraturan Walikota.

Contoh di dana JKN kami boleh pengadaan komputer tetapi untuk
pemeliharaannya tidak ada. Untuk AC tidak boleh diadakan, padahal kami perlu
untuk kenyamanan pelayanan pasien : disarankan di Musrenbang yang belum
jelas juga termasuk untuk alkes juga boleh, tetapi pemeliharaannya tidak boleh.
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4.2.4. Manfaat dan Evaluasi

Secara umum keberadaan dana kapitasi khususnya yang berupa jasa pelayanan telah
meningkatkan semangat kerja SDM vyang ada di puskesmas. Hal ini dinyatakan oleh
beberapa informan puskesmas bahwa para pegawai sangat rajin datang dan enggan untuk
ijin apalagi bolos mengingat potongan dana yang cukup besar. Selain itu kepala puskesmas
juga terus memantau capaian program JKN khususnya terkait kinerja puskesmas seperti
kasus-kasus rujukan yang diupayakan seminimal mungkinTerlepas dari itu semua, masih
diakui oleh sebagian besar kabupaten/kota bahwa manfaat secara langsung terhadap
program KIA maupun cakupan-cakupannya belum dapat dilihat. Namun diharapkan bahwa
dengan meningkatnya semangat kerja juga meningkat kinerja puskesmas dan pada akhirnya
ada peningkatan cakupan pelayanan program KIA. Evaluasi penggunaan dana JKN dilakukan
dengan dinas kesehatan setiap bulan dan setiap 3 bulan. Hal-hal yang dievaluasi antara lain
penyerapan, penggunaan, kinerja dan angka rujukan serta P-Care.

“Untuk yang lain-lain kami di dinkes mengarahkan untuk penyuluhan kaitan dengan ibu hamil
peserta BPJS, ujung-ujungnya UKP juga karena JKN lebih ke perorangan.Tapi sejauh ini belum
terlihat program JKN terhadap cakupan program.Kan harusnya mungkin masyarakat yang
sakit datanya lebih banyak. Orang hanya melihat dana kapitasi atau klaim, kalau seperti itu
kita tidak akan mampu, kalau UKM tidak berhasil, kalau promprev tidak berhasil. “(dinkes Kota
Tangerang Selatan)

“Secara umum program jaminan kesehatan Nasional ( JKN ) yang baru dilaksanakan pada
awal Januari 2014 memberikan dampak yang sangat positif terhadap cakupan pelayanan KIA
di puskesmas Rangkas bitung, begitu juga terhadap kesejahteraan karyawan, tampilan
puskesmas serta peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas”. Puskesmas PONED Kab.
Lebak

Adapun manfaat dana BOK terhadap program KIA sangat besar dalam pembiayaan
kegiatan-kegiatan UKM promotif dan preventif terutama posyandu, meskipun lebih banyak
untuk transport petugas. Menurut salah satu kab/kota pekerjaan yang didanai BOK adalah
kegiatan rutin yang “diuangkan” ada atau tidak BOK kegiatan-kegiatan tersebut tetap harus
berjalan. Seperti halnya dana JKN, sebagian besar kabupaten/kota belum mengkaji
keterkaitan antara dana BOK maupun APBD dengan keberhasilan program KIA. Evaluasi
untuk dana BOK belum pada tahun ini belum dilaksanakan karena proses pencairan dananya
terlambat.
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Tabel 4.17.

Hasil Wawancara tentang Manfaat dan Evaluasi dana JKN dan BOK

MANFAAT DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Kegiatan UKP

kesejahteraan SDM

Non kapitasi yang untuk perawatan, ANC, PNC otomatis terbantu hanya
tertunda dapatnya saja.

Kota Tangerang
Selatan

cakupan-cakupannya sudah bergerak, indikator-indikator tercapai. Puskesmas
sudah melakukan kegiatan sesuai yang diberikan. ANC dan PNC sudah termasuk
JKN. Selama ini laporan ANC, PNC berjalan baik, tidak ada komplain. Dinkes
mengarahkan untuk penyuluhan kaitan dengan ibu hamil peserta BPJS. Belum
terlihat keberhasilan JKN terhadap cakupan program

Kab Serang

Meningkatkan pendapatan jasa pelayanan

Kab. Lebak

Kab. Tangerang

Sangat bermanfaat, terutama dengan banyaknya tenaga TKS

Kab. Pandeglang

JKN tidak dikunci di UKP aja, sebetulnya juga untuk UKM. Yang 40% boleh
promotif preventif, tapi tidak dinyatakan untuk UKM. Tidak jelas, umumnya
digunakan untuk belanja obat, alkes sebagai penunjang UKP.

Kota Serang

Bisa meningkatkan kinerja Puskesmas dan diharapkan berdampak ke program
yaitu pencapaian target meningkat. Kalau JKN untuk program KIA, tidak terlalu
terlihat hasilnya. Termasuk di dinas dan Puskesmas.

Kota Tangerang

Untuk jasa pelayanan yang 2014 mengacu ke yang april 2014, sedangkan yang
untuk 2015 mengacu ke yang Agustus 2015 sehingga saat ini msh ada sisa dana
di rekening. karena misalnya kami bulan ini dapat 100 juta untuk jaspel itu dari
BPJS tapi karena aturannya harus mengacu ke yang agustus 2014 akhirnya yang
bisa dimanfaatkan hanya 85 juta,jadi sisa di rekening akan selalu bertambah
(saat ini sudah sampai 700 an juta)

EVALUASI PENGGUNAAN DANA KAPITASI

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

ada evaluasi setiap bulan dilakukan oleh bagian keuangan. Ada evaluasi 3
bulanan juga.

Kota Tangerang
Selatan

ada kegiatan rakor dengan puskesmas, yang dievaluasi adalah penyerapan,
penggunaan, kinerja dan angka rujukan serta P-Care. Biasanya dievaluasi oleh
dinas dengan turun langsung ke lapangan.

Kab Serang

ada tim validasi dengan SK Kadis

Kab. Pandeglang

Evaluasi dilakukan per triwulan dan tiap bulan ada pertemuan dengan
bendahara JKN puskesmas. evaluasi penyerapan dan realisasi keuangan
sedangkan kalau program itu dievaluasi ke masing-masing program

Kab. Tangerang

ada evaluasi dari dinkes. Di Dinkes dibentuk tim untuk 9 daerah binaan. Evaluasi
meliputi substansi dan spj. Tiap bulan dilakukan karena pertanggungjawaban
JKN setiap bulan harus dilaporkan

Kota Serang

Evaluasi bulanan pada saat pengajuan dan setiap tiga bulan melaksanakan
monitoring dan evaluasi ke puskesmas. Ada tim koordinasi (dinas terkait) tingkat
kota untuk monev ke Puskesmas

Kota Tangerang

Sistem yang sekarang sudah bisa, cuma kayak pengadaan alat harus
menggunakan e-katalog sedangkan untuk alat yang ada di pkm sudah tidak layak
sekali seperti tensi
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Lanjutan Tabel 4.17. Hasil Wawancara tentang Manfaat dan Evaluasi dana JKN dan BOK

MANFAAT DANA

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

BOK hanya untuk dana transpor (walaupun dana BOK bisa digunakan untuk
pemulihan, namun sulit SPJ nya). Tanpa BOK sebenarnya posyandu dan progam
kesehatan di sekolah tetap berjalan. Karena untuk transport sudah di sokong
dari puskesmas. Namun dengan adanya BOK diharapkan dapat lebih
bersemangat. Sebenarnya itu pekerjaan rutin yang diuangkan. Namun
terkendala oleh pencairan, karena dana BOK untuk Banten juga baru Cilegon
yang cair (bulan Juni).

Kota Tangerang
Selatan

BOK untuk pelayanan langsung ke masyarakat tapi lebih ke arah transport,
sudah tercapai dan ada dampaknya. Namun sejauh mana keberhasilan dari
dana BOK atau APBD belum dapat dilihat

Kab Serang meningkatkan dana untuk pelaksanaan program, namun apakah cakupan
meningkat karena BOK belum ada kajiannya

Kab. Dana BOK tentu sangat bermanfaat untuk mendukung pelayanan program

Pandeglang khususnya yang rutin seperti Posyandu

Kab. Tangerang

Sebelum ada BOK puskesmas sudah melakukan program wajib promotif
preventif. JKN membantu, tapi sulit melihat dampak langsung perbaikan target,
tidak berbanding lurus antara BOK dengan pencapaian MDG. Sumber dana
promkes puskesmas tidak hanya dari BOK, jadi tidak mudah mengkaitkan BOK
dengan pencapaian target

Kota Serang

BOK digunakan untuk mendukung kegiatan berorientasi UKM, misalnya kegiatan
posyandu, untuk KIA misalnya pengadaan kelas ibu hamil, kemitraan bidan dan
dukun, kunjungan risti dll. Kalau dari BOK sudah jelas ada menunya dan kita yang
buat juga, untuk lintas sektoralnya juga lebih jelas. Dalam satu kegiatan bila
diperlukan dari dinas bisa sebagai narasumber.

Kota Tangerang

BOK dimanfaatkan untuk memback up kegiatan kunjungan tetapi memang
hanya terbatas yang untuk MDGs.. Tahun 2015 BOK 97 juta, banyak manfaatnya
untuk kegiatan MDGs (kelas ibu, pembinaan balita, kunjungan bumil resti, itu
biasanya diprioritaskan , lokmin, lokbul)

MONITORING DA

N EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Ada dana monev sebanyak 2 kali (transpor pegawai). 2 orang x 8 pkm x 2 kali,
yang melakukan Dinas (KABID). 2 kali monitoring dalam setahun terasa kurang.
Pembinaan 1 x, Evaluasi 1 x dan 2 kali monitoring (4 x pertemuan). Tim BOK yang
melakukan Monev, untuk pembinaan dilakukan di dalam dinas. Yang datang
adalah Kapus dan pemegang program BOK (bendahara). Dari Dinas adalah
Satker, program, perencana dan kepala seksi

Kota Tangerang
Selatan

Ada sasaran per 5 tahun di puskesmas. Evaluasi setiap 3 bulan terkait POA,
penyerapan dan capaian dihubungkan dengan MDGs sesuai dengan yang
berkepentingan. Ada rapat bulanan puskesmas dan dievaluasi juga dari yandas
serta ada monev.

Kab Serang Tahun 2015 ada 2 kali evaluasi hasil kegiatan. Tahun 2014 ada 1 kali evaluasi,
namun tiap bulan biasanya puskesmas datang untuk konsultasi masalah spj dan
pelaksanaan kegiatannya.

Kab. Monev ada dilakukan setahun sekali (tahun 2014). Tahun 2015 akan dilakukan

Pandeglang monev ke puskesmas (2kali) dan pertemuan di dinas (2 kali). Pada saat

pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan program-program lain termasuk KIA
karena untuk laporan rutin capaian program

Kajian Pengaruh Prog

ram Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Program Kesehatan |bu dan Anak

77



Lanjutan Tabel 4.17. Hasil Wawancara tentang Manfaat dan Evaluasi dana JKN dan BOK

MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Kabupaten/Kota Hasil

Kab. Tangerang | Evaluasi dilakukan oleh Dinkes per bulan dimasing-masing unit, untuk evaluasi
per sektor per 3 bulan. Evaluasi dilakukan di Dinkes. Pertemuan per 3 bulan,
puskesmas dengan Dinkes. Dinkes dengan Pemda. Evaluasi tiap 3 bulan oleh
Bupati dan DPRD.

Kota Serang BOK belum bisa dievaluasi karena baru turun April, namun sudah dibuat rencana
kegiatan. Rencana awal Juli akan dievaluasi untuk 3 bulan ini (April-Juni).

Kota Tangerang | Evaluasi dalam bentuk pertemuan di Dinas Kesehatan

4.2.5. Hambatan

Sebagian besar kabupaten/kota tidak mengalami kesulitan dalam pencairan dan
pemanfaatan dana kapitasi untuk jasa pelayanan, tetapi kesulitan timbul dalam
pemanfaatan dana operasional. Berbagai keluhan tentang alokasi dana operasional tersebut
antara lain tidak adanya petunjuk teknis/domlak/susdur yang jelas tentang ketentuan
penggunaannya, menu penggunaan kurang fleksibel, perbedaan persepsi di tingkat pusat
antara kemenkes, kemendagri, BPK, LKPP dll. Di sisi lain penganggaran kegiatan tidak boleh
ada yang dobel dalam pendanaannya. Hal ini yang menyebabkan sebagian kabupaten/kota
baru bisa menggunakan dana untuk jaspel, sedangkan operasionalnya banyak yang belum
terserap. Ada kekhawatiran salah penggunaan dana operasional yang bisa menjadi temuan,
sehingga beberapa kabupaten/kota cenderung membiarkan dana tersebut menjadi SILPA
lagi. Bahkan untuk pembelian obat yang diperlukan puskesmas saja ada kesulitan karena
terbentur dengan ketentuan yang ada.

“Kebanyakan yang 40 untuk belanja banyak yang ragu-ragu menggunakan, kalo berkaitan
dengan uang dan tidak terlalu jelas biasanya dibiarkan saja. Ada semacam ketakutan dan
hampir semua. Sosialisasi ada 40 : 60 tetapi ada kendala, siapa yang akan belanjakan
puskesmas tdk bisa karena bukan skpd, kabupaten mau menggunakan juga ragu karena itu
uangnya puskesmas. Sebenarnya aturannya mempunyai hak belanja adalah skpd, puskesmas
bukan skpd.” (kadinkes provinsi)

“Untuk jasa pelayanan yang 60% tidak ada hambatan, yang jadi hambatan adalah
pemanfaatan dana kapitasi 40% yaitu untuk pembelian obat dan bahan medis habis pakai dan
alat kesehatan. Kita sudah sering berkordinasi dengan propinsi dan kementerian, sudah coba
mendatangkan dari Jakarta (IGM), tapi pas kita mengajukan pembelian obat agak lama,
sementara satu sisi kita harus memberi pelayanan kesehatan dengan segera, tapi terhambat

di pembelian obat. Alternatif yang dilakukan adalah bekerjasama dengan apotik disini (intinya
obat tersebut ada di fornas dan generik) namun harganya jadinya lebih mahal dari harga e-
katalog. Akhirnya dibuat satu kebijakan bahwa Puskesmas harus membuat telaah dulu jenis
obat yang kosong baik di Puskesmas dan di gudang dinas baru diajukan untuk membeli obat
tersebut. Selanjutnya dinas akan memesan ke apotek yang sudah ditunjuk, melalui SP.
Kemudian Puskesmas membayar ke rekening apotik tersebut.” (Dinkes Kota Serang)

“Kebijakan kapitasi waktu 2014 kita 80 : 20 persen. , tapi pada tahun 2015 diubah menjadi
60:40. Kenapa?Dengan 20 persen operasional itu sebenarnya uang masih numpuk karena
alangkah susahnya penggunaannya. Kita mau beli bangku ga bisa, sedangkan bangku ruang
tunggu kita udah reot kayak gitu. Tapi kan itu belanja modal jadi ga boleh. Jadi mungkin
semua puskesmas juga seperti Itu. SilPa silPa terus. Akhirnya tahun 2015 ini BOP kita diperkecil
jadi 40 persen karena yang ada di BOP itu dimasukkan ke dinas kesehatan ke JKN memakai
uang operasional.” (Puskesmas PONED Kota Serang)
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“Misalnya kita punya puskesmas tapi GG aja ga ada, OBH ga ada, amox syrup ga ada.ltu
pernah terjadi. Karena lelang dinas kesehatan pernah gagal. Pernah ya udah karena adanya
ambroxol semua yang batuk kasih aja ambroxol, mau diapakan lagi.”

(Puskesmas PONED Kota Serang)

“Sejak 2014 sampai bulan ini masih bimbang, jadi belum banyak dipakai.Tahun 2015 ini sudah
pernah dipakai untuk beli alkes.Pernah kami gunakan untuk promprev, untuk transport pasien
JKN sedangkan untuk BOK diarahkan untuk kepesertaan non JKN. Kita takut menyalahi aturan.
Sudah pernah dilakukan untuk promprev prolanis (DM dan HT), home visit gizi buruk, DBD
peserta JKN kita datangi. tapi kita takut double budget. “(Puskesmas non PONED Kota
Tangerang Selatan)

Kesulitan penggunaan dana operasional juga terkait dengan masalah e-catalogue vyaitu
dalam hal ketersediaan dan standar mutu barangnya.
“Kendalanya jika kita klik tidak ada barangnya. Pada waktu rakerkesnas kemaren kata orang
binfar nanti kalo di klik gak ada kita bisa di denda 8 kali..kenyataannya apa benar?Kadang-
kadang barang-barangnya tidak standar, spesifikasinya kurang jelas, contoh infus set
selangnya pendek ternyata tidak standar. Kalo tidak ada barangnya kita beli yang tidak e
catalog. Secara konsep ini benar, membantu pada saat pemeriksaan aman. Sayangnya ada
beberapa yang tidak standar dan berbeda. Seharusnya tingkat pusat itu ada stndarisasi
harusnya itu yang dibenahi. Alat sangat membantu sekali, spesifikasinya jelas kita tinggal
printkan serahkan ke dokter-dokter. Kalo alat cepat tetapi kalo obat lama“ (Kadinkes provinsi)

Permasalahan juga terkait dengan pembagian dana kapitasi di lingkungan internal
puskesmas, yaitu terjadi kecemburuan pembagian kapitasi karena adanya perbedaan poin
perhitungan. Menurut Kepala Dinkes Provinsi Banten adanya jasa pelayanan untuk mereka
yang melaksanakan UKP menyebabkan kecemburuan.

“.. yang melaksanakan UKP lebih banyak dapatnya dibanding dengan yang melaksanakan

UKM dan itu kelihatan. Sebenarnya menurut saya dana kapitasi seharusnya dalam

pembagiannya tidak dilepas begitu saja ke puskesmas, seharusnya dikatakan ke puskesmas

harusnya dikatakan ini dana kapitasi adalah dana puskesmas, bukan dikotomi UKM dan UKP.

Tapi satu sisi puskesmas tidak merasa rugi, kalo mereka tidak banyak melakukan UKM tidak

merasa rugi, karena tdk ada filosofi kalo dicegah itu maka yg dilayani akan sedikit. Karena

melayani banyak juga tidak masalah karena obat juga ada.” (Kadinkes provinsi)

“Kadang kecemburuan terhadap poin terlalu tinggi ya. Misalnya untuk dokter dan bidan saja
kan bedanya cukup jauh”. (Puskesmas non PONED Kota Serang)

Dana non kapitasi di sebagian besar kabupaten/kota terhambat dalam pencairannya,
karena memerlukan waktu 3 bulan, 5 bulan sampai 1 tahun.Hal ini tentu tidak nyaman bagi
pelaksana pemberi layanan kesehatan terutama bidan.Kadang ada persalinan yang tidak
bisa dibayarkan klaimnya karena peserta mandiri hanya membayar satu bulan, dan ketika
diklaim ternyata kepesertaannya sudah tidak aktif.Ada beberapa bidan yang menyatakan
bahwa system pembayaran jasa persalinan lebih mudah pada saat jampersal.

“Dana non kapitasi kan alurnya panjang.Bagian KIA memeriksa kelengkapan untuk pencairan
dananya.Kemudian saya serahkan ke bendahara JKN Puskesmas untuk membuat
rekapan.Turunnya itu banyak juga alurnya. Ga kayak yang kapitasi. Dari BPIS sendiri sudah
mengakui sih kalau kan memang ada ribuan. Harus di cek satu satu dulu sehingga
memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau ada yang ga sesuai persyaratannya nanti BPJS
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email ke kita. Kita cek lagi nanti kita kirim balik ke BPJS untuk membetulkan. Nanti kalau
uangnya sudah ada, akan ditransfer ke Kasda dulu kemudian ke dinas baru ke kita. Keluarnya
juga ga sesuai bulan itu juga.Tahun ini baru sekali yang bulan januari saja. Itu juga belum
sampai ke penolong persalinan, baru di dinas kabarnya sudah cair. Kita laporan sudah sampai
mei diajukan. Laporan tiap tanggal 5 diserahkan. Padahal persalinan kan butuh tenaga yang
tinggi, capeknya juga iya” (Puskesmas PONED Kota Serang)

“Saya salah satu orang kehilangan dengan tidak adanya Jampersal.dulu bidan semangat
menolong persalinan dengan adanya Jampersal, kalau sekarang BPM atau BPS tidak bisa
klaim langsung ke BPJS, harus melalui FKTP swasta, kalau masuk ke rekening FKTP swasta,
mau tidak mau bidan kena biaya administrasi. kalau mau masuk ke rekening kita puskesmas,
dia butuh satu tahun untuk menunggu pencairannnya karena harus masuk ke DPA Dulu.”
(Dinkes Kota Cilegon)

Untuk dana BOK pada umumnya tidak ada kesulitan dalam penggunaannya dan dapat
terserap dengan baik, hal ini karena petunjuk pelaksanaan BOK sudah jelas. Dana BOK lebih
banyak digunakan untuk transport petugas karena untuk pembiayaan lain meskipun bisa
tapi SPJ nya ada yang menyatakan sulit. Ada kabupaten/kota yang menyatakan bahwa dana
BOK masih kurang tetapi ada juga yang menyatakan tidak memerlukan lagi dana BOK.
Permasalahan dana BOK adalah keterlambatan dalam pencairannya, yaitu pada tahun ini
baru turun bulan April dan tidak berlaku surut, sehingga kegiatan yang bisa dibiayai hanya 9
bulan sampai Desember.

“Dana BOK saat ini belum turun kaena dana dana yang lebih dari 500 juta di KPPN hanya bisa
dicairkan setelah menggunakan aplikasi SPAN yang baru saja disosialisasikan. Sistem ini masih
baru sehingga petugas nya juga masih mencoba. Dana dari APBN sekarang masuk lewat Bank
BRI. Sehingga ini juga butuh waktu untuk semua kepala puskemas /44 membuka rekening BRI,
membuka NPWP juga. Hal ini juga butuh waktu sehingga dana BOK terlambat dicairkan tahun
ini.” (Dinkes ab. Tangerang)
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Tabel 4.18.

Berbagai Hambatan dalam Penggunaan Dana JKN,BOK dan APBD

KESULITAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Sebagian besar yang dicairkan itu jaspel, sebelum ada kapitasi untuk
operasional sudah ditanggung APBD, dan tidak boleh dobel. Yang 40%
tetap disimpan, tapi yang dicairkan jaspel.

Kota Tangerang Selatan

Pengelolaan keuangan JKN dan pengelolaan keuangan daerah beda
mekasnime sehingga menghambat pencairan dan pemanfaatan dana.
Ada ketakutan untuk pemanfaatan, di Tangsel sangat ketakutan,
akhirnya banyak SILPA 2014. Selain itu harus ada KPA dan PPK.

Ada keterbatasan di Permenkes 29 untuk pemanfataan dana kapitasi,
akhirnya kegiatan yang bisa dilakukan sangat terbatas

Kab Serang

kurangnya pejabat pengadaan barang dan jasa

Kab. Pandeglang

Tidak ada kesulitan, hanya terkait menu masih sangat terbatas, mungkin
lebih baik jika ada slot menu yang fleksible
Puskesmas

Kab. Tangerang

Ada ketidakpastian penggunaan yang 40% untuk prom prev, perlu
definisi kegiatan UKM. Juknis JKN tidak jelas, takut diperiksa BPK

Kota Serang

kesulitan pemanfaatan dana kapitasi yang 40% yaitu untuk pembelian
obat dan bahan medis habis pakai dan alat kesehatan. Kita harus
memberi pelayanan kesehatan dengan segera, tapi terhambat di
pembelian obat.

Puskesmas non PONED : kecemburuan alokasi dana kapitasi

Kota Tangerang

Tidak ada karena sudah jelas aturannya

KESULITAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Tidak ada hambatan, hanya tertunda karena masuk dulu ke kas daerah
setelah itu diambilnya harus dengan DPA. Jadi pembayaran jasa ke bidan
baru diterima setahun kemudian

Kota Tangerang Selatan

Tidak ada masalah. Tapi dana non kapitasi tahun 2014 belum cair sampai
saat ini

Kab Serang pencairan dari kasda sulit, baru 3 puskesmas yang bisa dicairkan
klaimnya itupun baru sampai desember 2014
Kab. Lebak dana non kapitasi yang merupakan klaim puskesmas terdapat

keterlambatan pembayarannya sampai menjelang akhir tahun anggaran,
namun secara keseluruhan tercover tanpa ada penunggakan

Kab. Tangerang

Tidak ada kesulitan

Kota Serang

Di BPJS data diverifikasi, namun prosesnya lama. Klaim diajukan tiap

bulan oleh Puskesmas. Dan kenyataannya waktu pencairan mulai dari
pengajuan sampai ke pencairan kurang lebih 5 bulan. Pencairan baru
terjadi 1 kali untuk pengajuan januari-Juni.

Puskesmas PONED :Kebanyakan memang untuk yang pakai persalinan
yang BPJS nya baru bayar sekali, jadi waktu di klaim di verifikasi BPJS nya
udah ga aktif. Nanti kalau ga bisa di klaim ya anggap aja kerja sosial. Lahir
bulan januari masih aktif. Cair bulan juni udah ga pada aktif.Sekarang
yang kita juga kalau untuk rujukan bayi misalnya. Dari hamil sudah kita
wanti wanti kalau segera bayinya dimasukkan.
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Lanjutan Tabel 4.18. Berbagai Hambatan dalam Penggunaan Dana JKN,BOK dan APBD

MASALAH PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Kabupaten/Kota Hasil

Kota Tangerang Selatan | Baru pencairan untuk April, Mei, Juni

Kab Serang Lebih mudah karena sudah terbiasa

Kab. Lebak Dana BOK masih dirasakan kurang

Kab. Tangerang Anggaran BOK kecil, harusnya tergantung lokasi puskesmas, bervariasi
sesuai jumlah posyandu. Penentu pembagian anggaran BOK dilakukan
oleh dinkes.

Kota Serang Dana BOK sudah rutin tiap tahun, namun kendalanya juknis turun di

triwulan 2, untuk tahun ini baru turun di April sehingga kegiatan yang
tercover hanya April-Desember yang seharusnya penuh 1 tahun. Kalau
pemanfaatan tidak ada masalah karena disesuaikan dengan SSA daerah,
misalnya transport kunjungan ke Posyandu, biaya konsumsi.

Kota Tangerang Kalau dana Bok dan APBD tidak sulit, semua sudah jelas juknisnya ada.

Kota Serang Dana APBD dengan adanya dana kapitasi ini menjadi berkurang, misalnya
untuk obat itu dulu besar sekarang menjadi berkurang. Tapi mungkin
nanti akan kita dorong APBD bisa full 10% dari anggaran kota. Anggaran
kapitasi akan kita arahkan ke kegiatan yang tidak didanai oleh APBD.
Pencairan dana APBD dari dinas ke kas daerah, kas daerah langsung ke
bendahara dinas.

Kota Tangerang Kalau dana BOK dan APBD tidak sulit, semua sudah jelas juknisnya ada.

4.2.6. Penilaian dan Saran

Pada umumnya dinas kesehatan dan puskesmas menilai dana kapitasi sudah cukup.
Sedangkan untuk dana BOK ada kabupaten/kota yang menilai bahwa BOK tidak perlu lagi
seperti Kota Tangerang Selatan yang menyatakan bahwa pendanaan APBD Il sudah sangat
memadai, ditambah dengan kapitasi.

Adapun beberapa saran yang disampaikan oleh pihak dinas kesehatan yaitu terkait
dengan alokasi untuk dinkes dalam dana JKN. Pihak dinkes memang tidak ada dalam skema
pembiayaan kapitasi meskipun perannya besar. Selain itu diharapkan juga agar menu
penggunaan dana operasional dari kapitasi tidak kaku untuk menghindari pendanaan dobel
anggaran.

“Ada beberapa jalan keluar misalkan puskesmas ditetapkan jadi skpd jadi bisa belanja sendiri.
Ataupun kalo bukan skpd dibuat aturan bahwa puskesmas bisa mandiri.“(kadinkes provinsi)

“Pola pembiayaan yang nyaman utk KIA itu sebenernya saling menginformasikan artinya
jangan membatasi menu, walalupun memang sudah aturan (ada Perbupnya) tetapi seringkali
saat pelaksanaannya dimungkinkan ada menu yang fleksible yang dapat mencakup berbagai
kegiatan misalnya untuk KR warga yang sakit sebelumnya harus dilakukan Penyelidikan
epidemiologi (PE) dulu begitu : artinya menunya tidak kaku : ada sub menu yang flesible bisa
digunakan untuk banyak kegiatan : seperti masih banyak penyakit berbasis lingkungan : shg
sblm dikatakan wabah kita bisa menekan. “(Puskesmas non PONED Kab. Pandeglang)

“APBD sebaiknya jangan dikurangi karena ada JKN.Yang tadinya 10 juta untuk puskesmas
sekarang jadi 3.6 juta. Kenapa dana itu dikurangi. Puskesmas jadi susah juga bergerak karena
BOP nya sedikit. Kita juga ga bisa sembarangan ambil ya karena ada ketentuan dari
dinas.“(Puskesmas non PONED Kota Serang)

Kajian Pengaruh Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Program Kesehatan |bu dan Anak

82



“Kita harapkan jangan terjadi double dana. Kalau BOK dan JKN sama-sama APBN ya salah
satu saja tidak perlu JKN dan BOK. Harus jelas juknis untuk menggunakannya supaya jelas

kegiatan untuk meningkatkan capaian semua program.

Pernah kami lakukan untuk

masyarakat peserta JKN berupa seminar prolanis dan penyakit menular dengan dana kapitasi
JKN, peserta datang dapat snack 25 ribu, makan 35 ribu, transport setengah hari 85 ribu kalau
full day 100 ribu. ini juga kita melanggar aturan karena belum ada PPK dan KPA. tapi setelah
Mei kita hentikan karena di LKPP menyatakan semua harus melalui PPK dan KPA.” (Puskesmas
non PONED Kota Tangerang Selatan)

Tabel 4.19

Penilaian dan Saran tentang Pendanaan Program KIA

PENILAIAN KECUKUPAN DANA

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Apabila ada dana kapitasi cair paling tidak 40% maka akan lebih dari
cukup. Bahkan beberapa puskemas menolak BOK, karena APBD sudah
besar.

Kota Tangerang Selatan

kalau untuk di Tangsel sangat-sangat cukup, sudah melebihi untuk dana
JKN, APBD dan BOK. Bahkan kalau bisa tidak usah ada BOK lagi

Kab Serang

Ada Kapitasi, BOK, BOP (APBD Il), cukup banyak. Ditambah klaim non
kapitasi. Paling banyak dana JKN

Kab. Pandeglang

Secara jumlah bisa dikatakan cukup bahkan berlebih

Kab. Tangerang

Penggunaan dana BOK sudah cukup untuk promotif preventif,tapi masih
kecil jumlahnya perlu ditingkatkan

Kota Serang

Untuk anggaran di Puskesmas termasuk JKN, BOK dan APBD sudah
cukup. Tapi karena perbedaan karakteristik dari jumlah penduduk,
jumlah kepesertaan JKN, jadi anggarannya berbeda ada yang besar ada
yg kecil

Puskesmas PONED : BOP jadi berkurang 50% karena ada dana JKN

Kota Tangerang

kalau tidak ada anggaran BPJS, maka anggaran di puskesmas kurang, dari
dinas sudah banyak dana. Jika dinilai cukup, bisa dikatakan cukup tetapi
masih banyak pula kegiatan lapangan khususnya yang belum terbiayai

PENILAIAN TENTANG DANA KAPITASI

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Tangerang Selatan

kalau kapitasi untuk PNC dan ANC sudah cukup/ dari dinkes tidak ada
dalam dana JKN. Hal ini sudah dikeluhkan ke KPK. Katanya harusnya bisa
dianggarkan dari APBD.

Kab Serang

Dana JKN banyak di PKM, PKM bingung, membeli selain jasa
pelayanannya bagaimana. JKN ada di PKM tapi tidak untuk dinkes,
padahal dinkes mengurus juga. Dinkes kekurangan dana JKN

Kota Serang

Untuk kapitasi 60% untuk jasa pelayanan tidak ada masalah, namun yg
40% masih banyak yang belum dimanfaatkan thn 2014 sekitar 2 milyar
masih mengendap di rekening 16 Puskesmas di kota Serang

Kota Tangerang

Untuk pembagian jasa pelayanan tidak ada konflik internal, kami
mengacu dengan Perpres saja. Kemarin sempat terpikir bagaimana jika
jasa pelayanan 100% saja karena kami bingung yang ini tidak boleh yang
itu tidak boleh juga ya sudah 100% saja untuk jasa pelayanan.
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Lanjutan Tabel 4.19 Penilaian dan Saran tentang Pendanaan Program KIA

PENILAIAN TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Kabupaten/Kota

Hasil

Kota Cilegon

Masalah utama dari KIA adalah SDM yang berkualitas secara profesional
dan hati. Dalam hal ini dana BOK tidak bisa dipakai. Padahal diharapkan
BOK dapat dipergunakan untuk memberdayakan SDM (keterampilan).

Kota Tangerang Selatan

Kita maunya BOK tidak diterima supaya tidak ada tumpang tindih, padahal
tahun depan mau ditambah 2 kali lipat.

Kab Serang

Untuk BOK dibuat pilihan kegiatan: Lokakarya bulanan, posyandu,
penjaringan sd-smp-sma, bias, kelas ibu, kunjungan rumah, penyuluhan,
pendataan, ukgs, penyegaran kader, imunisasi, jumantik dan pmt
gizburkur. Yang memilih adalah pkm dengan melihat prioritasnya seperti
cakupannya masih rendah. Tiap seksi ada bimtek dan tiap seksi ada
evaluasi.

Kab. Pandeglang

Dana BOK bagaimanapun sifatnya bantuan, artinya jika memang tidak atau
kurang cukup ditanggulangi APBD. Sejauh ini BOK sangat bermanfaat

Kab. Tangerang

Butuh dana KIA lebih besar untuk pelatihan APN ke bidan, pelatihan
penanggulangan kegawatdaruratan neonatal, unutk meningkatkan skill
bidan. Sebetulnya bisa dari APBD, namun APBD terbatas

Kota Serang

Kedepan semoga APBD tidak dikurangi, APBD tetap harus meningkat.

Kota Tangerang

BOK karena MDGs yang kami prioritaskan. Kalau secara unitcost ya jelas
tidak cukup tapi kami buatkan prioritas.

SARAN
Kabupaten/Kota Saran
Kota Cilegon Dengan adanya kapitasi, puskesmas menjadi mengejar kuratif dan

keberatan untuk diundang dalam pelatihan. Hal ini harus didanai terpusat.
Apabila kapitasi sudah jalan maka orang puskesmas mendapat jasmed
(60%) dan tentunya jauh lebih besar dari yang didapat oleh orang dinas.
Kecemburuan sosial akan terjadi. Apabila kapitasi sudah jalan, diharapkan
BOK tidak sekedar cover transpor. Diharapkan BOK dapat digunakan oleh
orang Dinas. Apabila kapitasi berjalan maka BOK mungkin tidak akan ada
apa-apanya.

Kota Tangerang Selatan

dinas harusnya ada porsi dari JKN karena kaitan dengan peraturan, SDM.
Untuk dana JKN kegiatannya harus diperluas untuk penyerapan dan daya
ungkit. Untuk menyerap dana JKN tidak perlu BOK. Namun kapitasi
sekarang penggunaannya sangat terbatas, kurang luwes. harusnya dana
kapitasi berbasis kinerja, tidak stabil jumlahnya begitu terus.

pusat harus membuat susdur yang jelas tentang penggunaan dana JKN.
Untuk penyerapan kami sangat ketakutan dengan mekanisme keuangan
daerah dan JKN karena JKN bertentangan dengan DPPKAD

Kab Serang

Pihak dinkes sudah mengadu ke kepala dinas tentang upt pembiayaan yang
juga bekerja untuk jkn namun tidak mendapatkan uang dari jkn.

JKN kalau bisa lebih fleksibel, 40% untuk operasional, kesamaan persepsi
dariinspektorat, irjen, bpkp, bpk, kpk tentang dana jkn boleh untuk
kegiatan program. selama ini ada dikotomi kalau program hanya boleh dari
dana bop atau bok, kalau jkn hanya untuk jasa pelayanan

Kab. Lebak

kerja sama antara Dinkes dan BPJS serta FKTP perlu ditingkatkan dan
secara rutine diperbaiki baik yang berupaa teknis medis administrasi
maupun keuangan sehingga pemberian pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dapat ditingkatkan
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Lanjutan Tabel 4.19 Penilaian dan Saran tentang Pendanaan Program KIA

SARAN

Kabupaten/Kota

Saran

Puskesmas PONED : dana kapitasi diusulkan untuk bisa dipergunakan
untuk kebutuhan penujang terutama untuk kenyamanan pelayanan di
puskesmas serperti pembelian AC dan sarana ruang tunggu guna
meningkatkan tampilan puskesmas layaknya klinik swasta karena kita akan
terus bersaing dengan pelayanan swasta dalam pelayanan pengobatan
(UKP) disamping tetap tidak mengsampingkan UKM yang merupakan
tugas pokok puskesmas

Kab. Pandeglang

harusnya pendanaan persalinan tidak hanya untuk peserta JKN tetapi
seperti jampersal saja, lebih nyaman utk bidan

Kab. Tangerang

Agar tunjangan di kesehatan beda dengan yang lain, karena mengabdi dan
kerjaan lebih berat

JkN tidak dikunci di UKP aja, sebetulnya juga untuk UKM. Yang 40 boleh
promotif preventif tapi tidak dinyatakan untuk UKM. Agar tidak salah

penggunaan anggaran, agar diatur dalam juknis seperti BOK. Penggunaan
40 UKM tidak jelas, umumnya digunakan untuk belanja obat, alkes sebagai
penunjang UKP. Promosi dan prevensi murni dari BOK.

Kota Serang

Dana BOK diharapkan turun diawal tahun anggaran.

Kiranya ada pembiayaan yang mendukung peningkatan SDM melalui
pelatihan-pelatihan baik tim dinas maupun Puskesmas misalnya APN, BBLR,
Asfiksia. Kami memang mengadakan pelatihan juga, tapi hanya 8 orang dari
16 Puskesmas. Kendalanya banyak petugas yang dilatih pindah ke
Kabupaten lain, ataupun tenaga yang masuk ke kota Serang namun tidak
terlatih. Pelaksananya boleh propinsi ataupun Pusat.

Puskesmas non PONED : APBD jangan dikurangi

Kota Tangerang

di lengkapi alat-alat untuk rutinitas pelayanan pasien-pasien BPJS, ada
share bareng antara pemegang kebijakan JKN dengan pemegang program.
Harus ada edukasi atau sosialisasi untuk pemegang kartu BPJS baik itu
dalam bentuk iklan. Seharusnya untuk menjembatani antara puskesmas
dengan Pemda, Dinkes mengambil peran besar terutama mungkin perlu
segera dibuatkan juknis, karena saat ini kami tdk punya kekuatan apa-apa
untuk pelaksanaan teknis kegiatan JKN

4.3. Hasil Univariat

Terdapat 16 puskesmas yang menjadi lokasi penelitian. Dipilih 2 puskesmas di setiap
kabupaten/kota di Provinsi Banten, 7 puskesmas Non Rawat Inap dan 9 puskesmas Rawat
Inap. Ditinjau dari statusnya, 9 puskesmas merupakan Puskesmas PONED dan 7 puskesmas
merupakan Puskesmas Non PONED. Salah satu puskesmas Non Rawat Inap di Kabupaten
Lebak merupakan Puskesmas PONED.
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Status dan Jenis Puskesmas Lokasi Penelitian, 2014

Tabel 4.20.

No Kabupaten/Kota Puskesmas Jenis Puskesmas Status Puskesmas
1 Kota Serang Serang Kota Rawat Inap PONED
Unyur Non Rawat Inap Non PONED
2 | Kabupaten Pandeglang Cimanuk Rawat Inap PONED
Cikupa Non Rawat Inap Non PONED
3 Kabupaten Serang Ciruas Rawat Inap Non PONED
Anyar Rawat Inap PONED
4 | Kota Cilegon Ciwandan Rawat Inap PONED
Cilegon Non Rawat Inap Non PONED
5 | Tangerang Selatan Pamulang Rawat Inap PONED
Ciputat Non Rawat Inap Non PONED
6 | Lebak Rangkasbitung Non Rawat Inap PONED
Mandala Rawat Inap PONED
7 Kabupaten Tangerang Tigaraksa Non Rawat Inap Non PONED
Balaraja Rawat Inap PONED
8 | Kota Tangerang Cipondoh Non Rawat Inap Non PONED
Tabel 4.21.
Keberadaan kendaraan operasional di Puskesmas Lokasi Penelitian, 2014
Jumlah Kendaraan bermotor dalam kondisi baik dan
Jumlah difungsikan
No Puskesmas | Kelurahan Kendaraan Kendaraan
dan Desa roda 2 Pusling Ambulans Roda 4 lainnya
1 | Serang Kota 3 12 1 1 0
2 | Unyur 2 5 0 1 0
3 | Cimanuk 11 3 0 1 0
4 | Ciruas 15 15 1 0 0
5 | Anyar 12 13 1 0 0
6 | Ciwandan 6 9 0 1 0
7 | Cilegon 5 9 0 1 0
8 | Pamulang 4 7 0 1 1
9 | Ciputat 2 5 0 1 0
10 | Rangkasbitung 5 0 1 0 0
11 | Mandala 6 2 1 0 0
12 | Tigaraksa 7 4 0 1 0
13 | Balaraja 6 3 2 0 0
14 | Cipondoh 3 2 1 0 0
Hampir seluruh puskesmas memiliki kendaraan roda 2 (kecuali Puskesmas

Rangkasbitung).Seluruh puskesmas telah dilengkapi dengan puskesmas keliling roda empat
dan atau ambulans.Hanya Puskesmas Pamulang yang memiliki kendaraan roda 4 lainnya.
Seluruh puskesmas telah menjalankan Program P4K (Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), penempelan stiker pada rumah ibu hamil, dan

Antenatal Terintegrasi.Tidak ada kegiatan kemitraan bidan dan dukun bayi di Puskesmas

Pamulang dan Cipondoh.Hanya Puskesmas Pamulang yang tidak menjalankan Kelas lbu
Hamil dan Nifas pada tahun 2014.
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Tabel 4.22.
Keberadaan Program Kesehatan lbu dan Anak di Puskesmas Lokasi Penelitian, 2014

Kemitraan Keberadaan Antenatal
No Puskesmas P4K Stiker bidan dan Kelas lbu Terintegrasi
dukun bayi Hamil dan
Nifas
1 | Serang Kota Ada Ada Ada Ada Ada
2 | Unyur Ada Ada Ada Ada Ada
3 | Cimanuk Ada Ada Ada Ada Ada
4 | Cikupa Ada Ada Ada Ada Ada
5 | Ciruas Ada Ada Ada Ada Ada
6 | Anyar Ada Ada Ada Ada Ada
7 | Ciwandan Ada Ada Ada Ada Ada
8 | Cilegon Ada Ada Ada Ada Ada
9 | Pamulang Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
10 | Ciputat Ada Ada Ada Ada Ada
11 | Rangkasbitung Ada Ada Ada Ada Ada
12 | Mandala Ada Ada Ada Ada Ada
13 | Tigaraksa Ada Ada Ada Ada Ada
14 | Balaraja Ada Ada Ada Ada Ada
15 | Cipondoh Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

Terdapat 10 puskesmas yang melakukan kegiatan pertolongan persalinan di dalam
gedung pada tahun 2013.Kondisi ini berubah pada tahun 2014, dimana puskesmas yang
memberikan kegiatan pertolongan persalinan menjadi 11 puskesmas.Puskesmas Mandala
merupakan puskesmas yang pada tahun 2013 tidak memberikan pertolongan persalinan di
dalam gedung berubah menjadi memberikan pertolongan persalinan di dalam gedung pada
tahun 2014.

Dari sisi jumlah pertolongan persalinan yang diberikan, tidak ada pola tertentu
antara tahun 2013 dan 2014, terdapat puskesmas yang mengalami peningkatan jumlah
pertolongan persalinan di dalam gedung, penurunan jumlah, dan bahkan ada yang relatif
sama. Khusus untuk Puskesmas Mandala, pada tahun 2014 sudah ada 32 ibu yang bersalin
di puskesmas.
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Tabel 4.23.
Jumlah Pertolongan Persalinan di Puskesmas Lokasi Penelitian Tahun 2013 dan 2014

Melayani Pertolongan Persalinan | Jumlah Pertolongan Persalinan

No Puskesmas
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2014

1 Serang Kota Ya Ya 204 241
2 Unyur Ya Ya t.ad t.ad
3 Cimanuk Ya Ya 111 125
4 Cikupa Tidak Tidak 0 0
5 Ciruas Ya Ya t.a.d 1560
6 Anyar Ya Ya 1022 966
7 Ciwandan Ya Ya 790 862
8 Cilegon Tidak Tidak 0 0
9 Pamulang Ya Ya 250 165
10 | Ciputat Tidak Tidak 0 0
11 | Rangkasbitung Ya Ya 122 159
12 | Mandala Tidak Ya 0 32
13 | Tigaraksa Tidak Tidak 0 0
14 | Balaraja Ya Ya 364 330
15 | Cipondoh Ya Ya 262 262

Tidak semua puskesmas melakukan kegiatan Audit Maternal dan Perinatal (AMP),
baik pada tahun 2012, 2013, maupun 2014.Terdapat 7 puskesmas yang setiap tahun
melakukan kegiatan AMP pada kurun waktu tersebut.Sebagian besar puskesmas yang tidak
melakukan kegiatan AMP dikarenakan tidak adanya kasus.

Tabel 4.24.

Keberadaan Audit Maternal Perinatal di Puskesmas Lokasi Penelitian
Tahun 2012, 2013 dan 2014

Keberadaan Audit Maternal Perinatal (AMP)

No Puskesmas Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
1 Serang Kota Ada Ada Ada

2 Unyur Tidak ada Ada Tidak ada
3 Cimanuk Ada Ada Ada

4 Cikupa Ada Ada Ada

5 Ciwandan Ada Ada Ada

6 Cilegon Ada Ada Ada

7 Pamulang Tidak ada Ada Ada

8 Ciputat Ada Tidak ada Tidak ada
9 Rangkasbitung Tidak ada Ada Ada
10 Mandala Tidak ada Tidak ada Tidak ada
11 | Tigaraksa Tidak ada Ada Ada
12 Balaraja Ada Ada Ada
13 | Cipondoh Ada Ada Ada
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Hampir seluruh puskesmas menyatakan sudah terdapat supervisi fasilitatif dari bidan
koordinator kepada bidan pelaksana pada tahun 2013, hanya saja derajat frekuensinya
berbeda-beda, ada yang dilakukan rutin setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, bahkan tidak
menentu. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014. Sebagian besar puskesmas
menunjukkan pola supervisi yang sama antara tahun 2013 dan 2014 (Serang Kota, Cikupa,
Anyar, Ciwandan, Silegon, Ciputat, Rangkasbitung, Tigaraksa, Balaraja, Cipondoh). Ada pula
yang menunjukkan perubahan pola dari tidak menentu menjadi setiap 3 bulan (Unyur), dan
dari setiap 6 bulan menjadi tidak menentu (Pamulang).

Seperti halnya supervisi bidan, hampir seluruh puskesmas juga menyatakan sudah
terdapat monitoring dan evaluasi dari dinas kesehatan ke puskesmas pada tahun 2013
dengan derajat frekuensinya berbeda-beda, ada yang dilakukan rutin setiap 3 bulan, setiap
6 bulan, dan tidak menentu. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014. Hamir seluruh
puskesmas juga menunjukkan pola monitoring dan evaluasi yang sama antara tahun 2013
dan 2014, hanya Puskesmas Pamulang saja yang menyebutkan terjadinya perubahan pola
dari setiap 6 bulan menjadi tidak menentu.

Tabel 4.25.
Supervisi dan Monitoring Evaluasi Kesehatan lbu dan Anak Tahun 2013 dan 2014

Supervisi Fasilitatif Bidan Monitoring dan Evaluasi Dinas
No Puskesmas Koordinator Kesehatan

2013 2014 2013 2104
1 Serang Kota Tidak menentu Tidak menentu Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan
2 Unyur Tidak menentu Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan
3 Cimanuk Setiap 3 bulan Setiap 6 bulan Tidak menentu | Tidak menentu
4 Cikupa Setiap bulan Setiap bulan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan
5 Ciruas - Setiap 6 bulan Setiap bulan -
6 Anyar Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan
7 Ciwandan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan Tidak menentu | Tidak menentu
8 Cilegon Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan
9 Pamulang Setiap 6 bulan Tidak menentu Setiap 6 bulan Tidak menentu
10 | Ciputat Setiap bulan Setiap bulan Tidak menentu | Tidak menentu
11 | Rangkasbitung Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan
12 | Tigaraksa Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan
13 | Balaraja Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Setiap 6 bulan Setiap 6 bulan
14 | Cipondoh Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu | Tidak menentu

Seluruh puskesmas telah memiliki tenaga dokter dengan jumlah bervariasi antara 1 -
8 orang, sebagian besar berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).Seluruh puskesmas
juga telah memiliki tenaga dokter gigi (antara 1 - 8 orang setiap puskesmas), perawat
(antara 3 - 16 orang per puskesmas), bidan (antara 6 - 23 orang setiap
puskesmas). Hasil dapat dilihat pada tabel 4.25.
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Tabel 4.26.
Keberadaan Tenaga Medis dan Paramedis di Puskesmas Lokasi Penelitian

Dokter Dokter Gigi Perawat Bidan
No Puskesmas PNS | Non | PNS | Non | PNS | Non | PNS | Non
PNS PNS PNS PNS
1 | Serang Kota 3 0 1 0 10 0 8 1
2 | Unyur 1 0 1 0 3 0 7 3
3 | Cimanuk 3 0 1 0 9 10 10 10
4 | Ciruas 3 0 1 0 9 4 9 13
5 | Anyar 3 0 8 0 8 0 9 11
6 | Ciwandan 3 0 2 0 16 0 12 5
7 | Cilegon 2 0 2 0 12 0 10 5
8 | Pamulang 4 4 3 1 5 4 3 8
9 Ciputat 3 0 2 0 3 4 2 4
10 | Rangkasbitung 1 0 2 0 8 6 10 10
11 | Mandala 2 0 2 0 2 3 10 12
12 | Tigaraksa 1 1 1 0 5 1 9 7
13 | Balaraja 1 3 1 0 8 5 9 14
14 | Cipondoh 4 0 2 0 5 0 11 1
Apoteker hanya ada di Puskesmas Serang Kota, Cimanuk, Ciwandan, Pamulang,
Ciputat, dan Cipondoh. Analis kesehatan tidak terdapat di Puskesmas Anyarm

Rangkasbitung, dan Tigaraksa.Hanya Puskesmas Unyur yang tidak memiliki tenaga
gizi.Tidak ada sanitarian di Puskesmas Cimanuk dan Anyar.

Tabel 4.27.
Keberadaan Tenaga Non Medis dan Non Paramedis di Puskesmas Lokasi Penelitian
Apoteker Analis Gizi Sanitarian
No Puskesmas PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non
PNS PNS PNS PNS
1 | Serang Kota 1 0 2 0 1 0 1 0
2 Unyur 0 0 1 0 0 0 1 0
3 | Cimanuk 1 0 1 0 2 0 0 0
4 | Anyar 0 0 0 0 1 0 0 0
5 | Ciwandan 1 0 1 0 2 0 2 0
6 | Cilegon tad tad 1 0 1 0 1 0
7 | Pamulang 0 1 1 1 1 0 1 0
8 Ciputat 0 1 1 0 0 1 1 0
9 | Rangkasbitung 0 0 0 0 1 0 1 0
10 | Tigaraksa 0 0 0 0 1 0 1 0
11 | Balaraja 0 0 1 1 1 0 1 0
12 | Cipondoh 2 0 1 0 2 0 1 0
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Secara keseluruhan, anggaran yang diterima puskesmas dari kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada tahun 2014 lebih besar daripada yang diterima dari Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) dan APBD kabupaten/kota, bahkan masih 2,6 kali lebih besar
daripada besarnya anggaran gabungan dari BOK dan APBD. Bila anggaran yang berasal dari
Pusat (Kapitasi JKN dan BOK) digabungkan dan dibandingkan dengan anggaran yang
diterima puskesmas dari APBD (Biaya Operasional Puskesmas), maka anggaran yang
bersumber Pusat masih 3,8 kali lebih besar daripada anggaran yang bersumber APBD.

Tabel 4.28.

Distribusi Alokasi Anggaran Puskesmas Lokasi Penelitian Tahun 2014

Perbandingan

Perbandingan

No | Puskesmas* BOK APBD Kapitasi Kapitasi : Pusat
2014 2014 2014 (APBD + BOK) | (kapitasi+BOK) :

APBD

1 Unyur 67.040.000,- 176.787.000,- 343.010.000,- 1,4:1 2,3:1
2 Ciruas 118.063.000,- 164.799.600,- 1.001.462.400,- 3,5:1 6,8:1
3 Ciwandan 80.000.000,- 329.648.700,- 1.404.219.847,- 3,4:1 4,5:1
4 Cilegon 66.000.000,- 191.201.500,- 871.500.000,- 3,4:1 49:1
5 Ciputat 82.400.000,- 215.607.265,- 1.107.918.000,- 3,7:1 55:1
6 Mandala 68.443.000,- 35.040.000,- 112.103.200,- 1,1:1 52:1
7 | Tigaraksa 84.906.000,- | 227.871.777,- | 1.771.393.610,- 57:1 81:1
8 Balaraja 78.236.000,- 773.334.353,- 685.032.000,- 08:1 1:1
Total 645.088.000,- | 2.114.290.195,- | 7.296.639.057,- 2,6:1 3,8:1

*Data dari 8 puskesmas lain tidak diperoleh

Sama halnya dengan tahun 2015, secara keseluruhan anggaran yang diterima
puskesmas dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2015 lebih besar daripada
yang diterima dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan APBD kabupaten/kota,
bahkan masih 2,66 kali lebih besar daripada besarnya anggaran gabungan dari BOK dan
APBD. Bila anggaran yang berasal dari Pusat (Kapitasi JKN dan BOK) digabungkan dan
dibandingkan dengan anggaran yang diterima puskesmas dari APBD (Biaya Operasional
Puskesmas), maka anggaran yang bersumber Pusat masih 4,8 kali lebih besar daripada
anggaran yang bersumber APBD.

Tabel 4.29.

Distribusi Alokasi Anggaran Puskesmas Lokasi Penelitian Tahun 2015

Perbandingan

Perbandingan

No | Puskesmas BOK 2015 ';;':_E K‘;z'lt:s' Kapitasi : Pusat : APBD
(APBD + BOK)

1 | Ciruas 354.563.000,- | 152.400.000,- | 308.055.400,- 0,6:1 43:1

2 | Ciwandan 45.000.000,- | 195.878.242,- | 1.423.000.000,- 59:1 7,5:1

3 | Cilegon 64.000.000,- | 171.975.150,- | 860.359.106,- 3,6:1 5,41

4 | Mandala 142.006.000,- | 41.740.000,- | 1.184.286.000,- 6,41 31,8: 1

5 | Tigaraksa 115.266.000,- | 228.294.500,- | 1.108.530.000,- 32:1 5,41

6 | Balaraja 139.837.000,- | 701.734.900,- | 1.373.532.000,- 16:1 2,2:1
Total 860.672.000,- | 1.492.022.792,- | 6.257.762.506,- 2,7:1 481
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Sebagian besar anggaran puskesmas bersumber APBD menunjukkan adanya
penurunan antara tahun 2014 (tahun 1 pelaksanaan JKN) dan tahun 2015 (tahun ke 2
pelaksanaan JKN).Anggaran Puskesmas Mandala dan Tigaraksa bersumber APBD pada tahun

2015 menunjukkan adanya sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2014.

Tabel 4.30.

Kecenderungan Anggaran Puskesmas Bersumber APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015

APBD APBD

No | Puskesmas Kab/Kota A . Kecenderungan
1 | Serang Kota Kota Serang 342.637.800,- 54.510.000 Turun

2 | Ciruas 164.799.600,- 152.400.000,- Turun

3 | Ciwandan 329.648.700,- 195.878.242,- Turun

4 | Cilegon Kota Cilegon 191.201.500,- 171.975.150,- Turun

5 | Mandala 35.040.000,- 41.740.000,- Naik

6 | Tigaraksa 227.871.777,- 228.294.500,- Stagnan

7 | Balaraja 773.334.353,- 701.734.900,- Turun

Terkait dengan penggunaan dana jasa pelayanan kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional, tenaga Bidan mendapatkan proporsi jasa pelayanan terbesar, kemudian tenaga

dokter, dan perawat. Kategori tenaga lain-lain meliputi banyak jenis ketenagaan kesehatan

(termasuk tenaga kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia kesehatan lainnya). Dari

data 5 puskesmas lokasi kajian di tahun 2014, terlihat bahwa tenaga bidan memperoleh
21,3% (16,5% - 44,2%) dari jasa pelayanan JKN, dokter18,4% (13,7 - 32,2%), dan perawat
17,6% (16,4% - 28,7%).(Tabel 4.30 dan 4.31).
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Bila menghitung berdasarkan jumlah yang diterima perorangan untuk jasa pelayanan
kesehatan dari kapitasi puskesmas, maka jumlah yang diterima seorang dokter rata-rata
sebesar Rp. 92.448.415,-/ tahun, jauh lebih besar daripada rata-rata yang diterima oleh seorang
bidan (Rp. 28.673.031,-/tahun).

Tabel 4.33.
llustrasi pembagian jasa pelayanan kapitasi di Puskesmas X, Provinsi Banten untuk dokter
dan bidan tahun 2014

Jumlah penerimaan Jumlah penerimaan
) p Kabitasi Jumlah tenaga
No | Jenis tenaga kesehatan ana kapitasi kesehatan per orang
(dalam Rp) (dalam Rp)
1 Dokter 277345245 3 orang 92.448.415
2 Bidan 315403349 11 orang 28.673.031

Bila membandingkan cakupan kegiatan antara tahun 2013 (sebelum Jaminan Kesehatan
Nasional) dan tahun 2014, maka tidak terlihat adanya kecenderungan tertentu, apakah terjadi
kecenderungan naik atau turun. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan kenaikan tapi ada juga
kabupaten/kota yang menunjukkan penurunan cakupan kegiatan. Tabel 4.33 menunjukkan
cakupan beberapa indikator Kesehatan Ibu (K1, K4 dan Persalinan oleh tenaga kesehatan) pada
tahun 2013 dan 2014 di beberapa puskesmas lokasi kajian.

Tabel 4.34.
Perbandingan Cakupan Program Kesehatan Ibu Puskesmas Lokasi Penelitian
Tahun 2013 dan 2014.

K1 K1 K4 K4 Linakes | Linakes
No Puskesmas 2013 | 2014 Trend 2013 | 2014 Trend 2013 2014 Trend
1 Serang Kota 96 98 Naik | 89,29 | 89,1 | Turun 95,5 94,8 Turun
2 | Unyur 92 100 | Naik | 80,1 | 69,1 | Turun 90,9 100 Naik
3 | Cimanuk 101,4 | 90,2 | Turun 63 71,5 | Naik 93,2 92,4 | Turun
4 Cikupa 87,5 | 78,5 | Turun | 77,7 | 72,1 | Turun 84,4 67 Turun
5 | Ciruas 109,1 | 98,5 | Turun | 66,5 | 79,9 | Naik 95,7 106,3 Naik
6 Anyar 85,6 | 83,6 | Turun | 74,5 | 80,6 | Naik 99 94 Turun
7 Pamulang 104,7 99 | Turun | 99,5 | 95,4 | Turun 100,1 91,8 Turun
8 | Ciputat 124,2 | 84,2 | Turun | 128 | 81,7 | Turun 100 105,2 Naik
9 Rangkasbitung 54,8 | 50,6 | Turun | 52,5 | 48,7 | Turun 89,9 60,1 Turun
10 | Mandala 87,6 | 81,4 | Turun | 48,9 | 35,1 | Turun 91,2 79,1 Turun
11 | Tigaraksa 101,7 | 98,9 | Turun | 95,8 | 93,8 | Turun 97,2 92,8 Turun
12 | Balaraja 100 | 99,9 | Turun | 93,5 | 93,9 | Naik 88 89,6 Naik
13 | Cipondoh 100,8 | 102 | Naik | 93,9 | 96,2 | Naik 92 94,8 Naik

Sumber : Laporan dinas kesehatan kabupaten/kota 2014
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Kondisi yang sama juga terjadi pada cakupan kegiatan Kesehatan Anak (KN1 dan KN3)
pada tahun 2013 dan 2014. Tidak terlihat adanya kecenderungan tertentu, apakah terjadi
kecenderungan naik atau turun. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan kenaikan tapi ada juga
kabupaten/kota yang menunjukkan penurunan cakupan kegiatan. Tabel 4.34 menunjukkan
cakupan beberapa indikator Kesehatan Anak (KN1, KN3) pada tahun 2013 dan 2014 di beberapa
puskesmas lokasi kajian.

Tabel 4.35.
Perbandingan Cakupan Program Kesehatan Anak (KN1 dan KN3)
Puskesmas Lokasi Penelitian Tahun 2013 dan 2014.

KN1 KN1 KN3 KN3
No Puskesmas 2013 2014 Trend 2013 2014 Trend
1 Serang Kota 97,6 100 Naik 90 92,9 Naik
2 Unyur 100 100 Tetap 84,3 82,4 Turun
3 Cimanuk 94,5 89,6 Naik 89,4 83,8 Turun
4 Cikupa 87,3 70,1 Turun 86,9 69,8 Turun
5 Ciruas 100 113,6 Naik 103 111 Naik
6 Anyar 105 100,2 Turun 80,6 99,7 Naik
7 Cilegon 99,1 105,1 Naik 96,2 104,3 Naik
8 Pamulang 100 99,6 Turun 98,7 98,4 Turun
9 Ciputat 96,7 97,4 Naik 93,9 96,6 Naik
10 Rangkasbitung 89,5 75,8 Turun 85,3 74,9 Turun
11 Mandala 104 98,1 Turun 88,4 89 Naik

Dalam hal jumlah absolut pencapaian kegiatan terkait kesehatan lbu untuk indikator
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan
Resiko Tinggi lbu Bersalin di beberapa puskesmas, juga tidak terlihat adanya pola
kecenderungan tertentu antara tahun 2013 dan 2014 (Tabel 4.35a dan 4.35b)

Tabel 4.36a.
Kecenderungan Jumlah Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas Serang Kota,
Unyur, dan Tigaraksa Tahun 2013 dan 2014

Linakes Linakes Resti tangani | Resti tangani
No Puskesmas 2013 2014 Trend 2013g 2014g Trend
1 | Serang Kota 1098 1090 Turun 231 140 Turun
2 | Unyur 1014 1137 Naik 69 176 Naik
3 | Tigaraksa 1176 1235 Naik 261 220 Turun

Kajian Pengaruh Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Program Kesehatan |bu dan Anak

95



Tabel 4.36b.
Kecenderungan Jumlah Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas Cimanuk,
Cikupa, dan Tigaraksa Tahun 2013 dan 2014

No Puskesmas Linfaskes 2013 Linfaskes 2014 Trend
1 | Cimanuk 682 683 Stabil
2 | Cikupa 531 419 Turun
3 | Tigaraksa 1091 1206 Naik
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BAB 5
PEMBAHASAN

Isu 1 : Kecenderungan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu dan Anak di Era Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)

Hasil studi menunjukkan secara umum kunjungan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)
di semua kabupaten/kota lokasi kajian relatif stabil, tidak ada kecenderungan terjadi peningkatan
dibandingkan sebelum implementasi JKN. Relatif tidak adanya perbedaan cakupan kesehatan ibu
dan anak antara sebelum dan sesudah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional pada kajian ini
seharusnya tidak secara otomatis dipandang sebagai satu bukti ketidakberhasilan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). Secara prinsip, JKN merupakan kelanjutan dari program pembiayaan
kesehatan yang sudah ada sebelumnya, khususnya Jaminan Persalinan (Jampersal). Dalam banyak
hal, kelebihan yang ditawarkan oleh JKN juga sudah ditawarkan sebelumnya di dalam Jampersal,
bahkan terdapat beberapa kemudahan yang terdapat pada Jampersal dibandingkan dengan
kebijakan JKN pada awal implementasi ini yang menutupi beberapa kelebihan yang ditawarkan
oleh JKN.

Jaminan Kesehatan Nasional membiayai pelayanan untuk pemeriksaan Inspeksi Visual
Asam Asetat (IVA) untuk peserta, kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas
kesehatanyang memenubhi syarat, dan/atau pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang
tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Beberapa kelebihan ini nampaknya kurang seimbang
dengan beberapa kemudahan dalam pelaksanaan Jampersal, misalnya kemudahan bagi Fasilitas
kesehatan tingkat pertama swasta untuk ikut serta (Bidan Praktik Mandiri, Klinik Bersalin, Dokter
praktik), kemudahan dalam sistem pencairan klaim, dan persyaratan pelayanan.

Kendati tidak terlihat adanya kecenderungan peningkatan cakupan KIA, hasil studi kualitatif
mencatat adanya peningkatan semangat kerja petugas puskesmas sehubungan dengan adanya
pemberian jasa pelayanan di era JKN. Peningkatan semangat kerja dapat meningkatkan kinerja
puskesmas dan pada akhirnya juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan cakupan pelayanan
programKIA.

Tidak nyatanya pengaruh JKN terhadap cakupan indikator kesehatan ibu dan anak bila
dibandingkan dengan Jampersal, juga dapat disebabkan kontribusinya yang dibatasi pada
pembiayaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Kegiatan-kegiatan terkait Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) umumnya dibiayai menggunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
dan atau Bantuan Operasional Puskesmas (BOP) yang berasal dari APBD.

Umumnya kabupaten/kota memanfaatkan dana kapitasi JKN untuk kegiatan outreach (luar
gedung) pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN, misalnya senam lansia untuk
Penerima Bantuan luran (PBI), kunjungan rumah peserta JKN, home visit gizi buruk, dan
sebagainya. Inovasi-inovasi dengan menyiasati celah legal untuk pemanfaatan dana kapitasi
sepertiiniakan mengungkit manfaat JKN terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat.

Perlu disadari bahwa pelaksanaan JKN baru berjalan kurang dari 2 tahun. Perbaikan paket
manfaat, khususnya yang terkait kesehatan ibu dan anak harus terus dilakukan.Paket manfaat
untuk kesehatan anak misalnya,perlu mempertimbangkan pemberian pelayanan pertumbuhan
dan perkembangan anak yang optimal (seperti terapi bicara,speech therapy). Paket manfaat
kesehatan anak hendaknya meliputi pelayanan yang komprehensif, baik primer, sekunder, dan
tersier. Paket manfaat diberikan tanpa ada cost sharing, serta mempertimbangkan bagaimana
mendekatkan akses pelayanan pada penerima manfaat (Petersen, DJ, 1998). Terkait
komprehensifitas pelayanan, hasil studi menunjukkan masyarakat menginginkan paket pelayanan
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meliputi seluruh pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap, mencakup pelayanan
kesehatan berbiaya tinggi (seperti operasi) sampai dengan pelayanan konsultasi dan obat-obatan
esensial. (Onwujekwe etal, 2010)

Perluasan cakupan asuransi kesehatan membantu meningkatkan kesehatan penduduk.
Pengalaman di Taiwan, terjadi peningkatan Umur Harapan Hidup pada masyarakat dengan status
sosial ekonomi yang rendah seiring dengan diimplementasikannya Jaminan Kesehatan Semesta
sebagai akibat dari menyempitnya disparitas pelayanan kesehatan. Hal serupa juga terjadi di
Kanada, terjadi peningkatan secara signifikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
sejalan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Peningkatan akses juga dapat
diterjemahkan sebagai peningkatan outcome kesehatan. Pelaksanaan jaminan kesehatan
nasional di Kanada berhubungan dengan penurunan kematian bayi sebanyak 4%,dan penurunan
insiden bayi lahir rendah. (Quesnel-Vallée et al, 2012)

Isu 2 :Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atauJaminan Persalinan (Jampersal) ..... ?

Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) identik dengan bagaimana memberikan pelayanan
kesehatan untuk seluruh penduduk. Beberapa determinan sosial klasik seperti stratifikasi sosial
ekonomi, merupakan faktor yang sangat signifikan yang mempengaruhi kesehatan. Kerentanan
sosial merupakan sesuatu yang penting karena terkait dengan kesemestaan dari jaminan
kesehatan. Sistem kesehatan harus dirancang agar setiap orang dapat mengakses pelayanan
kesehatan.Startifikasi sosial dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan dan akses terhadap
pelayanan. masyarakat yang memiliki ketidakberuntungan secara ekonomi memiliki risiko yang
lebih tinggi untuk mengalami kondisi kesehatan yang buruk. (Allotey etal., 2012).

Dalam kesehatan masyarakat, kerentanan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk
melindungi diri sendiri dari hal-hal yang berpotensi membahayakan. Kerentanan ini merupakan
akibat dari interaksi faktor risiko dengan ketersediaan sumber daya dan dukungan yang dimiliki
individu atau kelompok. Kerentanan sosial kelompok dipengaruhi oleh rasial, etnik, budaya, dan
kesamaan situasional. Kerentanan sosial juga dibentuk dari diskriminasi, isolasi, dan pelanggaran
hak asasi manusia. Gelandangan, usia lanjut, pengungsi, pekerja seksual, penderita gangguan
mental, penderita cacat dan penyakit kronis, dan ketiadaan jaminan kesehatan merupakan
kelompok rentan secara sosial.Kerentanan dalam sistem kesehatan diterjemahkan sebagai suatu
keadaan berkurangnya sumber daya pelindung dan outcome kesehatan yang buruk untuk individu
dan kelompok. (Allotey etal, 2012)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional,
berkembang setelah melalui berbagai tahapan program jaring pengaman sosial yang ditujukan
untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko kesehatan. Sebelum memasuki era
implementasi JKN, khusus di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak telah berjalan program
Jaminan Persalinan (Jampersal). Dalam pelaksanaannya, berbagai manfaat JKN mengacu pada
manfaatyang diberikan Jampersal.

Pencairan dana non kapitasi JKN untuk puskesmas dilakukan dengan sistem klaim dan
diberikan untuk pelayanan rawat inap di puskesmas serta pelayanan KIA yang meliputi
pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan, perawatan pasca bersalin (PNC) dan KB. Dana non
kapitasi tidak langsung dibayarkan tetapi melalui Kas Daerah dulu sebelum bisa dibayarkan kepada
pemberi layanan terutama bidan. Pencairan dana non kapitasi JKN memiliki aluryang panjang,
mulai dari pemeriksaan kelengkapan di dinas, penyerahan dokumen ke bendahara JKN Puskesmas
untuk pembuatan rekapan, pengecekan dokumen oleh BPJS, perbaikan persyaratan, pengecekan
ulang setelah pemenuhan perbaikan, dan pencairan dari Kas Daerah dan dinas kesehatan. Proses
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ini memerlukan waktu yang lama sehingga menimbulkan kelambatan pencairan dana non kapitasi
di beberapa kabupaten/kota yang sampai membutuhkan waktu 3 bulan 1tahun.

Aturan untuk membentuk jejaring dengan FKTP swasta untuk dapat melakukan klaim
pertolongan persalinan peserta JKN bagi sebagian bidan dirasakan cukup mengganggu. Dalam
JKN, bidan tidak bisa langsung melakukan klaim ke BPIS. Pelibatan rekening FKTP swasta
membawa konsekuensi adanya biaya administrasi, sedangkanbila mau masuk ke rekening
puskesmas, harus menunggu cukup lama dikarenakan harus masuk ke DPA lebih dulu. Persyaratan
untuk dapat memperoleh pelayanan juga dirasakan lebih mudah pada era Jampersal, masyarakat
tidak perlu menunjukkan kartu kepesertaan.

Bagi sebagian bidan, sistem pembayaran jasa persalinan lebih mudah pada saat jampersal.
Lambatnya klaim ini ditambah dengan adanya kebijakan lokal di beberapa kabupaten/kota yang
mengatur alokasi dana non kapitasi untuk kas daerah dengan persentase tertentu.

Fraud dari peserta mandiri JKN yang tidak memiliki niat baik untuk mengikuti kepesertaan
dalam jangka panjang dapat berujung pada dirugikannya pemberi pelayanan. Ditemukan klaim
persalinan yang tidak dapat dicairkan karena kepesertaan JKN yang sudah tidak aktif saat klaim
diajukan.

Isu 3 :Kesenjangan SDM Pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Semesta dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu
membutuhkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan material. (Chua and Cheah Chua and
Cheah, 2012).

Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional disertai dengan peningkatan beban kerja yang
berujung munculnya keluhan dari sebagian kabupaten/kota terhadap kurangnya tenaga
kesehatan yang ada, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan.
Disadari atau tidak, staf puskesmas lebih didorong untuk lebih fokus pada pemenuhan pelayanan
kesehatan perorangan, sehingga kegiatan kesehatan masyarakat yang biasanya dilakukan di luar
gedung menjadi tergeser. Bagi SDM Kesehatan di puskesmas, kondisi ini merupakan sesuatu yang
manusiawi, terdapat perhitungan khusus terkait insentif yang diberikan terhadap kontribusi SDM
Kesehatan di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang diakomodir dalam
anggaran jasa pelayanan kapitasi JKN. Dalam jangka panjang, bila tidak ada penanganan yang
khusus, terabaikannya pelaksanaan luar gedung dan upaya kesehatan masyararat secara umum
akan sangat berpengaruh pada derajat kesehatan masayarakat. Pengakuan salah satu informan
mengukuhkan hal tersebut, telah terjadi pengurangan frekuensi pelaksanaan posbindu, dari
semula sebulan sekali menjadi 2 bulan sekali akibat ketersediaan SDM Kesehatan yang ada.

Diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
memungkinkan daerah dapat melakukan rekruitmen terhadap tenaga-tenaga yang dibutuhkan
melalui mekanisme Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional,
sedangkan PPPK adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerjaoleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan
Undang-Undang ini yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalamrangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. Setiap Instansi
Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja. Instansi Pemerintah seperti dijelaskan pasal 1 ayat 15-17 adalah
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Instansi pusat (kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga
Negara, dan kesekretariatan lembaga nonstuktural) dan instansi daerah (perangkat daerah
provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat
dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah).

Instansi daerah seperti yang dimaksud diatas termasuk juga pemerintah daerah
kabupaten/kota. Dalam masalah pemenuhan tenaga kesehatan dan terkait Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja, yang menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah SKPD terkait. Permasalahan selama ini adalah
ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengadakan perekrutan dan menggaji kebutuhan
tenaga mereka sendiri. Untuk merekrut tenaga PPPK dengan memanfaatkan dana kapitasi
nampaknya belum memungkinkan karena belum ada regulasi yang memperkuat potensi tersebut.

Di sisi lain, ketersediaan anggaran di beberapa puskesmas akibat keberadaan anggaran
jasa pelayanan kapitasi, memungkinkan untuk memberikan intensif untuk staf puskesmas yang
direkrut melalui jalur non PNS. Keterbatasan formasi dan rekruitmen PNS dapat sedikit
diminimalisir dengan melakukan rekruitmen Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) yang honornya
dibayar melalui jasa pelayanan kapitasi sebagaimana tenaga kesehatan lain di puskesmas. Apabila
pemenuhan kebutuhan (termasuk kebutuhan tenaga administrasi JKN di puskesmas) dilakukan
melalui pembebanan tambahan kepada tenaga kesehatan yang sudah ada maka akan dapat
mengganggu kelancaran dan kualitas pelayanan yang utama. Saat ini sudah terjadi banyak bidan
yang merangkap jabatan lainnya, misalnya menjadi bendahara JKN. Dari kajian ini diperoleh
informasi bahwa bagi sebagian tenaga kesehatan, urusan JKN menyita lebih dari 60% waktu yang
ada.

Pemberian Jasa pelayanan kapitasi JKN untuk SDM Kesehatan di puskesmas Kesenjangan
jasa pelayanan antar jenis tenaga kesehatan di puskesmas menimbulkan kecemburuan di
kalangan petugas. Dokter memperoleh pembagian jasa pelayanan yang dirasakan jauh lebih
besar dibandingkan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, kecemburuan juga terjadi dikarenakan
adanya kesenjangan antara penghasilan yang diterima oleh tenaga yang memberikan pelayanan
kesehatan perorangan dengan mereka yang lebih banyak bekerja dengan pelayanan kesehatan
masyarakat.

Bagi beberapa dinas kesehatan kabupaten/kota, alokasi jasa pelayanan dalam dana
kapitasi puskesmas dirasakan berpengaruh terhadap tingginya minat staf dinas kesehatan ke
puskesmas. Dinas kesehatan tidak memperoleh manfaat secara finansial dengan keberadaan
program JKN, hal ini berbeda dengan puskesmas. Tidak ada skema pembiayaan untuk dinas
kesehatan dariJaminan Kesehatan Nasional.

Isu4. Fenomena Pembiayaan Kesehatan: Antara BOK, KapitasiJKN, dan BOP

Pelayanan kesehatan di seluruh dunia menghadapi tantangan serius, tidak hanya
karena mereka tidak responsifdalam merespons kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat
tetapi juga dikarenakan adanya kegagalan secara konsisten mengakomodasi dinamika Pusat dan
Daerah terkait determinan kesehatan dalam perubahan sosial politik, lingkungan, dan konteks
organisasi dari pengelolaan pelayanan publik. Desentralisasi pelayanan kesehatan ditujukan
untuk membuat pelayanan kesehatan lebih berkeadilan, inklusif, dan fair. Desentralisasi
merupakan suatu transfer otoritas dan kekuasaan Pusat kepada otoritas lokal atau lembaga Sub
Nasional dalam membuat pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Desentralisasi memiliki perhatian terhadap bagaimana seharusnya struktur Pemerintah, dimana
kekuasaan, otoritas, dan tanggungjawab seharusnya ditempatkan. Ini akan membuat Pemerintah
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Lokal lebih dekat kepada masyarakat dan menempatkan kebutuhan masyarakat lebih pada
tempatnya. Dengan membawa kekuasaan lebih dekat ke rakyat maka proses akan lebih nyata
(tangible) dan transparan sertaakan lebih banyak pihak yang akan terlibat.Ini juga membangun
efisiensi dan harmonisasi hubungan antara Pusat dan otoritas lokal. (Regmi K, 2014)

Senada dengan hal tersebut, Rubio, DJ, 2014, menyebutkan bahwa desentralisasi memiliki
efek penting terhadap isu efisiensi dan keadilan dalam penyediaan pelayanan publik.
Desentralisasi dapat meningkatkan informasi pada pengambil keputusan lokal mengenai kondisi
setempat, menstimulasi respon yang cepat dan efektif terhadap kebutuhan lokal, dan merupakan
saluran yang efektif bagi masyarakat untuk mengekspresikan pilihannya sehingga pengambil
keputusan lokal lebih akuntabel terdapat kebutuhan penduduk.Pengambil keputusan lokal
memiliki peluang yang lebihbesar untuk merajut tenaga dan prosedur dalam konteks lokal dan
memiliki kebebasan yang lebih untuk mengambil pilihan dan mengiplementasikannya Karenanya,
desentralisasi jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik dapat mengingkatkan keadilan,
efisiensi, mutu, akses peda pelayanan kesehatan, dan pada akhirnya meningkatkan outcome
kesehatan.Keberhasilan implementasi desentralisasi membutuhkan keseimbangan yang
kompleks dari kebijakan, fiskal, dan administratif. (Rubio, DJ,2014)

Konsep ini membawa implikasi bahwa desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan
urusan semata, tetapi juga seharusnya terjadi desentralisasi dalam manajemen sumber daya
manusia pelaksana (termasuk proses rekruitmen, distribusi, dan pendayagunaan SDM), dan
desentralisasi dalam hal pembiayaannya. Menu yang terlalu ketat dalam pemanfaatan dana dari
Pusat sebaiknya dihindari. Hal ini terkait dengan fleksibilitas terhadap kebutuhan setempat yang
seringkali tidak dapat digeneralisir. Berbagai literatur telah mengidentifikasi bahwa desentralisasi
dapat mengurangi asimetri informasi antara masyarakat dan Pemerintah, namun
delegasikekuasaan fiskal kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah juga menghasilkan
jarak informasiantara Pusat dan daerah sehingga meningkatkan biaya monitoring oleh
Pemerintah Pusat. Dalam situasi demikian, Pemerintah Pusat mungkin tidak mampu secara efektif
memonitor dan memahami kebutuhan setempat. Hal ini kemungkinan akan terjadi bila dilakukan
pergeseran dana-dana dari Pusat ke dalam mekanisme DAK. (Boko, 2002, The Macroeconomic
impacts of Fiscal Decentralization, Decentraization and Reform in Africa, Kluwer Academic
Publishers). Reformasi dalam pelayanan kesehatan harus dapat menurunkan hambatan akses
terhadap pelayanan kesehatan publik dan harus mampu mengidentifikasi keterbatasan terhadap
distribusi pelayanan yang berkeadilan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan untuk seluruh
masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin dan masyarakat di pedesaan serta daerah
terpencil. (Onwujekweetal., 2011).

Berdasarkan pengalaman Thailand, utilisasi yang tinggi dan proteksi keuangan yang lebih
baik terhadap peserta jaminan kesehatan merupakan akibat dari cakupan yang luas dari
keberadaan infrastruktur pelayanan kesehatan, ketersediaan pembiayaan, berfungsinya
pelayanan kesehatan primer, paket manfaat yang komprehensif, dan ketiadaan copayment (zero
copayment) padatingkat pelayanan kesehatan (Limwattananon etal., 2012)

Alokasi dana Pusat ke Daerah dalam membantu operasional puskesmas antara lain
diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan sesuai dengan
ketentuan dari Pusat. Umumnya, dana BOK digunakan untuk menunjang program MDGs
khususnya KIA, gizi dan kesehatan lingkungan. Kegiatan-kegiatan terkait KIA mendapat porsi
anggaran BOK paling besar, seperti untuk kegiatan K1, K4, kunjungan rumah untuk deteksi dini
faktor resiko, PNC dan penjaringan ibu hamil risiko tinggi, neonatus risiko tinggi, IVA tes,
penjaringan anak usia sekolah, kelas balita, kelas ibu hamil, perjalanan posyandu, dan PMT gizi
buruk. Pada umumnya kabupaten/kota dan puskesmas berusaha menghindari terjadinya

Kajian Pengaruh Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Program Kesehatan |bu dan Anak 101



pengganggaran kegiatan yang tumpang tindih antara dana BOK dan dana JKN maupun APBD. Dana
APBD diarahkan untuk kegiatan operasional yang tidak dapat dibiayai oleh BOK dan JKN seperti
pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor, pembiayaan fasilitas-fasilitas kantor seperti
listrik, air, internet, bensin. Dana BOK dapat digunakan untuk biaya transport kegiatan posyandu
dan upaya kesehatan sekolah yang sebenarnya merupakan kegiatan rutin puskesmas.

Terdapat keragu-raguan dari puskesmas untuk menggunakan dana operasional yang
bersumber dari dana kapitasi JKN dikarenakan ketidakjelasan aturan pemanfaatan, kurang
fleksibelnya menu penggunaan, dan perbedaan persepsi di tingkat pusat antara Kemenkes,
Kemendagri, BPK, dan LKPP. Kegiatan tidak boleh dibiayai melalui sumber ganda. Kontroversi juga
terjadi seputar siapa yang dapat membelanjakan dana operasional tersebut karena puskesmas
bukanlah SKPD yang mempunyai hak belanja. Kondisi ini merupakan potensi konflik dan temuan
aparat pengawas fungsional, sehingga anggaran operasional tidak dapat dimanfaatkan dengan
optimal.

Di lain sisi, daerah juga mengalokasikan operasional puskesmas melalui anggaran biaya
operasional puskesmas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Potensi pembiayaan ganda antara BOK, BOP, dan kapitasi JKN membuat daerah lebih hati-hati
dalam pemanfaatan penggunaannya. Bercermin pada masih banyaknya dana operasional JKN
yang tidak dimanfaatkan di puskesmas, maka beberapa kabupaten/kota mengambil kebijakan
untuk mengurangi anggaran Biaya Operasional Pusesmas (BOP) dan mengalokasikan pembiayaan
terkait untuk dapat dibiayai dari JKN.

Studi ini juga menunjukkan terjadinya kesenjangan antara pembiayaan kesehatan untuk
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Dana Kapitasi
Puskesmas yang pada dasarnya merupakan pembiayaan untuk pelayanan UKP ternyata lebih
besar daripada penggabungan antara dana BOK (APBN) dan BOP (APBD) yang secara umum lebih
diperuntukkan bagi pembiayaan UKM.

Asumsinya sederhana, bila kesadaran masyarakat akan kesehatan tinggi maka status
kesehatan masyarakat juga ikut menjadi baik, dan status kesehatan yang naik akan meminimalisir
penggunaan sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan kuratif sehingga dalam jangka panjang
akan mengurangi beban puskesmas. Implementasinya tidak sesederhana itu, status kesehatan
masyarakat merupakan suatu outcome yang dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak semata sektor
kesehatan. Masyarakat lebih menuntut pelayanan yang instan dan nyata hasilnya, oleh karenanya
pelayanan kesehatan perorangan masih menjadi prioritas pelayanan di puskesmas.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian ini disimpulkan :
1. Implementasi JKN telah berjalan selama hampir 2 tahun, dengan beberapa temuan sebagai
berikut:

JKN telah meningkatkan beban kerja pegawai sehingga terjadi rangkap jabat beberapa
staf Puskesmas.

JKN juga meningkatkan semangat kerja staf Puskesmas karena biaya kapitasi yang 60%
diantarranya diperuntukkan bagijasa pelayanan.

Beban yang meningkat membuat Puskesmas kekurangan tenaga, baik tenaga kesehatan
untuk pelayanan maupun untuk administrasi. Banyak bidan dan perawat senior terpaksa
diberi tanggung jawab adminsitrasi, sehingga pelayanan profesional dari bidan/perawat
senior tersebut berkurang. Pimpinan Puskesmas cenderung mempercayai manajemen
keuangan dengan staf senior yang pada umumnya adalah bidan atau perawat senior.

2.  Pembayaran yang diterima Puskesmas melalui sistem kapitasi dan klaim untuk pelayanan
kesehatan maternal dan rawat inap. Temuan yang berkaitan dengan pembiayaan JKN adalah
sebagai berikut:

Adanya komponen jasa pelayanan dalam kapitasi sebesar 60%, telah berhasil
meningkatkan semangat kerja staf Puskesmas.

Sisa dana kapitasi sebesar 40% digunakan untuk biaya operasional, tetapi sebagian besar
Puskesmas belum secara optimal memanfaatkannya.Terdapat keragu-raguan dari
puskesmas untuk menggunakan dana operasional yang bersumber dari dana kapitasi JKN
dikarenakan ketidakjelasan aturan pemanfaatan, kurang fleksibelnya menu penggunaan,
dan perbedaan persepsi ditingkat pusat antara Kemenkes, Kemendagri, BPK, dan LKPP.
Terdapat perbedaan pemberian jasa pelayanan kapitasi JKN antar jenis tenaga kesehatan
di puskesmas yang menimbulkan kecemburuan di kalangan petugas. Kecemburuan juga
terjadi dikarenakan adanya kesenjangan antara penghasilan yang diterima oleh tenaga
yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan mereka yang lebih banyak
bekerja dengan pelayanan kesehatan masyarakat

Untuk dana yang berasal dari klaim, proses pencairannya relatif panjang, sehingga
menyusahkan staf Puskesmas. Prosedur pencairan dana jampersal terdahulu lebih
sederhana sehingga pencarian danarelatif cepat.

Dana kapitasi yang diterima Puskesmas jauh lebih besar dibandingkan dana BOK dan BOP
yang digunakan untuk kegiatan promotif-preventif. Hal ini menyebabkan pergeseran
prioritas, staf Puskesmas cenderung melaksanakan upaya kesehatan perorangan yang
didanani dari biaya kapitasi dibanding upaya kesehatan masyarakat yang didanai dari
BOK.

Besarnya dana dari JKN dan BOK membuat sebagian besar kab/kota mengurangi BOP
(Biaya Operaasional Puskesmas).

Pemberian jasa pelayanan di puskesmas berpengaruh terhadap tingginya minat staf
dinas kesehatan untuk berpindah ke puskesmas. Dinas kesehatan tidak memperoleh
manfaat secarafinansial dengan keberadaan program JKN.

3. Tidakterdapat pola kecenderungan tertentu cakupan indikator pelayanan kesehatan ibu dan
anak antara sebelum dan sesudah 1 tahun pelaksanaan JKN. Hal ini kemungkinan disebabkan
oleh sebagai berikut:
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e Sebelum implementasi JKN, telah ada jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan
jampersal (jaminan persalinan) yang paketnya serupa dengan JKN.

e Cakupan indikator pelayanan kesehatan ibu dan anak seberlumnya relatif sudah tinggi,
sehingga untuk meningkat lagi relatif sulit.

4. DampakimplementasiJKN terhadap program KIA tidak begitu nyata, di beberapa Puskesmas
terjadi peningkatan sementara Puskesmas lain terjadi penurunan, namun baik peningkatan
maupun penurunan tersebut tidak signifikan. Namun demikian temuan kualitatif
menunjukkan:

e Terlah terjadi pergeseran prioritas, upaya kesehatan perorangan lebih menyita
perhatian, waktu, tenaga dibandingkan upaya kesehatan masyarakat.

e Tenaga pelayanan profesional yang senior cenderung mengerjakan administrasi
keuangan, karena ketatnya aturan administrasi keuangan. Pimpinan Puskesmas
cenderung menunjuk staf senior yang sebagian besar adalah bidan/perawat
berpengalaman.

e Beban UKM di masa mendatang akan semakin besar, sehingga bila kondisi ini dibiarkan,
upaya kesehatan masyarakat akan makin tertinggal.

6.2. Saran

Dari hasil kajianinidisarankan:

1. Penguatan SDM Kesehatan di Puskesmas, salah satu caranya adalah mengangkat tenaga
sukarelayang honornya diambilkan dari dana kapitasi.

2.  Memperkuat tim JKN kabupaten/kota, khususnya dalam melakukan verifikasi dokumen,
sehingga dapat mempercepat proses pencairan klaim.

3. Menserasikan pembagian jasa pelayanan agar terhindar rasa kecemburuan antar staf
Puskesmas.

4. Menyelaraskan pemanfaatan dana operasional kapitasi Jaminan, Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK), dan Biaya Operasional Puskesmas (BOP), sehingga tidak terjadi
pembiayaan ganda dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

5. Mengatur secara jelas penggunaan sumber-sumber pembiayaan kesehatan dengan
mempertimbangkan fleksibilitas menu untuk mengakomodir kebutuhan setempat.

6. Membuat pedoman yang lebih jelas pemanfaatan 40% dana kapitasi untuk biaya
operasional, sehingga dapat dioptimalkan penggunaanya.
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